
Menimbang 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENT ANG 

SALIN AN 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERA TURAN DAE RAH 

KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan 

kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala 

Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan 

Bupati; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan

mengu bah U ndang-undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang­

Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik

Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



Menetapkan 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU­

XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor

11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 

11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur.

2. Pemerintah Da.erah Kabupaten ada.lah Pemerintah Daerah Kabupaten

Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. 
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6. Desa adalah desayang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Repu blik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa

dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk

Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan

Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
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1 7. Bak.al Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang 

mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon 

Kepala Desa. 

18. Calon Kepala Desa adalah Bak.al Calon Kepala Desa yang telah

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang

berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan

wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah

memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan

Kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah

daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali

atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun

berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum

terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar

pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar

penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan

Kepala Desa.

25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala

Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan

dukungan.

26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama BPD.
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28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo,

selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

30. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara.

32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

33. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat

POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

34. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut

Pemilihan KDA W adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang

dilakukan melalui musyawarah desa.

35. Panitia Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan KDAW adalah Panitia yang

dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala

Desa melalui musyawarah desa.

36. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal

Calon KDA W adalah warga masyarakat desa setempat yang

mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala

Desa Antar Waktu.

37. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon KDAW

adalah Bakal Calon KDA W yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

KDAW sebagai Calon KDAW yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa

melalui musyawarah desa.

38. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut

Calon KDAW Terpilih adalah Calon KDAW yang terpilih melalui

musyawarah desa.



8 

39. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum.

40. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana.

41. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili

di pengadilan.

42. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II 

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 

Um urn 

Pasal 2 

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

· wilayah kabupaten.

(2) Dalam hal terdapat Desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis

bersamaan dengan tahun pelaksanakan Pemilihan Kepala Desa

serentak maka Bupati mengatur Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang

bersangkutan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 3 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat

Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD dan tokoh

masyarakat.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diutamakan yang berasal dari desa setempat atau kecamatan setempat.

II 
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(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai

dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih.

(6) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan

yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau kebijakan lain yang ditetapkan Bupati.

(7) Sebelum melaksanakan tugas, Penjabat Kepala Desa dilantik dan

diambil sumpahnya oleh Camat.

Pasal4 

( 1) Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kepala Desa dipilih langsung

oleh penduduk desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil.

Bagian Kedua 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas 

Pasal 5 

(1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk:

a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan

b. Panitia Pengawas.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal6 

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a merupakan unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri

dari:

a. Sekretariat Daerah;

b. Inspektorat;

c. OPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

d. OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;
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e. OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik; dan

f. OPD terkait lainnya.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

mempunyai tugas

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; 

b. melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa

tingkat Desa;

c. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa

dari APBD Kabupaten;

d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa

tingkat Kabupaten;

e. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam hal

jumlah Baka! Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;

f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

(3) Togas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia Pengawas.

Pasal 7 

(1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b merupakan unsur PNS di Kecamatan dan Anggota Forum

Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang terdiri dari:

a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;

b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani tata pemerintahan

desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;

d. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;

e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;

f. Kepala Seksi di Kecamatan selain Kepala Seksi yang menangani

tata pemerintahan desa sebagai anggota; dan

g. Staf Kecamatan sesuai kebutuhan sebagai anggota.

II 
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(2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas dan kewajiban

a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia

Pemilihan;

b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;

c. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam

proses Pemilihan Kepala Desa;

d. menyelesaikan pengaduan yang timbul dalam proses Pemilihan

Kepala Desa;

e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia 

Pemilihan apabila diperlukan; 

f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada

Panitia Pemilihan Kabupaten;

g. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada

Bupati.

(3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

honorarium yang dianggarkan dalam bantuan keuangan biaya

Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten yang ditransfer dalam

APB Desa.

Bagian Ketiga 

Persiapan Pemilihan Kepala Desa 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 8 

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimya

masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum

berakhir masa jabatan.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir

masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

(3) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam

Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang antara lain

mengatur Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan dan Peraturan

Tata Tertib.
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Paragraf 2 
Pembentukan Panitia Pemilihan 

Pasal 9 

( 1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan.

(2) Dalam hal pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi, Bupati berwenang menetapkan jadwal pembentukan

panitia dalam pentahapan Pemilihan Kepala Desa.

(3) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang

keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diusulkan oleh masing-masing unsur Perangkat Desa, Pengurus

Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat kepada BPD.

(5) Anggota BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dilarang

menjadi Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 10 

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah

mufakat.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak

mencapai mufakat, maka Pimpinan BPD memimpin rapat guna

mengadakan pemungutan suara.

(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

dengan cara pengambilan suara terbanyak.

(4) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Bendahara merangkap anggota;

e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(7) Hari kerja Panitia Pemilihan adalah Hari Senin sampa1 dengan Hari

Minggu.

ll 
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Pasal 11 

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati

melalui Kepala Desa dan Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan

suara dan perlengkapan lain;

e. mengadakan pengumuman, penjaringan dan penyaringan bakal

calon;

f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara;

j. melaksanakan pemungutan suara;

k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 

1. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

m. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara adil dan

demokratis;

n. menetapkan kebutuhan barang dan jasa;

o. menyampaikan laporan kepada BPD;

p. mempertanggungjawabkan anggaran Pemilihan Kepala Desa;

q. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu;

r. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi

penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan

s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan berhak:

a. meneri.ma honorarium yang besarannya ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari. APB Desa sesuai

kemampuan keuangan desa;

b. mendapat perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan

bertanggung jawab kepada BPD.

II 
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Pasal 12 

(1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan

Calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai

derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala

Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan

dinyatakan batal demi hukum.

(2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua vertikal sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) adalah :

a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :

1. Suami/istri;

2. Ayah/ibu;

3. Saudara kandung;

4. Saudara kandung suami/istri;

5. Anak/menantu.

b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :

1. Kakek/ nenek;

2. Saudara kandung ayah/ibu;

3. Keponakan / keponakan menantu;

4. Cucu/cucu menantu;

5. Mertua;

6. Saudara suami/istri.

(3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri

dan/ a tau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka BPD

memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam

Panitia Pemilihan.

(4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap

dan/ a tau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD

memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam

Panitia Pemilihan.

(5) BPD menetapkan pengganti Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
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Pasal 13 

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilarang: 

a. memihak dan/ a tau menyuruh seseorang dan/ a tau sekelompok

masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah

satu Calon Kepala Desa;

b. merubah data pemilih;

c. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan

masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa;

d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga menghambat Pemilihan

Kepala Desa.

Pasal 14 

( 1) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberhentikan oleh BPD dari

kepanitiaan.

(2) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10.

Paragraf 3 

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan 

Pasal 15 

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Format A 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 

Biaya Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 16 

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.

(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah

Desa.

(3) Untuk mendukung bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat

mengalokasikan tambahan biaya yang dianggarkan dalam APB Desa.
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(4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara,

honorarium BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, panitia dan

kelengkapan peralatan lainnya.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan kepada

Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dengan dalih apapun.

Pasal 17 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan biaya

Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya, paling

lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan

Kepala Desa.

(2) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa atau Penjabat

Kepala Desa dan BPD.

(3) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati

melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Camat untuk

mendapatkan persetujuan.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan dari Panitia

Pemilihan.

(5) Selama proses pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Panitia Pemilihan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan

Kepala Desa.

Pasal 18 

(1) Dalam hal terjadi perubahan pagu biaya Pemilihan Kepala Desa, maka

dilakukan perubahan APB Desa.

(2) Dalam hal terjadi perubahan biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak

merubah pagu APB Desa, maka tidak dilakukan Perubahan APB Desa.

Pasal 19 

Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa, 

Bendahara Panitia Pemilihan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 

sebagai Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa. 
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Paragraf 5 

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih 

Pasal 20 

( 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan

Kepala Desa sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk; dan

e. dalarn hal pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sejak

tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sedangkan

Kartu Tanda Penduduk kurang dari 6 bulan atau Kartu Tanda

Penduduk masih dalam proses, tetap didaftar sebagai pemilih.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat

menggunakan hak memilih.

Pasal 21 

( 1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilih dengan cara

memasang pengumuman di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat

lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang

bersangkutan atau melalui media informasi lainnya.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih dan sekurang­

kurangnya memuat

a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan

b. persyaratan pemilih.
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Pasal 22 

( 1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 5 (lima) hari.

(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan

memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih dari Pemerintah Desa.

(3) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menerima surat bukti pendaftaran

sebagaimana Format B-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Pemutakhiran dan pemvalidasian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan apabila

a. terdapat penduduk yang memenuhi syarat usia pemilih, yang

sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum ada dalam

daftar pemilih;

b. terdapat penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun,

tetapi sudah/pernah menikah dan belum ada dalam daftar pemilih;

c. terdapat penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih ada

dalam daftar pemilih;

d. terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa lain tetapi masih

ada dalam daftar pemilih;

e. terdapat penduduk desa yang pada saat pendaftaran tidak

berdomisili di desa bersangkutan dan diperkirakan tidak bisa hadir

pada hari pemungutan suara, maka atas persetujuan keluarga,

Panitia Pemilihan tidak mendaftar sebagai Pemilih; dan

f. terdapat penduduk yang belum terdaftar.

(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), Panitia

pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dilaksanakan selama

2 (dua) hari.

(6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun per Dukuh,

sebagaimana Format B-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23 

(1) Dalam hal di Desa hanya ada 1 (satu) Dukuh, maka DPS disusun

per Rukun Tetangga.

(2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka DPS disusun sesuai jumlah

TPS dan setiap TPS disusun per Dukuh.
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(3) DPS ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan

menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang

strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

(4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24 

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),

pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih

atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat

se bagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan

perbaikan DPS.

Pasal 25 

( 1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia

Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih

Tambahan dan diberikan surat bukti pendaftaran Pemilih Tambahan

dengan menggunakan Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih

Tambahan, dengan menggunakan Format C-2 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

(4) Pendaftaran Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
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Pasal 26 

( 1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan

menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang

strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung

sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

atau sampai dengan penetapan DPT.

Pasal 27 

( 1) Paling lam bat 3 (tiga) hari setelah Calon Kepala Desa ditetapkan,

Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap DPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan Daftar Pemilih

Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk

ditetapkan menjadi DPT, bersama dengan BPD, Panitia Pengawas dan

Calon Kepala Desa dituangkan dalam Serita Acara sebagaimana

Format D-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir pada saat rapat

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka Calon Kepala

Desa dapat menunjuk seseorang untuk hadir dengan surat kuasa yang

bermaterai cukup.

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak hadir, Panitia Pemilihan

tetap melanjutkan rapat penelitian terhadap DPS dan Daftar Pemilih

Tambahan menjadi DPT.

(4) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Panitia Pemilihan menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan

menjadi DPT, sebagaimana Format D-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada

masyarakat desa dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan

tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat

desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak

berakhirnyajangka waktu penyusunan DPT.
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Pasal 28 

(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan

DPT untuk TPS.

(2) Jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan

kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(3) DPT tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,

maka Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih yang meninggal dunia

dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan

"meninggal d unia".

(4) Dengan adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) maka jumlah pemilih dalam DPT berkurang sejumlah

yang meninggal dunia.

(5) DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada

pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat 

Pencalonan Kepala Desa 

Pasal 29 

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui 

a. penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan

b. penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 30 

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan 

a. warga negara Repu blik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;
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e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

J. berbadan sehat;

k. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

1. tidak pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan;

m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat

menjabat sebagai Kepala Desa;

o. bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan

sesudah Pemilihan Kepala Desa;

p. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan

sebelumnya; dan

q. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila

Calon Kepala Desa berasal dari PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa,

Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 31 

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berdasarkan persyaratan yang 

ditentukan. 

(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

cara mem buka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan memasang pengumuman secara tertulis sebelum

dimulainya pendaftaran yang sekurang-kurangnya memuat:

a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon

Kepala Desa;

b. persyaratan Calon Kepala Desa;

c. tempat dan jam penerimaan pendaftaran.
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(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

selama 5 (lima) hari.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempel di Kantor

Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca

oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

(6) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia

dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau melalui media

informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

Pasal 32 

( 1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang

bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas

permohonan Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal

Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup yang dilampiri

persyara tan se bagai beriku t :

a. Daftar Riwayat Hidup;

b. Pas foto berwama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; 

c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup, sebagaimana Format E-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;

d. Surat Pemyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila,

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

sebagaimana Format E-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;

e. Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang, serendah-rendahnya ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan/ atau sederajat;

f. Foto copy Alda Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;



24 

g. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup sebagaimana Format E-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

h. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

j. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

cukup sebagaimana Format E-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;

k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penJara

paling singkat 5 (lima) tahun;

1. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa

tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;

n. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan

Sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di

atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-5

Lampiran Peraturan Bupati ini;

o. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa

selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana

Format E-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;

p. Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban

Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas

kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-7

Lampiran Peraturan Bupati ini;

q. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang

Bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

sebagaimana Format E-8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
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r. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran

Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

sebagaimana Format E-9 Lampiran Peraturan Bupati ini;

s. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan

Hormat dari Pekerjaan Sebelumnya dibuat oleh yang bersangkutan

di atas kertas segel atau berrneterai cukup sebagaimana

Format E-10 Lampi.ran Peraturan Bupati ini;

t. Bagi PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, yang mencalonkan diri

sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari pejabat

yang berwenang;

u. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan

mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau

ketiga harus menyerahkan surat izin dari Bupati;

v. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

harus menyerahkan surat izin dari Bupati;

w. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala

Desa harus menyerahkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat

Kepala Desa.

Pasal 33 

(1) Kepala Desa yang rnencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti

sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan

Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan

sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Kepala Desa memberikan tugas kepada Sekretaris Desa untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang menyangkut

pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong,

maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.
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Pasal34 

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dinonaktifkan dari 

keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai 

dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. 

Pasal 35 

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti

terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan

penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat

Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk

kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap

oleh Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

(4) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa

diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa selambat­

lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikan.

Pasal 36 

Dalam hal izin Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan

diri sebagai Kepala Desa belum ada pada saat penelitian berkas, tetapi yang 

bersangkutan dapat menunjukkan pengajuan surat permohonan izin 

tertulis yang telah diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum 

penelitian berkas, maka permohonan izin dimaksud dianggap sah dan telah 

memenuhi persyaratan. 

Pasal 37 

( 1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan Panitia Pemilihan

selama 7 (tujuh) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa

kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka

pengumuman tahap kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga)

hari .
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(3) Pengumuman tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

(4) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara

Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format F Lampiran Peraturan

Bupati ini.

(5) Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua yang mendaftarkan

diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka

Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.

(6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 5), BPD menyatakan proses Pemilihan Kepala Desa batal dan

selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(7) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan

sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang

selanjutnya.

Paragraf 2 

Penelitian Bak.al Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon 

Pasal 38 

( 1) Dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf b, Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan Bakal

Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan

administrasi.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang

berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang

berwenang apabila diperlukan.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan basil penelitian kepada masyarakat

untuk memperoleh masukan dengan memasang pada papan

pengumuman di Kantor/Balai Desa sampai dengan waktu melengkapi

persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib

diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.



28 

(5) Panitia Pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat yang

berkaitan dengan keabsahan administrasi dengan melakukan

klarifikasi.

(6) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan klarifikasi

karena alasan jarak, waktu, dan biaya, maka Panitia Pemillihan

mewajibkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk membuat

surat pemyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.

Pasal 39 

( 1) Dalam hal proses penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdapat kekurangan tentang

syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan

secara tertulis kepada Bakal Cal on Kepala Desa yang bersangku tan

untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak

pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.

(2) Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selesai, Panitia Pemilihan

membuat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 40 

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berjumlah paling

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia

Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala

Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri

Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh

Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia

Pemilihan sebagaimana Format H Lampiran Bupati ini.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41 

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kurang dari 2 (dua)

orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran Bakal Calon

Kepala Desa selama 5 (lima) hari.
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(2) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk jangka waktu untuk penelitian berkas permohonan Bakal

Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua), Panitia

Pemilihan melaporkan kepada BPD perihal Bakal Calon Kepala Desa

yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.

(4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

ayat (3), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan

selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Bupati menunda 

sampai dengan 

selanjutnya.

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangku tan

Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang

Pasal 42 

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih

dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati

melalui Camat tentang permohonan pelaksanaan seleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Panitia Pemilihan Kabupaten dengan rnenggunakan kriteria:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan;

c. usia; dan/ a tau

d. Penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.

(3) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui

a. ujian tertulis; dan

b. ujian praktek.

Pasal 43 

( 1) Seleksi tambahan melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (3) huruf a, dengan materi :

a. pengetahuan umum;

b. matematika dasar/berhitung; dan

c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.

(2) Seleksi tambahan melalui ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (3) huruf b� dengan materi :

a. kemampuan berbicara di depan umum/ pidato; dan

b. kemampuan dasar komputer.
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Pasal 44 

(1) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan

diurutkan dari nilai yang tertinggi.

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu

sampai dengan kelima dinyatakan lulus seleksi tambahan yang

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangai oleh Ketua Panitia

Pemilihan Kabupaten dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia

Pemilihan Kabupaten.

(3) Hasil seleksi tambahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa

dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan

sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat

final dan mengikat.

Pasal 45 

(1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.

(2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau

meninggal dunia sehingga mengakibatkan Calon Kepala Desa

tinggal 1 (satu) orang, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan

sesuai jadwal.

Pasal 46 

(1) 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,

dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui

pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

(2} Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pengawas serta dapat 

dihadiri oleh Calon Kepala Desa. 

(3) Hasil penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dituangkan dalam

Berita Acara oleh Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-1 Lampiran

Peraturan Bu pati ini.

(4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia

Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan

menuangkannya dalam keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana

Format J-2 Lampiran Peraturan Bupati ini, dan diumumkan kepada

masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial

budaya masyarakat setempat.
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Bagian Kelima 

Kampanye Calon Kepala Desa dan Masa Tenang 

Pasal 47 

(1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye yang difasilitasi

oleh Panitia Pemilihan.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya untuk

pelaksanaan kampanye bersama dalam penyampaian visi misi yang

diikuti oleh semua Calon Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan tempat kampanye selambat­

lambatnya 2 (dua) hari setelah penentuan nomor urut Calon Kepala

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dituangkan dalam

Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format K-1 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa

tenang.

(5) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis,

bertanggung jawab.

(6) Kampanye dilaksanakan dalam situasi kondusif, aman, tentram, tertib

dan terkendali serta terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.

(7) Materi kampanye berupa penyampaian visi, misi dan program yang

akan dilaksanakan apabila Calon Kepala Desa yang bersangku tan

terpilih menjadi Kepala Desa.

(8) Selama masa kampanye, Panitia Pemilihan dapat memasang foto Calon

Kepala Desa secara bersama-sama di tempat yang strategis.

(9) Pemasangan alat peraga kampanye oleh masing-masing Calon Kepala

Desa hanya dapat dilakukan di tempat tinggal Calon Kepala Desa yang

bersangkutan.

( 10) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita

Acara, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

( 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur oleh

Panitia Pemilihan.
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Pasal48 

(1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

(2) Dalam masa tenang semua foto Calon Kepala Desa dan alat peraga

lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan oleh

Panitia Pemilihan, kecuali yang berada di tempat tinggal Calon Kepala

Desa dan di TPS.

Bagian Keenam 

Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Paragraf 1 

Tempat Pemungutan Suara 

Pasal49 

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan

suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan TPS Pemilihan Kepala Desa.

(2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan.

(3) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan

Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format L

Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di

tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta

menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(5) Dalam hal jumah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah pemilih di TPS

ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(6) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka salah satu TPS menjadi TPS

Induk sedangkan yang lainnya rnenjadi TPS Tambahan.

(7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan

kotak suara serta kelengkapan lainnya.

Pasal 50 

(1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, Kantor/Balai Desa, ruang

gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan

masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah.

(2) Tempat ibadah tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai TPS.
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Pasal 51 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia

Pemilihan menyediakan perlengkapan:

a. papan pengumuman;

b. surat suara;

c. kotak suara dan kuncinya;

d. bilik suara;

e. meja, bantalan dan alat coblos;

f. papan tulis atau peralatan yang diperlukan dalam penghitungan

suara;

g. tin ta; dan

h. lain-lain perlengkapan pemilihan lainnya.

(2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebagaimana Format M- 1, Format M-2, Format M-3,

Format M-4, Format M-5, Format M-6 dan Format M-7 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal52 

(1) Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

huruf a digunakan untuk memasang:

a. DPT;

b. nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;

c. tata tertib Pemilihan Kepala Desa;

d. jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara; dan

e. pengumuman lain yang dibutuhkan.

(2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)

huruf b sejumlah pemilih sesuai DPT ditambah cadangan sebanyak

2,5 °/o (dua setengah persen).

Pasal 53 

(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d

dapat dibuat dalam bentuk bilik terbuka atau bilik tertutup.

(2) Bentuk dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih

serta kondisi TPS yang bersangkutan.

(3) Dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, bantalan dan alat coblos.
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(4) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g berwarna

ungu, digunakan untuk menandai pemilih yang telah menggunakan

hak pilihnya dengan cara memasukkan salah satu jari tangan pada

tinta dimaksud.

(5) Panitia Pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan

Pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di

TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2 

Tempat Pemungutan Suara Khusus 

Pasal 54 

( 1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya

dalam wilayah kabupaten dan yang sedang menjalani tahanan/pidana

di Lembaga Pemasyarakatan/tempat penahanan dalam wilayah

Kabupaten dapat memberikan suara di TPS Khusus yang disediakan

oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan waktu pemungutan

suara dan jangkauan tempat pemilih.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan

cara mendatangi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk

menggunakan hak pilihnya.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Panitia

Pemilihan yang diberi tugas oleh Ketua Panitia Pemilihan yang

keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang serta dapat diikuti oleh

Saksi dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

melaksanakan tugas membawa kelengkapan surat suara, alat coblos,

bantalan, kotak suara, tinta warna ungu dan perlengkapan lain yang

diperlukan.

(5) Dalam hal terdapat pemilih rawat inap yang tidak dapat menggunakan

hak pilihnya secara mandiri, pemilih dapat minta bantuan kepada

Panita Pemilihan.

(6) Panitia Pemilihan, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan

pemilih.
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Paragraf 3 

Saksi 

PasalSS 

( 1) Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi surat mandat secara

tertulis dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk bertugas

menjadi saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan

suara di TPS.

(2) Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, setiap

Calon Kepala Desa dapat mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap

TPS.

Pasal 56 

(1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), wajib

menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada Panitia

Pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Saksi belum menyerahkan surat mandat, maka Panitia

Pemilihan memberikan batas waktu sampru dengan sebelum

dimulainya rapat pemungutan suara.

(3) Saksi harus hadir di TPS sebelum dimulainya Rapat Pemungutan

Suara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam

TPS.

(4) Panitia Pemilihan berhak menolak Saksi yang hadir setelah dimulainya

Rapat Pemungutan Suara dan Calon Kepala Desa yang bersangkutan

dianggap tidak menunjuk Saksi.

(5) Saksi wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia

Pemilihan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian Saksi diatur dalam Peraturan

Desa tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57 

Saksi dilarang 

a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan

pilihannya;

b. memberikan perintah kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;

c. melihat pemilih saat memberikan suara di bilik suara;

d. menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

e. mengganggu Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya;

f 1'
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f. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau

menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.

g. mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto,

simbol/ gambar Calon Kepala Desa.

Paragraf 4 

Calon Kepala Desa di lokasi TPS 

Pasal 58 

(1) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS untuk mengikuti seluruh proses

pemungutan suara.

(2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati

tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, maka

memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan sebagai gantinya

dipasang foto yang bersangkutan pada tempat duduk yang telah

disediakan.

(4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala Desa yang hadir

menempati tempat duduk yang telah disediakan di TPS Induk dan pada

TPS Tambahan dipasang foto yang bersangkutan.

(5) Dalam hal Calon Kepala Desa hadir dalam pemungutan suara dan

tercantum dalam DPT TPS Tambahan, maka yang bersangkutan

menggunakan hak pilihnya di TPS Induk.

Paragraf 5 

Undangan Menggunakan Hak Pilih 

Pasal 59 

(1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa

dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada

pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor sesuai

nomor urut yang tercantum dalam DPT sebagaimana Format N

Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Penyampaian undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda

terima.

(4) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT belum menerima

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat

meminta undangan kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan

hak pilihnya.

II' 
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Paragraf6 

Pemungutan Suara 

Pasal60 

(1) Sebelum dimulai pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan

Rapat Pemungutan Suara.

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai

pada pukul 07.00 WIB dan dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas, BPD,

Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih.

(3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus mengikuti Rapat

Pemungutan Suara di TPS atau TPS Induk.

(5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Rapat Pemungutan 

Suara di TPS Tambahan dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan. 

(6) Susunan Acara pada Rapat Pemungutan Suara adalah sebagai

berikut:

a. pembukaan;

b. pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua

Panitia Pemilihan;

c. sambutan Ketua Panitia Pemilihan;

d. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dan dapat

didampingi Panitia Pengawas, Caton Kepala Desa dan/atau Saksi;

e. pelaksanaan pemungutan suara;

f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara; dan

g. penutup.

(7) Sambutan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf c, sekurang-kurangnya menyampaikan :

a. nomor uru t dan nama Calon Kepala Desa;

b. jumlah pemilih tetap;

c. waktu pemungutan suara;

d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;

e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan

suara.
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Pasal 61 

( 1) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(6) huruf d, meliputi :

a. penelitian kotak suara dilakukan dengan membuka kotak suara,

mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada

Calon Kepala Desa, Saksi dan para pemilih yang hadir, bahwa kotak

suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup kembali,

mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang di stempel

Panitia Pemilihan;

b. menghitungjumlah surat suara;

c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan

suara, serta alat tulis; dan

d. meneliti bilik suara dan alat coblos.

(2) Penelitian kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia,

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat

ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format

O Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa dan/ a tau Saksi yang tidak

menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 62 

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai 

dengan Pukul 12. 00 WIB. 

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilih sampai

dengan Pukul 12.00 WIB dan yang bersangkutan sudah hadir dan

berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak

pilihnya.

Pasa163 

( 1) Pemilih yang hadir wajib membawa undangan, kemudian Panitia

Pemilihan mencocokkan dengan DPT.

(2) Apabila undangan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) telah cocok,

Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan

membubuhkan paraf pada undangan, selanjutnya menyerahkan

kembali kepada pemilih dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah

disediakan.
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(3) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang

tercantum dalam undangan dengan pemilih yang hadir, Panitia

Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau

bukti identitas diri lainnya.

(4) Apabila undangan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah cocok, Panitia Pemilihan

memberikan nomor urut kehadiran dan membubuhkan paraf pada

undangan selanjutnya menyerahkan kembali kepada pemilih dan

dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

(5) Dalam hal undangan tidak cocok dengan KTP atau bukti identitas diri

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan

menolak dan menyita undangan tersebut.

Pasal64 

( 1) Apabila undangan telah cocok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (2) dan ayat (4), maka pemilih menukarkan undangan dengan

surat suara kepada Panitia Pemilihan.

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan

kepada pemilih ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Panitia

Pemilihan dan di stempel Panitia Pemilihan.

(3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka penandatanganan

Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh

Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

(4) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dan TPS lebih dari

satu, maka penandatanganan Surat Suara di TPS induk dilakukan oleh

Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan di TPS Tambahan ditandatangani

oleh salah satu anggota panitia pemilihan yang bertugas di TPS

bersangku tan.

(5) Dalam hal Wakil Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan

oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS

bersangkutan.

(6) Setelah menukarkan undangan dengan Surat Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pemilih meneliti Surat Suara, clan apabila

Surat Suara tersebut dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak

meminta ganti Surat Suara setelah menyerahkan kembali Surat Suara

yang cacat atau rusak.
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(7) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling

banyak 1 (satu) kali dan sebelum diserahkan kepada Pemilih, Surat

Suara dibuka oleh Panitia Pemilihan dan ditunjukkan kepada Pemilih

bahwa Surat Suara dalam keadaan baik.

Pasal 65 

(1) Penggunaan hak pilih dilakukan dengan cara mencoblos surat suara di

bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan

oleh Panitia Pemilihan.

(2) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara

dalam keadaan terlipat.

(3) Panitia Pemilihan menjaga dan memastikan bahwa setiap pemilih

hanya menggunakan hak pilih satu kali dengan memberikan tanda

khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah

pemilih menggunakan hak pilihnya.

Pasal 66 
(1) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih

mempunyai hak pilih dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

(2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik

lain, pada saat menggunakan hak pilih di TPS dapat minta bantuan

kepada Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh Saksi.

(3) Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), wajib menjaga kerahasiaan pemilih.

Pasal 67 

(1) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT belum menerima

undangan dan dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih, setelah

diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan maka yang bersangkutan

diberi undangan yang belum diterima dan diberikan hak untuk

menggunakan hak pilihnya.

(2) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang belum

terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran

pemilih dan Kartu Tanda Penduduk, setelal1 diteliti kebenarannya oleh

Panitia Pemilihan rnaka yang bersangkutan diberikan kesempatan

untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengisi blanko penelitian

tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh unsur

Panitia Pernilihan, Panitia Pengawas, pemilih yang bersangkutan dan
Saksi sebagaimana Format P-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
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(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

kesempatan menggunakan hak pilihnya jam 11.00 WIB sampai dengan

jam 12.00 WIB.

(4) Pemberian kesempatan menggunakan hak pilih sebagaima.na dimaksud

pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Kesempatan

Menggunakan Hak Pilihnya, sebagaimana Format P-2 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 68 

(1) Pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta wajib ikut

menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa.

(2) Pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajarn,

memakai atribut Calon Kepala Desa, membunyikan petasan dan tanda­

tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 69 

(1) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel

dengan menggunakan kertas yang di stempel Panitia Pemilihan.

(2) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada ayat ·

(1), selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon

Kepala Desa dan/ a tau Saksi menandatangani Berita Acara

Pemungutan Suara sebagaimana Format Q-1 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

(3) Apabila TPS lebih dari 1 (satu) tempat, maka di TPS Induk Berita Acara

Pemungutan Suara ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan bersama­

sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi sebagaimana

Format Q-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan ditandatangani

oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana Format Q-3

Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Kotak suara pada TPS Tambahan dikumpulkan ke TPS Induk.

Pasal 70 

(1) Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS Khusus wajib membawa surat

tugas dari Ketua Panitia Pemilihan.

(2) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus berakhir

padajam 11.00 WIB.
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(3) Kotak suara dan semua kelengkapan hasil pelaksanaan pemungutan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) diserahkan

kepada Ketua Panitia Pemilihan yang berada di TPS atau TPS Induk

untuk dilakukan penghitungan.

(4) Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus dituangkan dalam

Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi

yang bertugas di TPS Khusus sebagaimana Format R Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 

Penghitungan Suara 

Pasal 71 

(1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat

Penghitungan Suara.

(2) Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dimulai paling lambat 1 (satu) jam setelah penutupan pemungutan

suara.

(3) Calon Kepala Desa dapat berada di TPS atau TPS Induk.

(4) Dalam hal terdapat TPS Tambahan dan TPS Khusus, Rapat

Penghitungan Suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di

TPS Induk.

(5) Apabila sampai dengan 2 (dua) jam setelah penutupan pemungutan

suara, kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum

terkumpul, maka penghitungan suara dimulai.

(6) Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan susunan acara sebagai berikut:

a. pembukaan;

b. penghitungan suara;

c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;

d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;

e. penutup.

Pasal 72 

( 1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

untuk setiap TPS;

b. jumlah pemilih yang memberikan suara pada TPS khusus;

111 
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c. jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya;

d. jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap TPS; dan

e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(2) Perolehan suara Calon Kepala Desa dihitung berdasarkan jumlah Surat

Suara sah.

(3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau

meninggal dunia, maka perolehan suara Calon Kepala Desa yang

bersangkutan dinyatakan tidak sah.

(4) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah

apabila:

a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di

stempel; dan

b. tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan; dan

c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat nomor, foto, dan nama 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau

d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau

e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tanda

coblos, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau

f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

(5) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS atau TPS Induk

oleh Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon

Kepala Desa, Saksi, BPD, Panitia Pengawas serta warga masyarakat.

Pasal 73 

( 1) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara TPS dan

TPS Khusus, selanjutnya surat suara pada kotak suara TPS khusus

dijadikan satu ke dalam kotak suara pada TPS.

(2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan

mengeluarkan satu per satu surat suara dan menghitung sah tidaknya
surat suara dengan disaksikan oleh Saksi.

(3) Penghitungan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara

tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada Saksi.

( 4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara di papan

penghitungan dan blanko penghitungan suara yang dapat dilihat oleh

para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, sebagaimana

Format S-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
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(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan

dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh

Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon

Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format S-2 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal 74 

( 1) Dalam hal terdapat TPS Tambahan, maka penghitungan suara

dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung surat suara pada kotak

suara di TPS Induk yang sudah dijadikan satu dengan TPS Khusus

sampai dengan selesai, selanjutnya menghitung surat suara pada

kotak suara TPS Tambahan secara berurutan.

(2) Setelah penghitungan suara pada tiap-tiap TPS selesai, Panitia

Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara per TPS yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya

2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani

oleh Calon Kepala Desa dan Saksi, sebagaimana Format T Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 75 

( 1) Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada dalam kotak

suara.

(2) Dalam hal terjadi selisih antara jumlah pemilih yang memberikan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dengan

jumlah surat suara yang berada dalam kotak suara sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), maka yang digunakan sebagai dasar

penghitungan suara adalah surat suara yang berada dalam kotak

suara.

(3) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi DPT dan

jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf c,

maka pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah

dan dilakukan pemungutan suara ulang.

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

111 
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Pasal 76 

(1) Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (3), Panitia Pemilihan melaksanakan hal sebagai berikut:

a. menyiapkan Surat Suara sejumlah pemilih yang hadir pada

Pemilihan Kepala Desa ditambah cadangan sebanyak 2% (dua

persen);

b. menyampaikan undangan kepada pemilih 1 (satu) hari sebelum

pemungutan suara ulang dengan mencantumkan waktu dan

tempat pemilihan dan pemilih yang belum menerima undangan

dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan

hak pilihnya.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang

berpedoman pada ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68,

Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.

(3) Berita Acara Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Format

U-1.1, U-1.2, U-1.3, U-1.4, U-1.5 dan U-1.6 Lampiran Peraturan Bupati

1n1. 

(4) Berita Acara Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Format U-2.1

dan U-2.2.

Bagian Ketujuh 

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih 

Pasal 77 

( 1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara sah terbanyak.

(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa

dengan TPS hanya 1 ( satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan

berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan

jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon 

Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih 

ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon 

Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak. 
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(4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa

dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih

terbanyak.

( 5) Dalam hal penetapan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan

jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih

terbanyak berikutnya.

(6) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)

hasilnya tetap sama maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan

batal.

(7) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) yang terdiri dari Calon Kepala

Desa yang berasal dari penduduk desa setempat dan Calon Kepala

Desa yang bukan berasal dari penduduk desa setempat, maka yang

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala

Desa yang berasal dari penduduk desa setempat.

(8) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang

sama lebih dari 1 (satu) dan semuanya bukan penduduk desa

setempat, maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Pasal 78 

( 1) Dalam hal proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (8), Panitia

Pemilihan melaporkan kepada BPD.

(2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan

selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan

sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang

selanjutnya.
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Pasal 79 

( 1) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

73 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (2) berhalangan, maka berita acara

ditandangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) salinan berita acara

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada

masing-masing Saksi.

(3) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

ditempelkan pada pa pan pengumuman di Kantor /Balai Desa oleh

Panitia Pemilihan.

(4) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beserta seluruh kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan

suara, dimasukkan dalam sampul yang telah disiapkan dan disegel,

selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan

disegel.

Pasal 80 

(1) Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 ayat (5) atau Pasal 74 ayat (2), Panitia Pemilihan

menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan menuangkannya

dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format V Lampiran

Peraturan Bupati ini.

(2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

beserta berita acara dan seluruh kelengkapan administrasi

pemungutan suara dan penghitungan suara disampaikan kepada BPD

setelah penghitungan suara selesai.

(3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di

kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh 

Penyelesaian Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 81 

( 1) Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses

Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau

masyarakat desa dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia

Pengawas.
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(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara

tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari

sejak selesainya penghitungan suara.

(3) Semua pihak wajib menghormati hasil Pemilihan Kepala Desa yang

telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.

(4) Dalam hal terjadi selisih hasil Pemilihan Kepala Desa mengena1

perolehan suara, tidak dilakukan penghitungan ulang.

Pasal 82 

(1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.

(2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak

menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

pengaduan diterima.

(3) Dalam hal pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka

Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai

kesepakatan.

(4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat

diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka Pengaduan diteruskan

kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(5) Dalam hal pengaduan mengandung unsur pidana maka untuk

penyelesaian pengaduan, Panitia Pengawas meneruskan kepada aparat

penyidik dan rnelaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap belum ada, maka proses pemilihan Kepala Desa

tetap dilanjutkan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa.

(7) Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 83 

(1) Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai

kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dengan

cara:

a. rnempertemukan kedua pihak yang berselisih untuk melakukan

musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
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b. penyelesaian pengaduan paling lam.bat 3 (tiga) hari sejak kedua

pihak yang berselisih dipertemukan;

c. Dalam hal kesepakatan dapat dicapai, maka hasil kesepakatan

dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan yang

ditandatangani kedua pihak dan Panitia Pengawas, selanjutnya

dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;

d. dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, Panitia Pengawas

melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Berdasarkan laporan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji laporan paling

lama 3 (tiga) hari sejak diterima laporan.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati

memutuskan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang

bersifat final dan mengikat selanjutnya disampaikan kepada Panitia

Pengawas dan Panitia Pemilihan.

(5) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya penghitungan suara.

BAB III 

PEMILIHAN KDAW 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal84 

( 1) Pemilihan KDA W dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala

Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

(2) Pemilihan KDA W dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 85 

(1) Dalam hal s1sa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih

dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1),

Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai

Penjabat Kepala Desa.
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(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa

sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan

KDAW.

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan KDAW.

(4) Pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan paling lama 6 ( enam) bulan sejak Kepala Desa

diberhentikan.

(5) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibebankan pada APB Desa.

(6) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan KDAW terhitung sejak

tanggal pelantikan sampai dengan ha bis sisa masa jabatan kepala Desa

yang diberhentikan.

Pasal 86 

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

85 ayat (4) dilaksanakan musyawarah desa untuk mempersiapkan: 

a. pembentukan Panitia Pemilihan KDAW;

b. pengajuan biaya Pemilihan KDAW;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan KDAW;

d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon

KDAW; dan

f. penetapan calon KDA W.

Bagian kedua 

Persia pan 

Paragraf 1 

Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW 

Pasal87 

Sebelum pelaksanaan Pemilihan KDA W, dilakukan pembentukan Panitia 

Pemilihan KDAW oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

Kepala Desa diberhentikan. 
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Pasal 88 

( 1) Pembentukan Panitia Pemilihan KDA W sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin oleh Ketua

BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat

Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak

11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling

banyak 5 (lima) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam)

orang dengan susunan terdiri dari:

a. Ketua, merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris BPD;

b. Wakil Ketua, merangkap anggota;

c. Sekretaris, merangkap anggota;

d. Bendahara, merangkap anggota; dan

e. Anggota.

(3) Panitia Pemilihan KDAW sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(4) Panitia Pernilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (2) 

bertanggungjawab kepada BPD. 

(5) Panitia Pernilihan KDAW dilarang mendaftarkan diri sebagai Bakal

Calon KDAW.

Pasal 89 

Bendahara Panitia Pernilihan KDAW sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 88 

ayat (2) huruf d, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

pelaksana kegiatan Pemilihan KDA W. 

Pasal 90 

( 1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDA W yang pada saat

penetapan Calon KDAW temyata mempunyai hubungan keluarga

sarnpai derajat kedua baik vertikal rnaupun horizontal dengan Calon

KDAW, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan

dinyatakan batal demi hukum.
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(2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun

horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah

a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :

1. Suami/istri;

2. Ayah/ibu;

3. Saudara kandung;

4. Saudara kandung suami/istri;

5. Anak/menantu.

b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu:

1. Kakek/nenek;

2. Saudara kandung ayah/ibu;

3. Keponakan/keponakan menantu;

4. Cucu/ cucu menantu;

5. Mertua.

6. Saudara suami/istri.

(3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang

mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa,

maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya

dalam Panitia Pemilihan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang berhalangan

tetap dan/ a tau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD

memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam

Panitia Pemilihan KDA W.

(5) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91 

Panitia Pemilihan KDA W mempunyai tugas 

a. merencanakan, 

menyelenggarakan 

pemilihan KDA W; 

menyusun pentahapan, 

dan mengawas1 semua 

mengkoordinasikan, 

tahapan pelaksanaan 

b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan KDAW kepada Penjabat

Kepala Desa;

c. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan KDAW;

d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

musyawarah desa termasuk perlengkapan pemungutan suara apabila

musyawarah mufakat tidak tercapai;
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e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;

f. menetapkan Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan;

g. melaksanakan musyawarah dan/ atau pemungutan suara;

h. menetapkan hasil musyawarah dan/ a tau rekapitulasi penghitungan

suara serta mengumumkan hasil Pemilihan KDA W;

1. menetapkan Calon KDAW Terpilih; dan

j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan KDAW kepada BPD.

Paragraf 2 

Biaya Pemilihan KDAW 

Pasal92 

( 1) Biaya Pemilihan KDAW bersumber dari APB Desa.

(2) Dalam hal biaya Pemilihan KDA W belum dianggarkan dalam APB Desa,

maka dilakukan Perubahan APB Desa.

Pasal 93 

( 1) Biaya Pemilihan KDA W direncanakan dan diajukan oleh Panitia

Pemilihan KDA W kepada Penjabat Kepala Desa.

(2) Rencana biaya Pemilihan KDA W yang telah diajukan kepada Penjabat

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama

BPD dan Panitia Pemilihan KDAW untuk mendapatkan kesepakatan.

(3) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipergunakan antara lain untuk:

a. Biaya pengadaan alat tulis kantor, percetakan dan penggandaan;

b. Biaya persiapan musyawarah dan/atau pemungutan suara;

c. Biaya konsumsi rapat;

d. Biaya Honorarium BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia

Pemilihan KDAW; dan

e. Biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan

Pemilihan KDA W.

Pasal 94 

(1) Pengajuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal

93 dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDA W kepada Penjabat Kepala

Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan

KDAW ditetapkan.
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(2) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan KDAW oleh Penjabat Kepala

Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh

Panitia Pemilihan KDA W.

(3) Dalam proses persetujuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan KDA W tetap melaksanakan

proses pentahapan Pemilihan KDA W.

Paragraf 3 

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon KDAW 

Pasal 95 

( 1) Panitia Pemilihan KDA W mengumumkan dan membuka pendaftaran

Bakal Calon KDA W selama 15 (lima belas) hari.

(2) Pengumuman Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. hari dan tanggal dimulai dan berakhimya pendaftaran Bakal Calon

KDAW;

b. persyaratan Calon KDAW; dan

c. tern pat dan jam penerimaan pendaftaran.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor

Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca

oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

(4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia

Pemilihan KDA W dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat a tau

dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

(5) Panitia Pemilihan KDAW dilarang memungut uang pendaftaran

maupun biaya apapun dari Bakal Calon KDA W a tau Calon KDA W.

(6) Persyaratan Calon KDAW sama dengan persyaratan calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(7) Panitia Pemilihan KDA W menerima pendaftaran Bakal Calon KDA W

dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2).

Paragraf 4 

Penelitian Kelengkapan Persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW 

Pasal 96 

( 1) Panitia Pemilihan KDA W melaksanakan penelitian persyaratan Bakal

Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi

penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi, dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah selesainya waktu pendaftaran.
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(2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk waktu Bakal Calon KDAW untuk memenuhi kelengkapan

persyaratan yang dinyatakan belum lengkap.

Pasal 97 

Setelah proses penelitian berkas permohonan Bakal Calon KDA W 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 selesai, maka Bakal Calon KDA W 

yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

KDAW paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan paling banyak 3 

(tiga) orang Bakal Calon KDAW yang dituangkan dalam berita acara dan 

ditandatangani Panitia Pemilihan KDA W sebagaimana Format W Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal98 

(1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kurang dari 2 (dua) orang,

Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melakukan

penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Baka1 Calon

KDAW selama 7 (tujuh) hari.

(2) Dalam hal Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan

melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon KDAW yang

memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), maka Panitia

Pemilihan KDA W membuat berita acara sebagaimana Format X

Lampiran Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada BPD.

(3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), BPD memerintahkan Panitia Pemilihan KDAW untuk

melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Bakal Calon KDA W

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah laporan Panitia Pemilihan

KDA W diterima.

(4) Bakal Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak perlu melakukan pendaftaran ulang

karena dinyatakan telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.

Pasal 99 

(1) Dalam melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Panitia Pemilihan KDAW

mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDA W selama

5 (lima) hari.
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(2) Pengumuman Ulang Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), sekurang-kurangnya memuat :

a. hari dan tanggal dimulai dan berakhimya Pendaftaran Ulang Bakal

Calon KDAW;

b. persyaratan Calon KDAW; dan

c. tempat dan jam penerimaan Pendaftaran Ulang.

(3) Pengumuman Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel

di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan

mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

(4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia

Pemilihan KDA W dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau

dengan media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.

(5) Setelah proses Pengumuman dan Pendaftaran Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) selesai, Panitia Pemilihan KDA W meneliti

berkas pendaftaran Bakal Calon KDAW dan membuat Berita Acara

Penelitian Berkas Pendaftaran Ulang sebagaimana Format Y Lampiran

Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak ada Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan atau tidak

ada Bakal Calon KDAW yang mendaftarkan, kecuali 1 (satu) orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) 

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW tetap dilanjutkan.

Pasal 100 

maka proses

(1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 atau Pasal 99 ayat (5) lebih dari

3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDA W melakukan seleksi tambahan

setelah dikonsultasikan dengan Camat.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menggunakan kriteria.

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;

b. tingkat pendidikan; dan/ a tau

c. penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.

(3) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tambahan melalui:

a. ujian tertulis; dan

b. ujian praktek.
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Pasal 101 

(1) Seleksi tambahan dengan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (3) huruf a, dengan materi :

a. pengetahuan umum;

b. matematika dasar/berhitung; dan

c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.

(2) Seleksi tambahan dengan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (3) huruf b, dengan materi :

a. kemampuan berbicara di depan umum/pidato; dan

b. kemampuan dasar komputer.

Pasal 102 

(1) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) dijumlahkan dan diurutkan dari

nilai yang tertinggi.

(2) Bakal Calon KDA W yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai

dengan ketiga dinyatakan lulus seleksi tambahan dan dituangkan

dalam Berita Acara yang ditandatangai oleh Panitia Pemilihan KDA W,

sebagaimana Format Z Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat

final dan mengikat.

Paragraf 5 

Penetapan Calon KDAW 

Pasal 103 

(1) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97, Pasal 99 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (2), maka Panitia

Pemilihan KDA W menyelenggarakan rapat untuk menetapkan calon

KDAW.

(2) Penetapan Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana

Format AA Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

Paragraf 1 

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW 

Pasal 104 

(1) Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berpedoman pada tata

tertib yang ditetapkan oleh BPD.
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(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clituangkan dalam

Keputusan BPD.

(3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan KDA W yang

secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia

Pemilihan KDA W.

Pasal 105 

( 1) Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, Panitia

Pemilihan KDA W melakukan koorclinasi dengan BPD mengenai

kesiapan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

(2) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW terdiri atas :

a. unsur Anggota BPD;

b. unsur Perangkat Desa; dan

c. unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri

dari:

a. Pengurus LPMD;

b. semua Ketua Rukun Warga (RW);

c. semua Ketua Rukun Tetangga (RT);

d. Tim Penggerak PKK Desa sebanyak 3 (tiga) orang;

e. Karang Taruna Tingkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;

f. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 3 (tiga) orang; dan

g. tokoh agama yang meru pakan ketua organisasi keagamaan yang

ada di desa bersangkutan.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf

b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, harus mempunyai Keputusan

Pengangkatan dari Kepala Desa.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus

mempunyai Keputusan Pengangkatan dari organisasi keagamaan yang

ada di tingkat atasnya.

(6) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan BPD.

(7) Setiap peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDA W yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai satu hak

suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

(8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Desa Pemilihan

KDA W dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDA \V menyampaikan

undangan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.
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Pasal 106 

( 1) Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dipimpin oleh Ketua BPD sesuai

jadwal Pentahapan Pemilihan KDAW yang sudah ditentukan.

(2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, maka Musyawarah Desa Pemilihan

KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur

Pimpinan BPD atau salah satu Anggota BPD.

(3) Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila telah

dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang

telah ditetapkan.

(4) Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang

hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), maka pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW paling lama 2 (dua) jam dari waktu

yang ditentukan dalam undangan.

(5) Dalam hal waktu penundaa..11 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDA W yang

hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan Musyawarah Desa

menentukan waktu Musyawarah Desa Pemilihan KDAW berikutnya

paling lambat 3 (tiga) hari.

(6) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir belum

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka

p1mpman musyawarah melanjutkan Musyawarah Desa Pemilihan

KDAW.

(7) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang hadir setelah

dimulainya musyawarah, dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan

mengikuti proses Musyawarah Desa.

Pasal 107 

(1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106, dapat dihadiri oleh Calon KDAW dan 

disediakan tempat duduk. 

(2) Sebelum Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dimulai, Calon KDAW diberi kesempatan untuk

menyampaikan Visi dan Misi dengan alokasi waktu masing-masing

Calon KDAW paling lama 15 (lima belas) menit.
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Paragraf 2 

Penetapan Calon KDAW Terpilih 

Pasal 108 

( 1) Penetapan Calon KDA W Terpilih ditetapkan berdasarkan musyawarah

mufakat oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir dalam

Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

(2) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud

ayat (1), diikuti oleh 1 (satu) orang Calon KDAW maka Musyawarah

Desa Pemilihan KDAW dilaksanakan untuk menetapkan Calon KDA W

menjadi Calon KDA W Terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh BPD dan Panitia Pemilihan KDA W serta dilampiri

daftar hadir Musyawarah Desa Pemilihan KDA W, sebagaimana

Format AB - 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3J Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon KDAW dan 

paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon KDAW telah mufakat untuk 

menetapkan 1 (satu) orang Calon KDAW, maka Calon KDAW yang 

bersangkutan ditetapkan menjadi Calon KDAW Terpilih dan 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD dan 

Panitia Pemilihan KDAW serta dilampiri daftar hadir Musyawarah Desa 

Pemilihan KDA W, sebagaimana Format AB - 2 Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

(4) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud

ayat (3) tidak dicapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.

(5) Sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia

Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai berikut:

a. melakukan pengundian nomor urut Calon KDA W;

b. menyiapkan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani
oleh Ketua Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia
Pemilihan KDA W;

c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan KDAW berhalangan, maka surat

suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh

salah satu Anggota Panitia Pemilihan KDAW dan distempel Panitia

Pemilihan KDA W;

d. menyiapkan administrasi, bilik suara, kotak suara, alat tulis, papan

penghitungan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;

e. menyiapkan berita acara pemungutan suara.
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Pasal 109 

Togas Panitia Pemilihan KDAW dalam pemungutan suara: 

a. memandu pelaksanaan pemungutan suara;

b. membuka kotak suara dan diperlihatkan kepada Calon KDAW, peserta

musyawarah dan lainnya yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar

kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta

meletakkannya ditempat yang ditentukan;

c. memastikan alat-alat kelengkapan pemungutan suara dalam kondisi

baik dan disiapkan pada tempat yang ditentukan;

d. mengumumkan Calon KDAW;

e. memberikan penjelasan teknis pemungutan suara dengan cara menulis

nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara;

f. membuat Berita Acara.

Pasal 110 

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4)

dilakukan oleh Panitian Pemilihan KDA W setelah kelengkapan dan

penjelasan teknis pemungutan suara dilakukan.

(2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap

peserta musyawarah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara yang

tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

(3) Jumlah surat suara sejumlah peserta yang hadir dalam musyawarah

sesuai dengan daftar hadir.

Pasal 111 

(1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan penghitungan

oleh Panitia Pemilihan KDAW dengan mengeluarkru.1. satu per satu

surat suara dan menghitung secara tegas dan jelas.

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat dalam

papan penghitungan dan dijumlahkan hasilnya.

(3) Surat suara dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh Panitia Pemilihan

KDAW; dan

b. terdapat pilihan peserta musyawarah dengan menuliskan nomor

dan/atau nama salah satu Calon KDAW pada surat suara.

(4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. tidak terdapat tandatangan dan stempel Panitia Pemilihan KDA W;

b. tidak ada tulisan nomor dan/atau nama salah satu Calon KDAW

pada surat suara;
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c. terdapat tulisan selain nomor dan/atau nama salah satu Calon

KDAW;

d. dicoblos;

e. penulisan nomor dan nama tidak sesuai dengan nomor dan nama

Calon KDAW; dan

f. ditandatangani atau paraf selain tandatangan dan stempel Panitia

Pemilihan KDA W.

Pasal 112 

(1) Calon KDAW dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat ( 1) apabila memperoleh

suara terbanyak.

(2) Dalam hal jumlah Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak

yang sama lebih dari 1 (satu), maka dilakukan pemungutan suara

ulang untuk Calon KDAW yang memperoleh suara yang sama.

(3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

dilaksanakan pada hari yang sama dengan tenggang waktu 1 ( satu) jam

setelah pemungutan suara.

(4) Calon KDAW yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan

suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

Calon KDA W Terpilih.

(5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Panitia Pemilihan KDAW

melaporkan kepada BPD dan BPD menunda pelaksanaan pemungutan

suara ulang Pemilihan KDA W paling lama 3 (tiga) hari setelah

pemungutan suara ulang.

Pasal 113 

(1) Sebelum pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

112 ayat (5), Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan hal sebagai

berikut:

a. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada peserta

musyawarah sejumlah peserta yang hadir pada musyawarah

sebelumnya sesuai daftar hadir.

b. melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

ayat (5); dan

c. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
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(2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang dengan

mencantumkan waktu dan tempat pemungutan suara ulang Pemilihan

KDAW dan peserta musyawarah yang belum menerima · undangan

dapat meminta kepada Panitia Pemilihan KDAW sebelum pelaksanaan

pemungutan suara ulang dimulai.

(3) Apabila dalam pelaksanaan penundaan pemungutan suara ulang

Pemilihan KDA W tetap diperoleh suara yang sama, maka dilakukan

pemungutan suara ulang Pemilihan KDAW sampai dengan adanya

Calon KDAW Terpilih.

Pasal 114 

(1) Hasil penghitungan dalarn pemungutan suara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 ayat (11 atau pemungutan suara ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) atau penundaan pemungutan suara

ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dituangkan

dalam berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan KDA W

sebagaimana Format AC-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada

BPD.

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Musyawarah Pemilihan KDAW menetapkan Calon KDAW Terpilih

dalam berita acara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW yang

ditandatangani oleh Pimpinan BPD, Penjabat Kepala Desa dan Panitia

Pemilihan KDAW sebagaimana Format AC-2 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

BAB IV 

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 

Pasal 115 

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara pada

Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil

pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana Format AD-1

Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau hasil Pemilihan KDAW sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), BPD menyampaikan Calon Kepala

Desa Terpilih atau Calon KDAW Terpilih kepada Bupati melalui Camat

dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia

Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW.
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(3) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan

KDAW oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

sebagaimana Format AD-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterima laporan dari BPD.

Pasal 116 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4).

(2) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa

ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka

pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada saat berakhirnya masa

jabatan Kepala Desa.

(3) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat

menentukan hari dan tanggal pelantikan melebihi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 117 

(1) Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa bersumpah/berjanji.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji "

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa 

dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang­

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan 

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 

yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pasal 118 

( 1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 7

dihadiri oleh Calon Kepala Desa Terpilih dan/ a tau Calon KDA W

Terpilih, Instansi terkait, Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD
1 

Panitia

Pemilihan, Keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat

desa jika dipandang perlu.
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(2) Pada saat pelantikan, Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Upacara.

(3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, kecuali

ditentukan hari lain oleh Bupati.

(4) Pelantikan Kepala Desa bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten

atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 119 

Bagi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa 

harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. 

Pasal 120 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau

tidak secara berturut-turut.
(3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa

jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa yang bersangkutan

telah dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 121 

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung 

sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
diberhentikan. 

BABV 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian Sementara Kepala Desa 

Pasal 122 

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena 
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di

pengadilan;dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,

makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.



66 

Pasal 123 

(1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bupati melalui usulan

BPD.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dan huruf d

dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.

(3) Kepa.la Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan

sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan

Kepala Desa.

Pasal 124 

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 123 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak 

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan 

pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan 

mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa 

sampai dengan akhir masa jabatannya. 

Pasal 125 

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai

Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang,

dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

kosong, maka Bupati menunjuk Perangkat Desa yang lain sebagai

Pelaksana Harian Kepala Desa.

(3) Pelaksana Harian Kepala Desa memperoleh hak berupa tunjangan yang

besarannya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala

Desa.
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Bagian Kedua 

Pemberhentian Kepala Desa 

Pasal 126 

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf c karena

a. berakhir masajabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan

2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau

penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Sebelum kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang

bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 127 

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 123 telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan 

yang bersangkutan karena telah berakhir masajabatannya. 
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BAB VI 

LAPORAN KEPALA DESA 

Pasal 128 

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala 

Desa wajib: 

a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati;

b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada

akhir masa jabatan kepada Bupati;

c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/ a tau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir

tahun anggaran.

Pasal 129 

( 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) paling sedikit memuat program kerja :

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk

dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 130 

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
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(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada

Bupati, Kepala Desajuga menyampaikan kepada BPD.

(3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat

sebagai Kepala Desa;

b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu

untuk 5 (lima) bulan sisa masajabatan;

c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai

mana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa

kepada Bupati dalam memori serah terimajabatan.

Pasal 131 

( 1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c

setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat

3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

(3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) selain memuat pelaksanaan peraturan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat memuat program

kerja:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(4) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) digunakan oleh BPD dalan1 melaksanakan

fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
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Pasal 132 

(1) Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Desa

secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d yang dapat dilakukan

dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

antara lain pa pan pengumuman atau radio komunikasi, dan/ a tau

media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran.

(2) Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), memuat program kerja

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa dilarang 

BAB VII 

LARANGAN DAN SANKS! 

Pasal 133 

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ a tau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ a tau golongan

masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain

yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;



71 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum

dan/ atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tan pa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

m. bertempat tinggal di luar desa bersangkutan;

n. bekerja di instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang

mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

o. bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas dan fungsinya, pada jam

dinas kantor desa.

Pasal 134 

( 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 133 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

teguran tertulis.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD

dalam rapat BPD paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Apabila teguran lisan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak

diindahkan, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.

(4) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat 

membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 

tembusan BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam 

tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari. 

(5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

diindahkan oleh Kepala Desa, Camat melaporkan secara tertulis kepada 

Bupati. 

Pasal 135 

(1) Bupati mengkaji laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 ayat (5) dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait.

(2) Dalam hal hasil kajian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), menunjukkan bahwa laporan camat terbukti kebenarannya,

maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.
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BAB VIII 

IZIN KEPALA DESA 

Pasal 136 

( 1) Kepala Desa dapat mengajukan izin apabila :

a. menunaikan ibadah umroh dan haji;

b. melahirkan ;

c. sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter; dan

d. sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah izin cuti

yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan

kepada camat.

(4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai

dengan 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Camat, dan apabila lebih dari

10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Dalam hal Kepala Desa pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) telah diberikan, maka Kepala Desa memberikan tugas kepada

Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang

menyangkut pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan

pemerintahan.

(6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong,

maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 137 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 

Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 138 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo 
pada tanggal 16-4-2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

ttd 

AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 16 April 2018 

BUPATI PONOROGO, 

ttd 

H. IPONG MUCHLISSONI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 31 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH,W! 

p 
HERRY SUTRISNO 

NIP. 19660606 198603 1 016 



NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 31 TAHUN 2018 
TANGGAL: 16 APRIL 2018 

DAFT AR FORMAT 
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA 

URAIAN FORMAT 

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa A 

Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa B-1

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa B-2

Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan Pemilihan C-1
Kepala Desa 

Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa C-2

Berita Acara Penelitian Daftar Pemilih Sementara D-1
clan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala 
Desa 

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa D-2

Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang E-1
Maha Esa 

Surat Pernyataan Memegang Teguh clan E-2
Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, clan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia clan Bhineka Tunggal Ika 

Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala E-3
Des a 

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana E-4
Penjara 

Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah E-5
Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa 

Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai E-6
Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan 

Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup E-7
Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa 
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di E-8

Desa Yang Bersangkutan Se lama Menjabat 
Sebagai Kepala Desa 

PASAL 
(AYAT) 

15 

22 (3) 

22 (6) 

25 (2) 

25 (3) 

27 (1) 

27 (4) 

32 (2) c 

32 (2) d 

32 (2)g 

32 (2) j 

32(2)n 

32 (2) o 

32 (2)p 

32 (2)q 



NO URA I AN FORMAT 
PASAL 
(AYAT) 

16. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat E-9 32 (2) r 
keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah
Pemilihan Kepala Desa

I 17. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak E - 10 I 32 (2) S

dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya 

18. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Cal on F 37 (4) 
Kepala Desa

19. Berita Acara Penelitian Berkas Bak al Cal on G 39 (2) 
Kepala Desa

20. Keputusan Panitia Pemilihan ten tang Pen eta pan H 40 (1) 

I 
Calon Kepala Desa I I I 

21. Keputusan Panitia Pemilihan ten tang Pen eta pan I 44 (3) 
Calon Kepala Desa Hasil Seleksi Tambahan

22. Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala J-1 46 (3) 
Desa

I 

23. Keputusan Panitia Pemilihan Penentuan Norn or J-2 46 (4) 
U rut Calon Kepala Desa

24. Keputusan Panitia Pemilihan Penetapan jadwal dan K-1 47 (3) I 

tempat kampanye Calon Kepala Desa

25. Berita Acara Pelaksanaan Kam pan ye Cal on K-2 47 (10) 
Kepala Desa

26. Denah lokasi tempat pemungutan dan L 49 (3) 
penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta
rincian tugas Panitia

127. Papan Pengumum.an
I 

M-1
I 

51 (2)

28. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa M-2 51 (2) 

29. Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa M-3 51 (2) 

1 30. Bilik Suara. Pemilihan Kepala Desa I M-4 J 51 {2) I 

31. meja, bantalan dan alat coblos M-5 51 (2) 

32. Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa M-6 51 (2) 
·-1 

33. Tin ta M-7 51 (2) 

34. Surat Undangan menggunakan hak pilih Pemilihan N 
I 
I 59 (2)

Kepala Desa

13-::>. Berita Acara Penelitian alat kelengkapan Pemilihan 0 
t 

61 (2) 
I 

Kepala Desa 

36. Penelitian Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih P-1 67 (2) 



NO 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

J44_ 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

J 

54. 

l 

55. 

56. 

....... =-� 

URA I AN 

Berita Acara Pemberian Kesempatan Menggunakan 
Hak Pilih 

Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala 
I Desa 

I 

Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala 
Desa di Tempat Pemungutan Suara Induk 

Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala 
Desa di Tempat Pemungutan Suara Tambahan 

Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala 
Desa di Tempat Pemungutan Suara Khusus 

Papan dan Blanko penghitungan suara Pemilihan 
Kepala Desa 

Berita Acara Penghitungan Suara 

Berita Acai-a Penghitungan Suara per TPS I 

Penelitian Tanda Bukti 
Pemungutan Suara Ulang 

.Berita Acara 
Kepala Desa 

Berita Acara 

.P�.m ur:igu tan 

Pemungutan 

Pendaftaran Pemilih 

Sua,ra uiapg Pemiliban

Suara ulang Pemilihan 
Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Induk 

Berita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan 
Kepala Desa di Tern pat Pemungutan Suara 
Tambahan 

Serita Acara Pemungutan Suara ulang Pemilihan 
Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Khusus 

Berita Acara Penghitungan Suara Ulang 

Berita Acara Penghitungan Suara Ulang per TPS 

Keputusan Panitia Pemilihan Penetapan Cal on 
Kepala Desa 

Berita Acara Penelitian kelengkapan persyaratan 
Berkas Bakal Calon KDAVJ 

Berita Acara Penelitian kele!:lgkapan persyaratan 
Berkas Bakal Cal on KDAW perpanjangan waktu 
pendaftaran untuk calon kurang dari 2 Orang 

Berita Acara Penelitian Berkas Pengumuman dan 
Pendaftaran Ulang 

Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Sakal Calon 
KDAW 

I 

I 

FORMAT 

P-2

Q-1

Q-2

Q-3 

R 

S-1

S-2

'"T" 

U -1.1 

U-1.2

U-1.3

U- 1.4

U- 1.5

U-2.1

U-2.2

v 

w 

x 

y 

z 

... 1+.,---.--=:=i. 4->>-..--� ., •• .,. �--� · _,�.,---�� e: •• ._ •.•• , .... ,,;,_;:... _,_ .• . ' ... -··· -,-, .. -,., _,...._,__ ........ , ,.,, ·---�-·"'•'-." ···-,. ''" -............ ". ·�·· ..... 1 ··�· ···--�·-·"-- • -·, ..... .),, ..................... 

PASAL 

(AYAT) 

67 (4) 

69 (2) 
I I 

69 (3) 

I 69 (4) I 

70 (4) 

I 

73 (4) 
I 

73 (5) 
I 74 (2) 

76 (3) 

76 (3) 

76 (3) 

I 

76 (3) 

I 
76 (3) 

I 

76 (4) 

76 (4) 

80 (1) 

i 

97 
I 

98 (2) 

99 (5) 
I 

102 (2) 

.... ,. ........... . ...... _, J



NO URAIAN FORMAT 
PASAL 
(AYAT) 

57. Keputusan Panitia Pemilihan KDAW ten tang AA 103 (2) 
Penetapan Calon KDA W 

58. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan 1 (satu) AB - 1 108 (2) 
Orang Calon KDA W menjadi Calon KDA W Terpilih 

59. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon AB - 2 108 (3) 
KDA W Terpilih 

60. Berita Acara Hasil Penghi tung an Pemungutan AC- 1 114 (1) 
Suara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW 

61. Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan KDAW AC - 2 114 (3) 
penetapkan Calon KDA W Terpilih 

62. Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD AD- 1 115(1) 

63. Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa AD-2 115 (3) 
a tau Pemilihan KDA W oleh BPD kepada Bupati 

BUPATI PONOROGO, 

TIO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAE RAH ,tt/ 

HERRY SUTRISNO 

NIP. 19660606 198603 1 016 

H. IPONG MUCHLISSONI



I. Kop Surat

TATA NASKAH DINAS 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

II Format A II 

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa

Antar \/\/aktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf I

tulisan berwarna hitam.

2. lsi tulisan dan ukuran :

a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :

"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" atau

"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU"

dengan ukuran huruf 12.

b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal

" DESA ..................... KECAMATAN ....................... " dengan ukuran huruf 

14. 

c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :

"KABUPATEN PONOROGO" dengan ukuran huruf 14.

d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :

" Sekretariat : ...... {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp ..... Kode Pos ...... " 

dengan ukuran huruf 11. 

e. Pada bagian ba\Atah kop surat sete!ah tulisan

"Sekretariat " di beri garis tebal tipis.

3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, ditandatangani dan di stempel

Panitia Pemiiihan.

4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .................. KECAMA TAN ....... . ......... .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. .............. No . ..... Telp. (0352) ............ Kade Pos ......... . 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

... (nama Desa .................................. . 
. . . . I ..... I ..... 120 .... Kepada 

Yth . ......................................... . 
di 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ........................... 

PANITIA 
PANI A PEMILIHAN KEPALA DESA 

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA .. ... ..... KECAMAT AN .......... . 
DESA ............... KECAMATAN ..•.......... � �BU PATEN PONOROGO 

KABUPATEN PONOROGO 
Ketua 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA ............. ..... KECAMA TAN ........... ...... .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat : JI. .............. No . ..... Telp. (0352) .. . . . . . . . . . . Kode Pos ......... . 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Peri ha I 

.... (nama Desa . .,, .............................. . 
.... I ..... I ..... I 20 .... K epada 

Yth . ......................................... . 
di 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

···············································································································

r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!-�·�· •. .-�-�-�- !LIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
PANITIA DESI ........... KECAMATAN ...... .... . 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU I ABU PATEN PONOROGO DESA ............... KECAMATAN ............ . 
KABUPATEN PONOROGO Ketua 
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II. Stempel Panitia Pemilihan

a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang

dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.

b. lsi Tulisan :

1. Baris pertama

2. Baris kedua

3. Baris ketiga

4. Baris keempat

"PANI TIA" 

"PEMILIHAN KEPALA DESA" atau 

"PEMILIHAN KEPALA DESAAN TAR WAKTU" 

" DESA ............................ KEC ................................... " 

" KABUPATEN PONOROGO " 

c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.

d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.

e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu sebagai berikut:

111. Sampul Surat

PANITIA 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ................... KECA MAT AN ................ . 
KABUPATENPONOROGO 

PANITIA 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA ................... KECAMATAN ................ . 

KABUPATEN PONOROGO 

a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang

dan menggunakan kertas berwarna putih.

b. Tulisan terletak di bagian atas ter.gah sampul surat dengan isi tulisan sebagai

berikut:

- Baris pertama

- Baris kedua

" PANI TIA PEMI LIHAN KEPALA DESA" atau 

" PANITJA PEMlLIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU" 

dengan ukuran huruf 14 

" DESA ......................... KECAMA TAN ......................... " 

dengan ukuran huruf 16 



Baris ketiga 

Baris keempat 
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"KABUPATEN PONOROGO" dengan ukuran huruf 16 
" Sekretariat 

" 

dengan ukuran huruf 16 

c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju

menggunakan garis tebal tipis.

d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian

depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris

Panitia.

e. Contoh sampul

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .............. KECAMATAN ........ . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. .............. No . ..... Telp. (0352) ............ Kode Pos ........ .. 

J Nomor I I /20 .... 
Kepada 

Yth. 

Di 
·································· 

I 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA .............. KECAMATAN ......... .... . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: Jl . .............. No ...... Telp. {0352) . ..... ...... Kode Pos ... ..... .. 

Nomor I I /20 .... 
Kepada 

Yth. 

Di 
·································· 



PENDAFTARAN PEMILIH 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

II Format 8 -1 

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas % (setengah) folio 

Conteh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut: 

II 

Untuk Pemilih FORMAT ........ 1 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA ................... KECAMATAN ..................... . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat : JI. ................. No . .... Telp . .......... Kode Pos ......... . 

TANDA BUKTI PENDAFTARAN 
Nomor : .......... I RT ........ ./ RW ........ I 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa ............................ Kecamatan ....................... Ka bu paten 
Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pem!lih kepad-a 

N a m  a ................................................................................................ . 
Tempat Tgl. Lahir/umur: ..................................................................... I ............ tahun. 
Jenis kelamin : Laki-laki I Perempuan 
Alamat : JI. ................................. No. ..... RT. ......... RW. . ....... . 

Dukuh ................... Desa .................... Kecamatan ................ . 

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai 
dengan undangan Pemilihan Kepala Desa. 

. .................... , ·········· ············· 20 .. . 

Yang didaftar Petugas Pendaftar 

........... , ........................ . . . .... ........... , . . . .. . .. ... . ... . .. . 

. . t:'�� . - ..,.,i_· - • 
I 

------------------------------------�-c,unttng-u1S1nt----------------------------------

TANDA BUKTI PENDAFTARAN 
j Untuk Petugas I 

Nomor: .......... /RT ........ ./ RW ........ / 20 ... . 

Panitia PemHihan Kepala Desa ............................ K-ecamatan ....................... Kabupaten 
Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada 

Na m a . ................................................................................................ . 
Tempat Tgl. Lahir/umur: ...................................................................... I ............ tahun. 
Jenis kelamin : Laki-laki I Perempuan 
Alamat : Ji. ................................. No ...... RT .......... RW .......... Oukuh 

..................... Desa ........................ Kecamatan .................... . 

..................... , ....................... 20 .. . 

Yang didaftar Petugas Pendaftar 



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
II Format B - 2 II 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 
PEMILIHAN KEPALA DESA ............................. .. 

KECAMAT AN ....................... KABUPATEN PONOROGO 

Desa 
Kecamatan 

Ka bu paten 
Propinsi 

PONOROGO 
JAWA TIMUR 

NO. 

Halaman · ... . . . . . . . . . . . . . . .  

ALAMAT 

) 
I TEMPAT DAN I STATUS 

PEMIUH 
DU KUH NAMA l / p T I 

J TGL lAHIR 1 I 
RT 

I 
RW 

I 

1. Krajan Arman S. Po.17-02-1966 K L 01 I 

2. Erwin Syah Po.11-12-1958 K L 01 I 

3. ·
1 
Fitriani Po. 02-03-1971 I

K p I 01 I I I 

4. dst. 

5. Harianto Po. 22-05-1985 8 L 02 I 

6. Lasimin Po. 28-11-1950 D L 02 
------ -----

7. dst. 

8. Bejo Po. 1945 D L 01 II 

9. Gatot SL. Po. 11-05-1969 K L 01 II 

10. dst. 

11. Candra Dewi Mdn. 09-07-1971 K p 02 ll 
-, 

12. Supeno Po. 14-07-1964 K L 02 II 

13. dst. 

14. 

15. Sawahan Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 111 

16. dst.

17.

. .......... ............. , ·······································

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ....... . .... . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara

( ... .... . ..... ) 
( ..... .... .... ) 
( ... .......... )
( .... ......... )



II Format C -1

PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas Y:z (setengah) folio 

Conteh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut: 

II 

J 1. _ ____. _untuk Pemilih FORMAT ........ 1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
.DESA ................... KECAMATAN ..................... . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ................. No ..... Telp ........... Kode Pos ......... . 

TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN 
Nomor: .......... I RT ........ ./ RW ........ / 20 ... .. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... . .. .. . Kecamatan 
Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada 

N a m  a 
Tempat Tgl. Lahir/umur: 
Jenis kelamin 
Ala mat 

..................................................................... I ............ tahun. 
Laki-laki I Perempuan 
JI. .. . ... . .... . ... . .... ... . ... ..... . No. . .. .. RT. . . ... .. . . RW. .. ..... .. 

Dukuh ................... Desa .................... Kecamatan ............... .. 

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai 
dengan undangan Pemilihan Kepala Desa. 

.. ................... , ....................... 20 ... 

Yang didaflar Petugas Pendaftar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

I , . . . .. . -----------------------------------�-E3�ntrng-chsin1---------------------------------

f Untuk Petugas I 
TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN

Nomor: .......... /RT ........ ./ RW ........ / 20 ... . 

Panltia Pemilihan Kepala Desa . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. Kecamatan 
Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada 

Na m a . ................................................................................................ . 
Tempat Tgl. Lahir/umur: ...................................................................... I ............ tahun. 
Jenis kelamin : Laki-laki I Perempuan 
AJamat : JJ .................................. No ...... RT. ......... RW .......... Duk uh 

..................... Desa ........................ Kecamatan ................... .. 

..................... , ....................... 20 .. . 

Yang didaftar Petugas Pendaftar 



... ,

.II Format C - 2 JI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMAT AN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 

PEMlLlHAN KEPALA DESA .............................. . 

KECAMATAN ....................... KABUPATEN PONOROGO 

.D.es.a .. . .... ,. ............................................... . 

Kecamatan : ................ . ........ .... .. 
Kabupaten .: .PONO.RDGO 
Propinsi JAWA TIMUR 

Halaman : . ................ . 

NO. ! I TEMPAT DAN I I ALAMAT 

PEMIUR 
D.UJUJ.H .NAMA 

TGL 1.A.RtR I .STAT.US 
I 
.LIP I

RT RW 

1. Krajan Arman S. Po.17-02-1966 K L 01 l 

2. Erwin Syah Po.11-12-1958 K L 01 I 

3. 
I Fitriani Po. 02-03-1971 K p 01 

I 

4. dst. 

5. Harianto Po. 22-05-1985 B L 02 I 

6. Lasimin Po. 28-11-1950 D L 02 I 
�� · 

7. 
1 

dst. -----i 

8. Beja Po. 1945 D L 01 II 
9. Gatot SL. Po. 11-05-1969 K L 01 II 

10. dst. 

11. Candra Dewi Mdn. 09-07-1971 K p 02 II 

12. Supeno Po. 14-07-1964 K L 02 II 
13. dst. 02 II 

14. Sawahan Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 111 

15. dst. 

17. 

. ....................... , ...................................... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa ...... . ... .... Kecamatan . .......... . . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua ( . . . .. . . . . . . .. ) 
2. Wakil Ketua ( ...... ..... .. ) 
3. Sekretaris ( ... ...... .... ) 
4. Bendahara ( . ...... ... ... ) 



II Format D -1 II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .... ...... .. .. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA 

PENELITIAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR 

PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ......................... . 

·KECAMA'TAN ........... -•• m-··· 1<ABUPATEN ·PONOROGO

Pada hari ini ... ......... tanggal ......... .......... ...... tahun ... ........... , bertempat di 
..................................................... , Kecamatan ... ... ... ......... .. , Kabupaten Ponorogo 
berdasarkan ketentuan Pasal 27 a_yat (1) Peraturan Bu_pati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018
tentang Petunjuk Pe1aksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara 
dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ......................... Kecamatan ................ .. 
Kabupaten Ponorogo. 

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas dan Calon 
Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara 
dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ......................... Kecamatan ................ .. 
Kabupaten Ponorogo untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang telah disepakati dan 
diputuskan sebagai berikut : 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah ...... ... ( ..................... ) Pemilih. 
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah .......... ( ..................... ) Pemilih. 
3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah ...... ... ( . ............................ ) Pemilih. 

Demikian Berita Acara -Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya . 

.......................... , ................................ 20 .. . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
D.esa .•. � ........... A A A ... ... .K.e.camatan ....................... . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara

Caton Kepala Desa 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ..... . ... ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ..... ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·( . ... . . .. .  )
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . .. ) 

( ............. ) 
( ............. ) 
( ............. ) 
( .. . . . . . . . . . .

. ) 

Badan Permusyawaratan Desa 
1. Ketua . . . . . . . . . ( . . . . . . . . ) 
2. Wk. Ketua .... . ... . ( .. . . . . . .  ) 
3. Sek;:etaris : . . . . . . . . .  .( . . . . . . . . ) 

Panitia Pengawas Kecamatan ..................... . 

1. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . .  ( . . . .. . . . . . . . . ) 
2. . ........................ { ............. ) 
3. . ..... dst . . . ...... . .... ... ... ( .... . .. . ... . .  ) 



II Format D - 2 II 
PANffiA -PEMI-LiHAN -KEPALA i)ESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

Desa 
Kecamatan 

DAFT AR PEMILIH TETAP 
PEMILIHAN KEPALA DESA .............................. . 

KECAMATAN ....................... KABUPATEN PONOROGO 

Kabupaten 
Propinsi 

PONOROGO 
JAWATIMUR 

Halaman : ........ . ........ . 

NO. 
U 

J PEMJUH J 
DUK H NAMA 

TEMPAT DAN 
STATUS LI p e--_

A
_
L

_
A

_
M

_
A

_
T

_--1 
I "TGL LAHIR I I RT I R\,"' I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
.. -·

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Krajan Arman S. Po.17-02-1966 K L 01 

Bambang S. Po.21-02-1986 B L 01 

Erwin Syah I Po.11-12-1958 K I I 
L 

I 01 
dst. 

Fitriani Po. 02-03-1971 K p 02 

Harianto Po. 22-05-1985 B L 02 

Lasimin Po. 28-11-1950 D L 02 

dst. 

Aldo Saputra Po. 23-10-1979 K L 01 

Bejo Po. 1945 D L 01 

. Gatot SL
I I 

Po. 11-05-1969 K 
J 

L 
I 

01 

dst. 

Candra Dewi Mdn. 09-07-1971 K p 02 

Supeno Po. 14-07-1964 K L 02 

dst. 02 

Sawahan Cindy Setyani Po. 18-07-1988 B p 01 

Darmanto Po. 25-06-1952 K L 01 

I 
dst. 

. ....................... , ······································· 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ...... . ..... . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris

( .......... . . .  ) 
( .... ......... ) 

4. Bendahara
( . ............ ) 
( . .. ... ... .... ) 

v 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Ill 

111 



II Format E -1 

SURAT ·PE'RNYATAAN 

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

·N-a·m·a

TempaUTgl. Lahir

Um u r

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Ala mat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

II 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila temyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Yang membuat pernyataan 

· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  



SURAT PERNYATAAN

II Format E - 2 II

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, 

MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945, DAN MEMELIHARA KEUTUHAt-J NEGARA 

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Ke!amin 

Pekerjaan 

Ala mat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal lka. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

l)erundang.:undangan yang berlaku.

. ....................... , ································· 

Yang membuat pernyataan 

······································ 



II Format E - 3 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

N.ama

TempaUTgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamln 

Pekerjaan 

Alamat 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

·····································································································

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya 

bersedia dicalonkan menjadi Galon Kepala Desa di Desa ..................................... , 

Kecamatan .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . oleh Panitia Pemilihan Ke pa la Desa, Desa 

..................................... , Kecamatan ..................................... . 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Yang membuat pernyataan 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



II Format E -4 

SURAT PERNYATAAN 

TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Alam at 

II 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana 

penjara. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Yang membuat pernyataan 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



II Format E - 5 

SURAT PERNYATAAN 

TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN 

SEBAGAI CALON KEPALA DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Ala mat 

..................................................................................................... 

·····································································································

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

·····································································································

····································································································· 

·····································································································

II 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya 

tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Galon. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. ....................... , ································· 

Yang membuat pernyataan 

······································ 



II Format E - 6 

SURAT PERNYATAAN 
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 

3 (TIGA) KALI MASA JABA TAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Ketamin 

Pekerjaan 

Alam at 

..................................................................................................... 

·····································································································

..................................................................................................... 

II 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai 
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. ....................... , ································· 

Yang membuat pernyataan 

······································ 



II Format E - 7 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA DAN SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN 

SEBAGAI KEPALA DESA SESUAI KETENTUAN 

PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

T empaUT gl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Ala mat 

·····································································································

····································································································· 

·····································································································

····································································································· 

..................................................................................................... 

·····································································································

11 

menyatakan dengan sesungguhnya, bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban 
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. ....................... , ································· 

Yang membuat pernyataan 



II Format E - 8 

SURAT PERNYATAAN 

SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA 

YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT 

SEBAGAI KEPALA DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Alam at 

II 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di desa 
yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. ....................... , ................................ . 

Yang membuat pernyataan 

· · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  



II Format E - 9 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN I KEONARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Na m a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Ala mat 

ll 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan I

keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan 

ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Oesa di Desa 

..................................... , Kecamatan .................................... .. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Yang membuat pernyataan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



II Format E -10 II 
SURAT PERNYATAAN 

TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT 

DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir 

Um u r 

Jen�s Ketamin 

Pekerjaan 

Alam at 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak 
dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

. .
. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Yang membuat pernyataan 

. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



II Format F II 
PANITIA PEMILIHAN KEPA LA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PENUTUPAN PENDAFTARAN SAKAL CALON KEPALA DESA 

PEMIUHAN KEPALA DESA ...................... KECAMAT AN ...................... .

KABUPATENPONOROGO 

Pada hari ini ... ...... ... tanggal ...... ... ................ tahun ...... ... ..... , bertempat 
di .................................................. , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa 
... ... ... ... ... ...... , Kecamatan ... ... ... ........... , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan 
Rapat Penutupan Pendaftaran Sakal Calon Kepa1a Desa, Pemilihan Kepala Desa 
...... ...... ... ..... , Kecamatan ... ... ...... ... ...... , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan 
Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala 
Desa, dengan hasil sebagai berikut: 

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Sakal Galon Kepala Desa tahap
kesatu I kedua yang dilaksanakan mu!ai tanggal .. .. .. .. .. ... .. .. .. . s/d ..................... .
maka Pendaftaran Bakal Galon Kepala Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Galon Kepala Desa yang
teiah mendaftarkan diri yaitu

a. Sdr . ........................................ umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan 
........................... alamat ...................................................................... . 

b. Sdr ......................................... umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan 
........................... a!amat ...................................................................... . 

c. Sdr . ........................................ umur ......... tahun, pendidikan ............. pekerjaan 
........................... alamat ...................................................................... . 

d. . ......................... dst. 

3. Dengan telah adanya Sakal Galon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka
perlu/tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Serita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya 
dan dipergunakan sebagaimana mestinya . 

.......................... , ................................ 20 ..... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . .  . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris

4. Sendahara

( . . . . . . . . . . . . . ) 
( . . . . . . . . ... . .  ) 
( . . . . . . . . .. . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 



II Format G II 
PANITIA PEMIUHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA 

PENELITIAN SERKAS SAKAL CALON KEPALA DESA 

PEMIUHAN KEPALA DESA ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ... ... ... ... tanggal ...... ... ....... ......... tahun ...... ........ , bertempat 

di ...................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ...... ... ... ... ...... , 

Kecamatan ......... ... ... ..... , Kabupaten Ponorogo teiah mengadakan penelitian berkas 

Baka! Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ......... ........... , Kecamatan 

...... ... ......... ... , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 

dengan hasil sebagai berikut : 

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ......... ( . .. . .. . .. . .. ) oiang. 

2. Sakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi

Cal on Kepala Desa sejumlah .............. ( ................ ) orang, yaitu 

a. Sdr. . . ... . .. . ..... ... . . .. . . ... . ... ... .. . .. .... .. umur .. . .. . . .. tahun, pendidikan 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

b. Sdr. .. .......................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

c. Sdr. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. ... .. . .. . .. . . .. umur . .. . .. .. . tahun, pendidikan ............... .. 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

d. Sdr. .. .......................................... umur ......... tahun, pendidikan ............... .. 

pekerjaan ........................... al am at ....... : ............................................................ . 

e. .. ........................ dst. 

3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan

menjadi Calon Kepala Desa sejumlah .............. ( ................ ) orang, yaitu 

a. Sdr. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . urnur . . . .. .. .. tahun, pendidikan ............... .. 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

b. Sdr. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . ... ... ... .. ... . .. . .. ... umur .. .. .. ... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

c. . ......................... dst. 



2 

4. Sakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah .......... ( ............ )
orang, yaitu 
a. Sdr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ... umur .. . . ... . . tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat ........... .................... ..................................... . 
b. Sdr. . . . .. . ... .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. umur . . . . .. . .. tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... a lam at .................................................................... . 
c. . ......................... dst. 

Demikian Berita Acara in, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ································ 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara

( . . . . . . . . . . ... ) 
( . . . . ... . ..... )
( . . . ... . . . .. .. )
( . . . . . . ..... . .  )



II Format G -1 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

PENELITIAN BERKAS SAKAL CALON KEPALA DESA 

Nama Bakal Calon 

Alamat 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

... .. .. ............ ...... .... ...... .... ... .......... ............. .. ... .... ........... .......... . .. 

Pekerjaan · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

No. Ur a i a n  Ada Tidak 

1. Surat Permohonan
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar
4. Pernyataan bertaowa kepada Tuhan YME

j 5, 
Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD
1945 dan memelihar.a .keutuhan NKRJ dan Bhlneka Tunqqal Jk.a I 

6. Foto Copy ljasah terakhir dilegalisir
7. Foto Copy Akta Kelahiran I Surat Kelahiran dileQalisir
8. Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa
9. Foto Copy KTP dileQalisir
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian f SKCK) I 

11. Surat Pernvataan Tidak SedanQ Menjalani Pidana Peniara
Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

12. peniara paling sinqkat 5 (lima) tahun
J 13. Surat Keteiangan tidak dicabut hak pilihnva I 

14. Surat Keterangan sehat dari dokter
Surat pernyataan tidak mengundurkan diri set el ah ditetapkan

15. sebaqai Calon Kepala Desa

16. 
Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiaa) kali masa iabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004
Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

17. undanqan

18. 
Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa
bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa

yang 

19. Pernyataan bersedia tidak membuat keributan I keonaran

20. 
Pernyataan tidak pernah diberhenfikan tldak dengan hormat dan
pekerjaan sebelumnya

21. 
Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi 
Kepala Desa, BPD dan Peranqkat Desa dsb). 

PNS, TNI, POLRI,

Hasil penelitian memenuhi syarat I tidak memenuhi syarat. 

1. Ketua
2. Anggota

...... ... ................. , .............. .................. 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan .......... . 

Kabupaten Ponorogo 
Seksi Pend.attar.an Baka! Caton 

1. 
2. 
3. 
4. 

( . ... . . ... .... ) 
( . .. . .... .. .. . ) 
( . . .. .. .. . . ... ) 
( .... . . ..... . . ) 
( . .. .. .... . ... ) 

I 

Ket. 

11 

I 

I 



II Format H II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pos ........... .. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA ................... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 

NO.MOR: ............................................. . 

TENT ANG 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA 
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ... .............. KECAMATAN ...... ..... .. 

Menimbang 

Mengingat 

Kt\BUPATEN PONOROGO 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ...... ... ....... , 

a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Peneiitian Berkas Bakai Caion
Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ... .............. Kecamatan 
............... Kabupaten Ponorogo, tanggal ........................... , maka 
Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu 
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa 

b. bahwa penetapan Sakal Galon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .. . Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Kepala Desa,, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

1. Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 T ahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 112 Tanun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
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fl l?eraturan MeAter,i. Desa-, l?embangunan. Daarah, Tertinggal; dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dangan PGiraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor .... . 
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU Menetapkan Calon Kepala Desa .................... Pemilihan Kepala Desa 

KE DUA 

KET I GA 

...................... Kecamatan . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . Ka bu paten Ponorogo ; 

Galon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
Keputusan ini adalah: 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

Sdr . .......................... umur ....... tahun, pendidikan .......... pekerjaan 

. ......................... alamat ..................................................... , 
Sdr . .......................... umur ....... tahun, pendidikan .......... pekerjaan 

.......................... alamat ..................................................... , 
Sdr . .......................... umur ....... tahun, pendidikan .......... pekerjaan 

. ......................... alamat ..................................................... , 

. .............................. dst, 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA. ........ ... ... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2. Camat ......................... ; 
3. Ketua BPD Desa ............ ....... Kecamatan ...................... ; 
4. Galon Kepala Desa yang bersangkutan.

I i 
.·�. � 



II Format I II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMATAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pas ........... .. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA ................... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: ............... . 

TENT ANG 

PENETAPAN GALON KEPALA DESA HASIL SELEKSI TAMBAHAN 
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ................. KECAMATAN ........... .. 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN PONOROGO 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ......... ....... , 

a. bahwa sesuai dengan Serita Acara Hasil Seleksi Tambahan Baka!
Galon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal
........................... , maka Panitia Pemilihan Kepala Desa perlu 
menetapkan Sakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus 
seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa ; 

b. bahwa penetapan Baka! Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 44
ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .. . Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11

Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Galon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
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8. Peraturan Menteri Des� Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Oesa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 

12. Pera1urar-, Desa- ...................... Kecamatan ................... Nomor .... . 
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU Menetapkan Galon Kepala Desa .................... Pemilihan Kepala Desa 

KE DUA 

KET I GA 

...................... Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Ponorogo ; 

Galon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
K-eputusan. k1,i.. ada!ah.

a. Sdr . ............................ umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan 
.......................... alamat ..................................................... , 

b. Sdr . ............................ umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan 

.......................... alamat ..................................................... , 

c. Sdr . ............................ umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan 

.......................... alamat ..................................................... , 
d. . .............................. dst, 

a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

rntetapkan di 
pada tanggal 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA. ........... ... KECAMA TAN ................... .. 

KA.BUP,A.TEN PONOROGO 

Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2.. Gamat __ ---------------- ------· � 
3. Ketua BPD Desa ... ... ... ... ....... Kecamatan ...................... ; 
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.



II Format J -1 11 
PANIT�A PEMIUHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN .............•.... 
KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERITA ACARA 
PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA 

PEMILIHAN KEPALA DESA ......................... . 
KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ... ... ...... tanggal ... ................ ...... tahun ............. bertempat di 
.......................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ... ...... ... ......... , 
Kecamatan ...... ... ... ... ..... , Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan Pasal 46 
-ayat (3) P-eraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah
dilaksanakan penentuan Nomor Urut bagi Galon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
.................... , Kecamatan ............ ... ... ... , Kabupaten Ponorogo dengan cara undian. 

Dal.am penentuan nomor urut tersebut dihadiri o!eh Panitia Pemilihan, Galon 
Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut : 

1. Sdr . ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 
........................... ala mat ....................................................... , dengan nomor urut ..... . 

2. Sdr . ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ....................................................... , dengan nomor urut ..... . 
3. Sdr . ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ....................................................... , dengan nomor urut ..... . 
4 ............................ dst. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

Galon Kepala Desa : 

1 . . . . . . . . . . . . . .  . ( . . . .... . .  )
2 ..... . . . . . . . . .  . ( .... .... . ) 
3 .............. . ( . . ... . . .. ) 
4 .. . . ...... .... . ( . . . . . . . . .  ) 

. ......................... , ................................ 20 ..... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa ................... Kecamatan .................. . 

1. 
2. 
3. 
4. 

Kabupaten Ponorogo 

Ketua 
Wk. Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

. . 

.. 

. . .  

. .. 

. . . 

. .. 

. . . 

. . . 
. . 

( 
( ..
( .. 
( .. 

. .. 
. .  
. . 
.. 

. ) 

. ) 

. ) 
) 



II Format J - 2 II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pas ............ . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA ................... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: ................................ .. 

TENT ANG 

PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA 
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ......... ........ KECAMATAN ... ......... . 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ... . .. ... ....... , 

bahwa berdasarkan Berita P..cara Penentuan Nomor Urut Ca!on Kepala 
Desa, Pemilihan Kepala Desa . . . . . . . . . ........ Kecamatan .............. . 
Kabupaten Ponorogo, tanggal ........................... , maka sesuai 
ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,, 
dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut Galon Kepala Desa 
dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala 
Desa, 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Perat-uran Menteri Da!am Negeri Nomcr 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Oesa;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 82 Tahur. 20t5 tentang.
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
p b . f VP. I Q . em. ernen.Jan ·�'-tp.a a esa,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .. . . Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 20·15 tentang· Kepala Desa;

12. Peraturan Desa .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . Kecamatan . . . . . . . . . .. . . . .. . . . Nomor ..... 
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 

KESATU Menetapkan Nomor Urut Galon Kepala Desa . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . Pemilihan 
Kepala Desa .. .. .. . .. . .. . . . .. . . .. . Kecamatan . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. Kabupaten 
Ponorogo; 

KE DUA 

KET I GA 

Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESA TU Keputusan ini adalah : 

a. Sdr . ................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................... , 

dengan n0m0r urut- ........ . 

b. Sdr . ................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................... , 

dengan nomor urut ........ . 

c. Sdr . ................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 
pekerjaan ........................... alamat .................................................... , 
dengan nomor urut ........ . 

d. . .......................... dst. 

a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Apabila dikemudian hari· ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 
pada tanggal 

P.AN·fflA PEMIUHAN KEPALA DESA

DESA ............ ... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2. Camat ......................... ; 
3. Ketua BPD Desa ... ... ...... ....... Kecamatan ...................... ; 
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.



II Format K -1 II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .................... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: ............................................ . 

TENT ANG 

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE 
GALON KEPALA DESA 

PEMILIHAN KEPALA DESA ... ................ KECAMATAN ................. ... . 
KABUPATEN PONOROGO 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ................ , 

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . . . . . . . .. . . . . . . Kecamatan 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. perlu menyelenggarakan kampanye bagi Cal on 
Kepala Desa dalam acara penyampaian visi, misi dan program dari 
Galon Kepala Desa; 

Mengingat 

b. bahwa penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada
huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor ... .  Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Namer 11 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa, perlu menetapkan Jadwal dan tempat kampanye
Ca Ion Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa .................. . 
Kecamatan . .. . . . .. .. .. . ... . Ka bu paten Ponorogo dengan 
menuang'kannya da1am Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nemer 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
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7. Per-aturan Menteri. Oalam Nege:t Nomor 1.12 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

1 o. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa; 

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 

12,. Peraturan Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor ..... 
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU Menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye bagi Galon Kepala Desa 

KE DUA 

KET I GA

Pemilihan Kepala Desa ................... Kecamatan ................. Kabupaten 
Ponorogo. 

Jadwal dan Tempat Kampanye adalah sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkandi .............................. . 
Padatanggal .............................. . 

P.an4tia Pemilihan Kepala Desa 
Desa ................... Kecamatan .................. . 

Kabupaten Ponorogo 

Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2. Camat ......................... ; 
3. Ketua BPD Desa ................... Kecamatan ...................... ; 
4. Galon Kepala Desa yang bersangkutan.



NO. 

r-., 

I. 

I I 

I 

I I 

LAMPI RAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA ............................... .. 
KECAMATAN ............................ . 
NOMOR 
TANGGAL 

JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE CALON KEPALA DESA 

HARi& 
NAMA CALON 

TANGGAL 

- -

I 

JAM TEMPAT 
BENTUK 

KAMPANYE 

-�---------,

-

I I 

J I I 

I I 

.......................... , ................................ 20 .. . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa ................... Kecamatan ................. .. 

Kabupaten Ponorogo 
Ketua 

I 



II Format K - 2 II 

SERITA ACARA 

PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA 

PEMILIHAN KE PALA DESA ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ......... ... tanggal ...... ... ....... ...... ... tahun ... ...... .... bertempat di 

.......................................... , Kecamatan ...... ... ... ........ , Kabupaten Ponorogo telah 
-dilaksanakan musyawarah untuk membahas -pelaksanaan -kampanye bag: Calon .Kepa!a

Desa, Pemilihan Kepala Desa ......... ........... , Kecamatan ... ... ...... ... ... ... , Kabupaten 

Ponorogo sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (10) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 

2015 tentang K�pala Desa,. 

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala 

Desa, BPD dan Panitia Pengawas yang telah disepakati dan diputuskan pelaksanaan 
kampanye sebagai berikut : 

1 . Hari .................... tanggal. .................... .. 

a. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 
·b. Ser. .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

c. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 
di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

d. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 
di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

e . ................................. dst. 

2. Hari .................... tanggal. ..................... . 

a. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 
di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

b. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kamptinye ....................................................... . 

c. Sdr. .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

,<:ii .................................... -1::>entuk -kampanye ....................................................... . 
d. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

e. . ................................ dst. 

3. Hari .................... tanggal ..................... .. 

a. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 
-b. Sdr . .......................................................... -Nomor .......... jam ............... bertempat 

di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 



2 

c. Sdr. .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 
di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

d. Sdr . .......................................................... Nomor .......... jam ............... bertempat 
di .................................... bentuk kampanye ....................................................... . 

e. .. ............................... dst. 

Dem�k.ian ..Ber:ita �.cara .in.i .dibuat .dengan sebenarnya .dan .untuk dipergunakar. 
sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan . 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

.......................... , ................................ 20 ... . 

Galon Kepala Desa : 

( . ... . . .. ) 1. 
( . . . . . ... ) 2. 

( . . ..... . ) 3. 
/ \ 4 � . . . . . . . .  ) . 

Panitia Pengawas 

( . ... . ... ) 1. 
,( . .... ... ) 2. 
( ........ ) 3. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa : 

( . . . . . . . .  ) 
( ... . . . . .  ) 
( . . .. . . . .  ) 
( . .. . . . . .  ) 

Badan Permusyawaratan Desa : 

( .. . . . . . .  ) 
,( . . . . . . . .  ) 
( ... . . . . .  ) 



II Format L - 1 

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA 

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN 

II 

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA

·1

·u
. 

1] 

Keterangan 

1. Meja 1
2. Meja 2

3. Meja 3

4. Meja 4

.5 ... Nomor.5

6. Nomor 6

7. Nomor 7
8 Nomor 8
9. Nomor 9

J PAPAN PENGHITUNGAN SUARA 

BILIK 

SU ARA 

Ketua Panitia 
Wakil Ketua 

Sekretaris 

Meja 

BILIK 

SU ARA 

BILIK 

SU ARA 

8 0 
Meja ] Meja I 

J 

0 
KOT AK 

SU ARA 

KELUAR 

Anggota ( petugas pencocok undangan I panggilan ) 

Anggota .( P.etugas pen.gatur tempat tunggu pemilih ) 

Anggota ( mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ) 

Anggota ( Petugas di Kotak suara ) 
Petugas keamanan pintu masuk 
Petugas keamanan pintu keluar 



11. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Lan_gk_ah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 4 

Langkah 5 

langkah 6 

. Lang.kaf:l 7 

Petu_g_a..s Ke;3man_an Nomor 7 mengatur ketertiban antrian _pemilih 
yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki Tempat 
Pemungutan Suara. 

Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan 
menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan 
mencocokkan den_gan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok 
memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut 
kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan 
duduk ditempat yang telah disediakan. 

Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah 
.dise.diakan .untuk m.enungg.u / .ao!ri mengg.unakan hak .pilih. 

Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan 
meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke 
Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara. 

Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar 
Surat Suara -kepada Pemmh dibantu Anggota Nomor 3. 

Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong 
untuk menggunakan hak pilihnya. 

Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa tidak ada 
-seorangpun -berada -di -bilik -k€c1:1ali
seorang pemilih yang akan
menggunakan hak pilihnya.

- dapat membantu pemilih yang cacat
apabila diminta.

Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Surat Suara yang telah 
dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan 
Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara 
kedalam suara . 

Petugas .Keamanan .Nomor 8 mengawasi dan mengar.ahkar.i 
pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area 
Pemungutan suara. 



II Format L • 2 II 

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA 

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN 

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA

]J 

]I 

0) 

]1"(0 ... 

L..J 

t 

Keterangan 

1. Nomor 1 & 2

2. Nomor3 &4

3. Nomor 5

4. Nomor 6, 7 & 8

·s. n!omor·.9, 1·.c :& 11

6. Nomor 12, 13 & 14

7. Nomor 15 & 16

7 Nomor 17

8. Nomor 18

"BtUK 
SU ARA 

BUJK 
SU ARA 

BlLlK 
SU ARA 

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA I � 
0 e e � 

© 

0 

© 

Meja 

0 

08 

Meja 

KOT AK 

SU ARA 

-©(�),©·©
S a  k s  i 

1 

Tempat duduk Pemilih 
dan warga masyarakat 

Und. 

K:ELUAR 

i 

: Ketua Panitia & Wakil Ketua menghitung suara 

11 

: Sekretaris dan Anggota mengambil surat suara dari kotak 
: Anggota membantu nomor 1 memberikan ke nomor 6, 7 & 8 

: Anggota ( memilah perolehan calon 1, 2 dan suara tidak sah ) 

: Anooota :( mencatat peroleh.an pe.nghitungan suar.a '} 

: Anggota ( mencatat perolehan pada blanko ) 

: membantu Anggota yang lain/menggantikan 

: Petugas keamanan pintu masuk 

: Petu_gas keamanan _pintu keluar 



II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

.L.angk_a_h 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Kel!..1.a .P.ani_ti.a .me.rn.b_uk.a .Kolak S_u.ar.a., .rnengeJuarkan s.at.u _persa.t.u 

surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara, dibantu 

anggota nomor 3 dan 4 selanjutnya menghitung dengan jelas dan 

tegas , disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan I atau Saksi serta 

pemilih. 

Anggota nomor 5 membantu memberikan surat suara setelah 

dihitung oleh Ketua Panitia kepada anggota nomor 6, 8 dan 8 serta 

memilah ·surat suara sah untuk masing-masing calon dan surat 

suara tidak sah. 

Anggota Panitia Nomor 9, 1 O dan 11 mencatat perolehan suara 

sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan 

penghitungan dtbantu oleh anggota nomor 15 dan 16. 

Anggota nomor 12, 13 dan 14 mencatat perolehan suara sesuai 
yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan. 



PAPAN PENGUMUMAM 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

jJ Format M -1 � 

Papan Pengumuman Pemilihan Kepala Desa menggunakan papan pengumuman yang 

telah ada, untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa, antara lain sebagai berikut : 

-1. ·Gata .PemHih T-etap.

2. Data Calon Kepala Desa berupa photo dan nomor urut Calon Kepala Desa
3. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
4. Jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara
5. Pengumuman lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.

rmM I Jdsll.J �- -
•'-/ 



SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

.11 Format M - 2.a ii 

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa. 

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio bentuk Landscape. 

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah ha!aman bagian atas untuk tulisan SURAT SUARA 
- Seper empat dari setengah halaman bagian

bawah kolom nomor 2 (dua) dan 3 {tiga) dari
kiri untuk Nomor, Foto dan Nama Galon 

SURAT SU ARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

DESA ..... - .......... -..... KECAMATAN .....•....•...... 

KABUPATENPONOROGO 

1 2 

Hj. SULASTRl,SE. Ir. H. SUMIHO 

2. Halaman luar berisi :
- Seper empat dari setengah halaman bagian

atas kolom no. 1 (satu) dari kiri untuk tulisan
- Seper empat dari setengah halaman bagian

atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan

SURAT SUARA 

P�UlltA .... (J:PQlA ns:aa; 

OES.O. ................... . 

KFC-:AMATAH 

• 
PANITIA PEMILIHAN 

Kt I' P. lA Ut5P. 

: OHA ............•... _ It EICJIJIATA• 

I 

t i'"'-ISU P'AT C. -'010 ..000 • 
I 

I • 
�El IA 

& �'-nslll 1 •• .. .....,, ... • 

I 

I 

• 
.• 
I I 

SURAT SUARA 

PANITIA PEMILIHAN 

---�p.?ltBn-----------�--------------------;--------------------{--------------------
I I I 

. , . 
I 

� 
fil 
:.:i:: 

I 

I 
I 

' 

l 
:.:I: 

• • • • 
. 

' 

� 

:.t 



.JI 
SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Format M - 2.b JI 

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa. 

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio. 

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah ha la man bagian atas untuk tulisan SURAT SUARA 
- Seper empat dari setengah halaman bagian

bawah ·k-olon1 -nonwr 1 ·{sattJ), 3 ·(·tiga) ffcffi -5 {Hma)
dari kiri untuk Nomor, Foto dan Nama Calon 

SU RAT SU ARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

DE SA . II - • ••• •• • ••• • • • •• • ••• • KE CAMATAN .. - .... - . ... - ... 
KABUPATENPONOROCO 

1 2 3 

SUKIMAN, SH. HJ. NILAM P, SE Ors. HADI P. 

2. Halaman luar berisi :

- Seper Hrna dari setengah halaman bagian
atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan

- Seper lima dari setengah halaman bagian
alas kolom no. 3 _(tiga.) dari kiri lJntuk tlJli$s:m

• 

'
8URAT rnAAA : 

PBIIL IHAN K EPA.LA DEBA e 

DESA ..................... •
Kl=f'.A MA TAN 

I 

. 

FA NITIA PEM ILIHA N 

KEPALA DES). 

DEIA .............. . .. . 

K�NJlf(tAN ................. . 

K.<.BU MTEN PONOl!OOO 

KETUA 

SURAT SUARA 

PANITIA PEMILIHAN 

-f--Ji�.atan ___ �--------·-------r-·--------------r----------------;------------ ---- . 
' . . . 
I I • 

I I I 

I I I • • • • • •
� tit � 
w 1f{ 1, 
ul.. !i:l. Ii}._ 

:.::c :.=it: :..:c 
I • • 
I • • 
I • • 
I • • 

• 
I I 

I I 
. 

. 

• 
I • 
I 

ffi 
:..::i: • •

I 
I 



-11
Format M - 2.c .11 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

.Un!uk Pemilihaa Ke.pala Des.a v.ang .diikuti DJeh 4 .(.em.pat} C.ato.n Kepala De.sa. 

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio. 

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah ha la man bagian atas untuk tulisan SURAT SUARA 
- S�per e�pat dari seteqgah halaman ba_gian

bawah kolom nornor 1 (saiu), 2 (dua), 3 (tiga)
dan nomor 4 (empat) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA • I •• I • I ••••••••••• -•• KECAMATAN •• ••••••.••..•••••• 

KABUPATEN PONOROGO 

1 2 3 4 

Ir. DARMANTO HJ. NILAM P,SE. Ors. HADI P. HARTATI, SH. 

·2. Halaman foarberisi ·:
- Seper empat dari setengah halaman bagian

atas kolom no. 1 .(satu.) dari kiri untuk tulisan
- Seper empat dari setengah halaman bagian

atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan

SURAT SUARA 

SURAT Sil.ARA 

PEIIIIIN A• JC EPA LA OEIA 

DESA ...... ............ .. 

KECAMATAN ................. . 

• 
• 

PANITIA PEMlllHAN 
KEPALO. OESA 

OC&.t\ ................... It lilCJ\lAJ\T I\N 

JCETISA 

PANITIA PEMILIHAN 

---Hf}aten.----------�---- --- -----------t··------------------,--------------------
, f I 

: : I 
I I I 
I I I 
f I f 
I I I 

$ $ � 
! ! I 
:;:t: :.:I: :.%: 

I I • 

I t I 
I I I 

I I I 
f I 

' . 



IJ Format M - 2.d JI
SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

!Jntuk .P.e.milihan Ke.pala Desa y.ar19 .dlikuti .oJeb .5 �lima) C.alo.n .Ke.pa.la Desa.

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan
- Seper em_pat dari seten_gah halaman ba_gian

SURAT SUARA 

bawah kolom no. 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga)
4 (empat) dan 5 (lima) dari kiri untuk Nomor, Foto dan Nama Calon 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DE SA 

DESA .. -.... -........ - I •• • •  KECAMATAN I • •• • •• ••• • •• • •• •  -

KABUPATENPONOROGO 

1 2 3 4 5 

H. SAROJONO Ir. SRI HARTINI SUKI MAN. SH. HARJANTO, �. 

2. Haiaman luar berisi :

- Seper lima dari setengah halaman bagian
atas kolom nomor 2 {dua) dari kiri untuk tulisan

- Seper lima dari setengah halaman bagian
atas kolom nomor 3 (tiga) dari kiri untuk tulisan

SURAT 5UAAA 

PAJlt IM!Ct MIC FPOI O nRt II) 

DlaSA . ................. .. 

HECA MATA!', ..... .. . . ........ . 

PA NITIA PEM ILIH.O. N 
l'\EPALA DE5A 

DEIA .............. .. .. 

t�.AJUr AN ................ .. 

u.au f'!I. TEN POI O ..:'.>00 

�-··· ' .�::.:_ •.. 
' 

: 
. 

' 
.... ............................ ......... I 

' 
I 

SURAT SUARA 

PANITIA PEMILIHAN 

-f--.1.ip.atan ___ �---------------... ···------------.i.------------·--,----------------.__���.�I I I I ' . . . ' . . ' 

I I 
I t t • 
"" 

i i I
(fj 

CiL ii:I. 
:.:c :.:c :.:c :.::f: 

I ' ' 
I ' ' • • . 
I • • 
I • • 
' ' ' 

•
• 



KOTAK SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

jl Format M - 3 .11 

Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran : 

a. Panjang

.b . .Lehar 

c. Tinggi

40 cm 

40 .cm 

60 cm 

40 cm 

u 

0 
U) 

Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS Khusus dibuat dengan ukuran : 

a. Panjang 20 cm 

b. Lebar 20 cm 

c. Tinggi 30 cm 

20cm 



11 
Format M - 4 II 

GAMBAR BILIK SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

I. Contoh I ( bilik tertutup )

• 

I 

, 

I 
I 

________ ........ ...._ ___ _.._-4 --- '---· 
• 
• 
• 

I 
I 
I 

• 

100 cm 

' 

Tampak Depan 

Tampak Depan 

100cm 

Tampak Samping 

Tampak Samping 



-11 Format M - 5 -11
MEJA, BANTALAN DAN ALAT PENCOBLOS 

PERLENGKAPAN PENCOBLOSAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

-1. .P-e-r-te-ngka-pan -dalam -Bil-ik Suara tert-utup :

a. Meja

-b. -Alas -eebk>s 1 Banta-Ian } 

Panjang 

Le bar 

tinggi 

30 cm 

20 cm 

5 cm 

c. Alat coblos ( Paku dan tali )
Panjang alat 

pencoblos ( paku ) 15 cm 

Panjang tali 100 cm 

II. Perlengkapan dalam Bilik Suara terbuka

a. Alas coblos ( Bantalan )

Panjang 30 cm 
Lebar 20 cm 

tinggi 5 cm 

b. Alat coblos ( Paku dan tali)

Panjang alat 

pencoblos ( paku ) 

Panjang tali 

15 cm 

100 cm 



PAPAN PENGHITUNGAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

II Format M-6 11 

Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepa!a Desa digunakan untuk menempelkan 

penghitungan surat suara sah untuk masing-masing Galon Kepala Desa dan surat suara 

tidak sah di kertas manila contoh sebagai berikut : 



II Format M -7 II 

TINTA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Tinta Pemilihan Kepala Desa menggunakan tinta warna ungu digunakan untuk 

memberikan tanda kepada PemiHh yang telah menggunakar. hak pdihnya dengan cara 

menjelupkan salah satu jari-jari tangannya ke tinta. 

Adapun contoh Tinta dan cara penggunaan adalah sebagai berikut : 



II 
SURAT UNDANGAN 

MENGGUNAKAN HAK PILIH 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Format N II 

Undangan untuk menggunakan Hak Pilih bagi Pemilih menggunakan kertas dengan 
ukuran 1h (setengah) folio 
Contoh surat undangan sebagai berikut : 

] .j -Untuk .P.emmh .\ FORMAT ....... . 

'J 

'J 

Nomar 
Sifat 
Lamplran 
Perihal 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ................... KECAMAT AN ..................... .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ................. Telp . .......... Kade Pas ......... . 

Penting 

UN DA NGAN 

...................... , ·························· 
Ke p a d  a 
Yth. Sdr . ...................................... .. 

No. urut dalam DPT ............ .. 
di 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih 
.Saudara .pada P.emillhan Kepnla D.esa .......... -.............. Kecaro.atan 
............................. besuk pada: 
Hari 
Tang gal 
Waktu 
Tem_pat 
Catatan 

................ s/d ............... WIB 

Undangan harus dibawa dan tidak bo1eh diwakilkan 

Demikian untuk menjadikan maklum. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

-DESA ....................... -K-ECAMATAN ...................... . 

Ke t u a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - Gunting-disfni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TANDA TERIMA I Untuk Petugas I 
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih 

pada·Pemilihan-Kepala ·Desa .................... ·Kecamatan .......................... . 

Nam a 
No. DPT

Alam at 

................ , ...................... . 
yang menerima 

.Nama terang 



II Format O II 
-PA'NtTIA 'PEMtL1HA'N 1(cPA.1-A OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA 

PENELITIAN ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMAT AN ..................... .. 

Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun ............. bertempat di 
.......................................... , Kecamatan ... ......... ........ , Kabupaten Ponorogo telah 
dilaksanakan penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa ... ......... ........ , 
.Kecamatao ..................... , Kahupateo P.onor.ogo.. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ....................... . 
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Cal on Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Seteiah dilakukan penelitian dengan disaksikan oleh para Galon Kepala Desa 
dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan bahwa 
penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa .......... , Kecamatan ............. .. 
Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pc-norogc Nemer 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai 
berikut: 

1. Kotak suara dalam keadaan baik
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
3. Jumlah Surat Suara

terkunci I tidak 
............... pemilih. 
............... lembar. 

4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan
suara, serta alat tulis lengkap I tidak. 

baik I tidak baik 5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara
6. dan sebagainya

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 .. . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . .  . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3 .  Sekretaris
4. Bendahara

Galon Kepala Desa 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ........ ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ..... . . .  ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .. . .... ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ...... .. ) 

( . . . . . . . . .. . . .  ) 
( . .. . . .. . . . . . .  ) 
( . ... . . . . . . . . . ) 
I \ 

l -- ........... ) 

S a ks i 

1. . ... . . . . . . . . . . .. ( . . . . . . . . . ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . .. . . . . .. ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . .  ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . . ) 



II Format P -1 II 
·PANIT1A PEMJLtHAN K-EPALA OE-SA

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JL ,.,.,. ... ,. ..... , .,. .. ,. No . ..... . Telp (0352) .............. Kode Pos . ....... .... . 

PENELITIAN T ANDA BUKTI PEN DAFT ARAN PEMILIH 
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ......................... . 

KEC.AMATAN .. .. . . ........ ........._... 

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

-Nomor 11 Tahun 201·5 tentang Kepala i)esa. 'PemiHh yang be!um terdaftar dalam DPT 

tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan Kartu Tanda Penduduk atau 

bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti 

Pendaftaran Pemilih 

Nomor Pendaftaran 

Nam a 

.N.omor .KTP 

Tempat Tgl. Lahir I umur 

Jenis kelamin 

Alam at 

.......... I RT. ..... I RW ....... I 20 ..... tang gal ........................ . 

I ............ tahun. 

Laki-laki I Perempuan 

JI. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . No. . . . . . RT. . .. . . . . . . RW. . ....... . 

Dukuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desa .................................. . 
Kecamatan ...................................... . 

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan meng gunakan hak pilihnya dalam 

Pemilihan Kepala Desa. Desa ............................ Kecamatan..... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . Kabupaten 

Ponorogo. 

. ......................... , ................................ 20 .. . 

1. 
2. 
3. 

·?anitia -Penoawas ··
..., 

. 

( . . . . . . . .  ) 1. 
( . . . . . . . .  ) 2. 
( ... ... .. ) 3. 

Pemilih yang bersangkutan 

...................................... 

1. 
2. 
3. 

-Panit.ia -Pemrlihan ·Kepa'la Desa :

( . . . . . . . .  ) 
(

. . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 

Saks i 
( . . . . ... . ) 
( . . . . . . . .  ) 
( . " .. . . .  ) 



PA-NIT1A PEMtL1HAN 1'(EPALA DESA 

[ Format P - 2 II 
OESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH 

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ............ tanggal ............... .... ...... tahun ............. bertempat di 

.......................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ...... ......... ...... . 

Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Bukti Pendaftaran 

Pemilih dan penelitian yang kami dilakukan bersama Panitia Pengawas dan/atau Saksi 

sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 

.tentang .P.etunj.uk .Pelaksanaan .Per:atur:an Daerah Kabupaten .Ponorogo Nomor 1 '.1

Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak 

pilihnya dalam Pemilihan Ke pal a Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ..................... . 

Kabupaten Ponorogo kepada ................ ( .................... ) Pemilih, sebagaiman.a lam pi ran 

Berna Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya . 

.......................... , ································ 20 .... 

P.ani.tia Pemiliban Ke.pal.a Des,a 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ...... . . . . .. . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua ( . . . . . . . . ... . .  ) 
2. Wakil Ketua ( . . ... . . . . . .. .  ) 
3. Sekretaris ( .. .. . . . . . . . . .  ) 
4. Bendahara ( ............. ) 



II Format Q -1 11 
·PA-Ni TIA PEMIUHAN KEPALA OESA

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ........... .. 

SERITA ACARA 
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

Pad a hari ini ......... ... tanggal ...... ............. ...... tahun ............. bertempat di 
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . , Kecamatan ............... ..... , Kabupaten Ponorogo tel ah 
dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ...... .............. , Kecamatan 
............................ , Kab.upaten P.anor:og.o. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ....................... . 
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Sadan 
Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Cal on Kepala Desa dan I a tau Saksi. 

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Caion Kepa·la 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................ . 
Ka bu paten Ponorogo yang dilaksanakan mulai dari jam . .. . .. . .. .. . .. .. . s/d jam ............... . 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut: 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

pemilih. 
pemilih. 

hak prhh ... ...... .. .. .. oemrlih. 
I 

4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih ............... pemilih. 
5. Jumlah Surat Suara . .. ... ... .. .. .. lembar. 
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih .. . ... .. ..... .. lembar. 
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ............... lembar. 
-8. J-l:lfflla-'1 Su-rat Sua-ra yang �alah-0oblos . .. .. ... .. .. .. . -lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

.. ........................ , ................................ 20 ... . 

P--;t;,.. p ...... ..-;J'.h. - -K,.....-ii, 1 
- o�-,.,01 II 10 C::1111111181 I \o.C::t,)81a C::.:>O 

Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ........ .... . 
Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. ·wakWKetua
3. Sekretaris
4 . ................... . 

Galon Kepala Desa : 

1 .  
2. 
3. 
4. 

( .. . . . . . . . . . ) 
( . . . . ... . . . .  ) 
( . . . . . ... . .. ) 
( . . . . . ... ... ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

( . . . . . . . . . . .. .  ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . ... ) 
( . . . .. . . . ..... ) 

S a  k s  i 

( . .. . . . .. . .. ) 
( . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . )
( . . . ... .. . . .  ) 



II Format Q- 2 II 
.PAMT�A .PEMIUHAN -K-EPALA OESA 

DESA ....................... KECAMAT AN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA 

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA INDUK 

Pada hari ini . . . . . . . . . tanggal . .. . . . .. . . .. . . . tahun......... bertempat di 
............................ , Kecamatan ...... .............. , Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan 
Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara lnduk Pemilihan Kepala Desa 
... ................. , Kecamatan ..................... , Kabupaten Ponorogo. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh .................... . 
Desa ........................ yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Galon Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Setelah mengadakan penetttian dengan tlisaksikan -oteh para Caton Kepaia
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................ . 
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/d jam ............... . 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang­
w1dangan yang berl-aku, -0enga.n hasi-1 sebagai berikut 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

hak pilih
4. Jum1ah Pemilih yang tidak menggunakan hak piiih
5. Jumlah Surat Suara
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak
8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos

pemilih. 
pemilih. 

pemilih. 
pemilih. 
lembar. 
lembar. 
lembar. 
lembar. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . ... . . . .. .. . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4.

Calon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . ... . .. ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { . ... . . . .. ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
4 ..................... ( ......... ) 

( . . .. . ... .... . ) 
( .. . . .... .. ... ) 
( . . . . . ..... ... ) 
( ... . . ... . . . .. ) 

S a  k s  i 

1. . ............... ( ......... ) 
2. 
3. 
4. 

I ) . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .  I 

.. . . . . . . .. . ... . . ( .. .. . . . .. ) 

. .... .. .. ....... ( . . . . . . .  ' 
. ) 



II Format Q - 3 II 
PANITIA PEMtltHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA 

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAMBAHAN 

Pada hari ini ............ tanggal ...... ......... .......... tahun ......... .... bertempat di 
. . . .. ... . .. .. . . . . . ... .. . ... .. .. .. .. .. .. .. . , Kecamatan ............ ........ , Kabupaten Ponorogo tel ah 
dilaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan Pemilihan 
Kepala .Oesa ......... ........... , .Kecamatan ......... ......... ... , Kabupaten .Ponor:ogo. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh ................... .. 
Desa ........................ yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Ke pa la Desa, 
Sadan Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Calon Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .... ........ . ...... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................ . 
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ............... .. s/d jam ........... ... .. 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku, dengan hasH sebagai berikut: 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

pemilih. 
pemilih. 

-hak -pilfh . .. .. . . . .. . .. .. pemfHh. 
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih .. .... . .. .. .. .. pemilih. 
5. Jumlah Surat Suara .. . .. .. .. ... .. . lembar . 
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih .. . .... .. .. .... lembar. 
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ............. .. lembar . 
.8. J.umlah Surat Suar.a yang salah -eoblos . . . . . . . . . . . . . . . !embar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

PanWa Pemmhan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . .  . 

1. Ketua
2. Waktl Ketua
3. Sekretaris 
4. 

Caton Kepala Desa 

Kabupaten Ponorogo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ... . . . . . . . ... ) 
······················ 1·-·· ......... ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) 
. . . . 

. . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
. ( . . . . ... . . . . . .  ) 

S ak.-s-i 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .. ... ... . ) 1. . .. . . . ..... . . . .. ( . .... . . .. ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . ....... ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . .  ) 
4 ................... ·• .... ·• ............ ( ...... ·• ........ ) 

2. . ... . . . . . . . .. . .. ( . . . . .. . .. ) 
3. . . . . . ... . ... . . . .  ( ... .. .. . .  ) 
4.. .. .... ·• . ·• ................ ( ............... ) 



II Format R

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kade Pas ............ .

SERITA ACARA 
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS 
··DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

II 

Pada hari ini .. . ... . . . . . . tanggal . .. ... .... . .. . .. . . . ... . .. tahun... .. .. ... . . . Panitia 
Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan 
Suara Khusus yang bertempat di .................... , .................. dan ................. , Kecamatan 
................ , Katupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan saksi. 

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara di TPS Khusus Pemilihan Kepala Desa ................... , 
Kecamatan .. .. .. .. .. . . . . . . . Kabupaten Ponorogo, yang di!aksanakan mu!ai dari jam 
.. .. .. .. .. .. .. ... s/d jam . . . . . . . . . .. . . . . . telah berjalan dengan a man, tertib dan la near sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut: 

1. Jumlah Surat Suara yang disiapkan . .. .. . ... .. . . . . lembar. 
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih .. ............. pemilih. 
3. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemi1ih . . . . . .. . . . . . . . . lembar. 
4. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak .. . .. . . . . .. .... lembar. 
5. Jumlah Surat Suara yang salah coblos . .. .. .. .. .. .. . . lembar. 

Rincian Pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS khusus sebagaimana 
lampiran Serita Acara ini. 
Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya . 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa ... . . . . .. . . . . .  Kecamatan . . . . . . ... . . .  . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4.

Calon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .... ..... ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .... . . . . .  ) 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ... . ... . .  ) 

( .. .... . . . . . . . ) 
( . . . . . . . ... . . .  ) 
( . . . . . . . . .. . . .  ) 
( .. . . . . . . .. . . .  ) 

Sa k s  i 

1. . ... ..... . . .... . ( ......... ) 
2. . ....... ... ... . .  ( .... . .. .. ) 
3. . .. . . ... . . .... . .  ( ..... . . . .  ) 
4. . . ... ..... . . . . . .  ( .. . ...... ) 



II Format R -1 II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS 

PEMILIHAN KEPALA DESA .......................... KECAMAT AN ..................... .. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... ....... . 
Kecamatan ... ...... ... Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan Pemungutan Suara di-
Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di ............ ............... ............. . 

Pemilih yang karena sesuatu hal berada di Tempat Pemungutan Suara Khusus 
tersebut dan telah terdaftar dalam DPT serta dapat menunjukkan Bukti Surat Undangan 
menggunakan hak pilih dan Kartu Tanda. Penduduk atau bukti yang lain setelah 
dilakukan penelitian kebenarannya kepada Pemilih: 

Nama 

Nomor Undangan 

Nomor KTP 

Tempat Tgl. Lahir I umur 

Jenis kelamin 

Ala mat 

·····························································································

····························································································· 

·····························································································

I ............ tahun. 

Laki-laki I Perempuan 

JI. . . . . .. . . . . . . . ... . . . .. . .. . .. . . . . . . No. . . . . . RT. . . . . . . . . . RW. . ....... . 
Duk uh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan 

Kepada yang bersangkutan diberikan menggunakan hak pilihnya dalam 
Pemilihan Kepala Desa, Desa ............................ Kecamatan........... .. . . . . . . . . . . . Ka bu paten 
Ponorogo di Tern pat Pemungutan Suara. Khusus. tersebut 

1. 
2. 
3. 

.......................... , ································ 20 ... 

Pemilih yang bersangkutan 

······································ 

Saks i 

( ........ ) 
( . . ... . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 

1. 
2. 
3. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa : 

( . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 

PEJABAT DI TPS KHUSUS 

Kepala Dinas / lnstansi 

······································ 



IL Format S - 1 II
PAPAN PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh 

sebagai berikut 



Penghitungan yang ditempel di Papan Penghitungan 

1. PEROLEHAN SUARA :

No. Urut: ..... . 

Fonnat S-1.1 I
Nama: .... ...... ........... ......... . ... 1 

Baris PERO LEHAN SUARA SAH JUMLAH 

1. lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ 50 

2. 7'11.J 7'11.J 7'11.J lllJ 7'11.J 7'11.J 7'11.J 7'11.J lllJ 7'11.J 50 

3. ffll lllJ lflJ lill tllJ lf/1 lllJ 1111 lfll 71-11 50 

4. lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ 7'11.J fill lllJ 50 

5. lfll lfll lfll lfll lfll lfll lfll lfll lfll lfll 50 

6. lfll lllJ lllJ lfll lllJ lfll lfll lllJ lllJ fill 50 

7. fill 7'11.J !Ill lllJ lilJ !Ill !Ill lilJ 7'11.J lilJ 50 

8. fill ]NJ Ill 23 

9. 

10. 

dst. 

' 

JUMLAH 373 

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa 

II. SUARA TIDAK SAH

Format S-1.2 
HASIL PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA ........................... 
KECAMATAN ...................... KABUPATEN PONOROGO 

Baris SUARA TIDAK SAH I JUMLAH 
I I 

1. lilJ l1/.f l1/.f lilJ lilJ '/ilJ '/ilJ '/ilJ '/ilJ '/ilJ 50 
2. 7i./.J 7i./.J 7i./.J II 17 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

dst. 

JU ML A H  67 



II Format S - 1.2 II 
BLANKO PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

I. PEROLEHAN SUARA :

HASIL PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA .......................... . 

Format S -1.2.1 

KECAMATAN .. , ................... KABUPATEN PONOROGO 

No. Urut: ...... Nama: ..................... ............. 

Baris PEROLEHAN SUARA SAH 

1. 7W 'fill 7W 7W 7W 7W 7W 'fill lllJ 

2. lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lllJ lilJ 

3. lilJ lilJ lllJ lilJ lilJ lllJ lllJ lilJ lllJ 

4. lilJ lllJ lflJ lflJ lflJ lflJ 7W lflJ lflJ 

5. lflJ lflJ lflJ lflJ lflJ lfLJ lfLJ lfLJ lfLJ 

6. 7W ,'fflJ lllJ 'fill lllJ lllJ lf!J lflJ lflJ 

7. lfLJ lfLJ lfLJ lflJ lflJ lflJ lflJ lflJ lflJ 
8. lflJ lflJ Ill 

9. 

10. 

dst. 

JUMLA H 

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Galon Kepala Desa. 

II. SUARA TIDAK SAH :

HASIL PENGHlTUNGAN SU RA 

7W 

lilJ 

lilJ 

7W 

lfLJ 

lllJ 

lflJ 

I 

PEMILIHAN KEPALA DESA ........................... 

JUMLAH 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50
23 

373 

Format S - 1.2.2 ]

KECAMATAN ...................... KABUPATEN PONOROGO 

Baris SUARA TIDAK SAH JUMLAH 

1. '!'II.I !HJ !HJ !HJ !HJ '!'II.I '!'II.I !HJ '!'II.I !HJ 50 

2. '!'II.I !HJ !HJ II 17
3. 

4. 

5. J J J I J 

6.
7.
8. 

9. 

10. J J I J I 

dst. 

JUMLAH 67



II Format S - 2 II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

-DESA .......................... -K5CAMATA-N ...................... . 

Pada hari ini ...... ...... tanggal ... ...................... tahun ...... ....... bertempat di 

.......................................... , Kecamatan ... ... ... ...... ..... , Kabupaten Ponorogo telah 

diiaksanakan Penghitungan Suara Pemiiihan Kepala Desa ............ ........ , Kecamatan 

... ... ...... ......... , Kabupaten Ponorogo, dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB. 

Galon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah : 

1. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

...................... al am at ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

2. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

3. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

4. .Sdr . ............................................. umur ........ tahun, .pendidikan ................. . peker.jaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut .... .. 

5. .. ...................... dst. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Kecamatan 

......................... dengan disaksikan oleh para Cal on Kepala Des a dan/atau Saksi, tel ah 

mengadakan penelitian terhadap : 

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.

2. 

3. 

Jumlah Suara yang dinyatakan sah

Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah

suara. 

suara. 



2 

Berdasarkan hasi1 pengnitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Ca1on 

memperoleh 

1. Sdr. ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr ......... , .. ;i . . . . . ... . .; . . . . . .. .  , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

3. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara . 

4. Sdr ................................. , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara . 

Juml a h  (
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

........................................................ ) suara. 

Oengan te1ah se1esainya penghitungan suara, rnaka selesailah Pemilihan 

Ke pal a Des a .............................. ..... , Kecamatan .................... ... Kabupaten Ponorogo . 

.Demikian .Ber.ita .Acar.a .ini .dibuat .de ngan sebenar.nya .dan .dapat .diper.gunakan 

seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

.P.anitia .P.er:nili.h.an .Ke.pala D.es_a 
Desa ........ ..... . Kecamatan . . .. ... ... . .  . 

Kabupate n Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua

( . ........ ... . ) 
( ........... :.) 

3. Sekr etaris . . . ... . . . ... ... . . . . . . .  ( .. ... . .... . .. ) 
4. Bendahara

Galon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ........ ) 
2 . ... ..... . . . . . .. . . .. . ( . . .. . . . . .  ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .... ..... ) 

( ..... ..... ... )

Sa k s  i 

1. . . . . . .. . . . . .. .. . ( .. . .. . .. . ) 
2 . . . . . .. . . ... . . .. . { . . . . . .. . .  ) 
3. . . . .. .. . .. ... ... ( .... . . ... ) 
4. . . . . .. .. ... . . . .. ( .. ...... . ) 



II Format T II 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
_s_ekr.etariat : .JI. ···-······-······--·····.No .......... T.elp .(.0.3.52) .. ··········-··· .Kod.e .P.os .............. . 

BERITA ACARA 

PENGHITUNGAN SUARA TPS ............ . 

.P-E-M�L�l-:'..AN -KE.PALA DESA 

DESA .......................... KECAMAT AN ...................... . 

Pada hari ini ... ...... ... tanggal ......................... tahun ... ...... .... bertempat di 

.......................................... , Kecamatan ............ ........ , Kabupaten Ponorogo telah 

difaksanakan Penghitungan Suara pada TPS ..................... Pernilihan Kepa1a Desa 

...... .............. , Kecamatan ............ ... ...... , Kabupaten Ponorogo, dari jam ........... WIB 

s/d jam ........... WIB. 

Galon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah : 

1. Sdr. umur tahun, pendidikan 

pekerjaan . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ala mat ........................................... , dengan nomor 

urui ...... 

2. Sdr ............................................. umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... ala mat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

. 3. .Sdr . ............................................ . umur ........ tahun, .pendidikan .................. pekerjaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

4. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... ala mat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

5. . ....................... dst. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

Kecamatan 

......................... dengan disaksikan oleh para Ca Ion Kepala Desa dan/atau Saksi, telah 

mengadakan pene1itian terhadap : 

1. Kotak Suara dan Surat Suara pada TPS . . . . . . . . . . . . . . . .. . dalam kondisi baik dan 

memenuhi syarat. 

2. 

3. 

Jumlah Suara yang dinyatakan sah 

Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah 

suara. 

suara. 



2 

Berdasarkan nasi1 penghttungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Ca1on 

memperoleh 

1. Sdr . ................................ , memperoleh . .. .. . . . . ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

3. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

4. Sdr . ................................ , mem peroleh .. . . .. . . . ( ........................................... ) suara. 

Ju m lah ( ....................................................... . 
........................................................ ) suara. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan 

seperlunya. 

. .................... ..... , .................... ... ......... 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
·oesa ... .. . .... .... -.Kecarnatan .. ......... . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Benda hara

Galon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
2 ..................... { ......... ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . ) 
4 ..................... ( ......... ) 

( . . . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . ... . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . . ) 
J \ 
l ............. ) 

Saks i 

1. . ............... ( ......... ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . . ) 
3. . .... ..... .. ... . ( ..... . .. . ) 
4. . ............... ( ......... ) 



II Format U -1.1 II 
.PAMT�A PEMI-L+HA-N KE.PA-LA OESA 

DESA ....................... KECAMAT AN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH 

PEMUNGUTAN SUARA ULANG 

PEMILIHAN KEPALA DESA ......................... .

KECAMATAN ...................... . 

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 11 Tahun 2015 .ten.tang .Kepala Desa, Pemmh yang .be�um .terdaftar .da!am DPT 

tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan Kartu Tanda Penduduk atau 

bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti 

Pendaftaran Pemilih 

Nomor Pendaftaran 

Nam a 

.......... I RT. ..... I RW ....... I 20 ..... tanggal ........................ . 

-�omor .KTP
Tempat Tgl. Lahir I umur

Jenis kelamin

I ............ tahun. 

Laki-laki I Perempuan 

Alam at JI. ................................. No. . .... RT. . ........ RW . ........ . 

Oukuh . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . Desa .................................. . 

Kecamatan ...................................... . 

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam 
Pemilihan Kepala Desa, Desa ............................ Kecamatan ........................ Kabupaten 
Ponorogo. 

. ......................... , ................................ 20 .. . 

1. 
2. 
3. 

·Panitia Penoawas
,J 

, 

( . . . . . . . .  ) 1. 
( ........ ) 2. 
( ........ ) 3. 

Pemilih yang bersangkutan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 
2. 
3 

-Panitia Pemilrhan Kepala Desa :

( . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . .  ) 

Sa k s  i 

( . . . . . . .. ) 
( .. . . . . . .  ) 
( ... . . . .. ) 



Jj Format U -1.1.1 II 
-PAN:lf1A PEMtltHAN 'KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ........... .. 

BERITA ACARA 

PEMBERIAN KES EMPATAN MENG GUNAKAN HAK PILIH 
PEMUNGUTAN SUARAULANG 

OALAM PEMiUHAN KEPALA OESA ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini .. .. ....... . tanggal ..... ... . .... ... . ... ..... tahun ......... .. .. bertempat di 

.... . ............ ............ .......... ... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ... . .. .. ...... .... ... , 

-Kecamatar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Bukii Pendaftaran 

Pemilih dan penelitian yang kami dilakukan bersama Panitia Pengawas dan/atau Saksi 

sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 

.ten.tang Petunjuk .Pelaksanaan Per:atur:an Daer.ab. Kabu.paten .P.onor:ogo Nor.nor 11 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak 

pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa ............. ........... . . 

Kecamatan . .. . . .. . . .  . .  . .. . . .. . .. Kabupaten Ponorogo kepada .. . . .. . .. .. .. . . . ( .. . .  . . . . .. . . . .. . . . .. ) 

Pemitrh, sebagaimana iampiran Belita Acara ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

' " " " ' ' •  "' "' •" • "• ' • '  • • I • • •" • • • • •" • • • • •" • • • • • • • • • • • ,  • 20 • •, • 

.Panitia .P.e.milihan .Ke.pal.a D.e.s.a 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . .. . .. . . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
... Benda-hara '+. 

( ..... . . . . ... . ) 
( ..... ... . .... ) 
( .... ..... .... ) 
\ .. . . ......... ) 



II Format U -1.2 II 
.PANiTiA :PE:MtUHAN i(EPALA OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat : JI. ..... ................... No . ...... Telp (0352) ..... ... ...... Kade Pas ......... ... . 

BERITA ACARA 

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMAT AN ...................... . 

Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun ............. bertempat di 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kecamatan ............ ........ , Ka bu paten Ponorogo tel ah 
dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa ... ................. , 
Kecar:natan .......................... .. .... , Kahupaten P.onor:og.o .. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ....... ................ . 
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa ......... ................ , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Cal on Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Seteiah mengadakan pene1itian dengan disaksikan oleh para Ca1on Kepa1a 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ......... .. ........ menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................ . 
Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/d jam ..... .......... . 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang­
tt'ndangan yang berlaku, dengan hasil sebaga1 berikut: 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

pemilih . 
pemilih. 

·hak pilih _ . _ .. .. . . . . .. pemilih. 
4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih .... ..... ..... . pemilih. 
5. Jumlah Surat Suara .. . .. . . . . . .. .. . lembar. 
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih . ...... .. ...... lembar. 
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ...... ... ... .. . lembar. 
-8. Jt:rmlah Surat Suara -yang -sa!ah -ooblos ............... lembar. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

1. Ketua
2. 
3. 
4. 

-V\/akn Ke'tua
Sekretaris 

. ......................... , ....................... ......... 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . .. . . ... . . . .  . 

Kabupaten Ponorogo 

( .. . . . . . . . . . . . )
{ .. . . . . .. . . . .  ) 
( . . . . . . . . .. . .. ) 
( . . .. . . .. .. .. . )

Galon Kepala Desa : S a k s  i 

1. 
2. 
3. 
4. 

( ........... ) 
( . . . . . . ... . .  ) 
( . . . . . . ... . .  ) 
( . . . . . . . . . . .  ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

( . . . . . . . . . . . ) 
( . . . . ... . . . .  ) 
( ........... ) 

( . . . . . ... . . .  )



II Format U - 1.3 II 
.PANtTIA .P-EMILI-HAN K-EPALA OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERIT A A CARA 

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA INDUK 

Pada hari ini . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . tahun...... ... bertempat di 
............................ , Kecamatan ......... ........... , Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan 
Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara lnduk Pemilihan Kepala Desa 
... ... .............. , Kecamatan ............ ... ...... , Kabupaten Ponorogo. 

Hadlr dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh ................... .. 
Desa ........................ yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, 
Bad an Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 

......................... dan Galon Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Setelah -mengadakan penel�tian -dengan -d�aksikan -oleh para Calon K-epala 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ................ . 
Ka bu paten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................. s/d jam ............... . 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
1truiar:ig.ar:i y.ar:ig b.e.rlaku, rlengan .h.asil .s.ehagai b.erik.ut .: 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan

hak pilih
4. Jum1ah Pemifrh yang tidak menggunak.an hak. pilih
5. Jumlah Surat Suara
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak
8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos

pemilih. 
pemilih. 

pemilih. 
pemilih. 
lembar. 
lembar. 
lembar. 
lembar. 

Oemikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa .. . . . . . . .. . ... Kecamatan . . . . . . . . ... . . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4.

Galon Kepala Desa 

1 . .. . . . . . .... .. . . . ... . 
2 . . ......... ... . . . . .. . 
3 . . . ..... ..... . ... . .. . 
4 . . . . ... . . . . . . . . . .... . 

( ......... ) 
I \ 
\ • • • • • • • • •  J 

( . . . ... . . .  ) 
( . . .... . . .  ) 

S a  k s  i 

( . . . . . ... . .. . . ) 
(

. . . . . . . . . . . . .  
) 

( .. .. . . . . . . ... ) 
/ \ 

l ............. ) 

1. . . . . .. .. . . . . . . . .  ( . . .. . . . . .  ) 
2. . ............... { ......... ) 
3. . . . . .... . ... . . . .  ( . ... ... .. ) 
4. . ..... . . .... . . . .  ( . .... . . . .  ) 



II Format U - 1.4 II 
'.PA'Nt'f1A f>E"MtltHAN Kc-PALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERIT A A CARA 

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .......................... KECAMAT AN ...................... . 

PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAMBAHAN 

Pada hari ini ............ tanggal ......................... tahun ............. bertempat di 
. . . .. . ... .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . , Kecamatan .................... , Kabupaten Ponorogo tel ah 
dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Tambahan 
.Pemilitlan .Kepala .Desa ... ........... , .Kecamatan ............... , .Kabu.paten .Ponor:ogo. 

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Duk uh .................... . 
Desa ........................ yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa ......................... , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan 
......................... dan Ca Ion Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Sete1at, mengadakan pene1itian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ................... , Kecamatan ............... .. 
Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam ................. std jam .............. .. 
telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang­
tmdangan yang ber�aku, dengan "tiasH sebagai ·berikut: 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

pemilih. 
pemilih. 

3. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan menggunakan
iw:k-pftth .. ............. pemil+h. 

4. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih ............... pemilih. 
5. Jumlah Surat Suara .. .. .. .. .... .. . lembar. 
6. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih .. .. .. .. . .. . ... lembar. 
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak ............... lembar. 
-8. .Jumtah-Sur.at -Suar.a y.aPrg sa!ah .coblos . .. .. .. . . .. .. . . -!em.bar. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. .......... ........... .... , ...................... . .. . ...... 20 ... . 

Panitia PemiHhan Kepa�a Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . .  . 

1. Ketua
2_ -V\iakij Ketu.a
3. Sekretaris
4. 

·Calor-i K-epala ·Oesa

Kabupaten Ponorogo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . ..... ) 

. .. . .  - - . - - - .. - - - - . .  - . - . - •( - . - . - . .  - . - - . .  ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .. . . . . . . . . . . .  ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ..... ..... . . .  ) 

S I 8-K·S-I : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ... . . . . . .  ) 1. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . .. .. ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ... . . . . .  ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . ... . . . .  ) 

4. ·• .... ·• .............. ·• . ·• ............ ( ........ . ....... ) 

2. . ........... - ... ( ......... ) 
3. . .. .. . . . . .. . . .. . ( . . .. . .... ) 
4 .................... .. ( ...... .... ) 



II Format U - 1.5 II 
·PAfflT-IA PEMtLtHA-N i<-EPALA OESA

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ........... .. 

BERITA ACARA 
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

PADA TEMPATPEMUNGUTANSUARAKHUSUS 

OESA . .. .. .. ..... .... ...... .... -K-E-CAMAT·A�� ...................... . 

Pada hari ini .... .. .. .. . . tanggal ......................... tahun... ... .. .. .. . Panitia 
Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat 
Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di .................... , .................. dan ............... .. 
, Kecama1an ............ .... , Kabupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panitia Pengawas 
dan saksi. 

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala 
Desa dan I atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ................... menyatakan 
bahwa Pemungutan Suara di TPS Khusus Pemilihan Kepala Desa ................... , 
Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Ponorogo, yang di1aksanakan mu1ai dali jam 
................. s/d jam ................ telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut : 

1 . Jumlah Surat Suara yang disiapkan 
2. .Jumlah .P.emilih y.ar:ig .menggunak.an .hak .pilit:l
3. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih
4. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak
5. Jumlah Surat Suara yang salah coblos

lembar. 
.pemilih. 
lembar. 
lembar. 
lembar. 

-Rh':loian .Pelaksanaan P-emungutan Suara pada TPS khu-sus sebagaknana
Lampiran Serita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ································ 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ... . . . . ... . .  . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4.

Galon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
·2. ···················· '( ......... ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 

( . . . . . . .. . . ... ) 
( ..... .. . .. . . .  ) 
( . . . ... . . . . ... ) 
( .. . ... . ..... . ) 

S a  k s  i 

1. . ............... ( ......... ) 
�2. . ............... '( ......... ) 

3. . ............... ( ......... ) 
4. . ............... ( ......... ) 



II Format U - 1.5.1 II 
.PA-NIT�A .PEMILIHAN KEPALA OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ........... .. 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG 

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS 

PEMILIHAN KEPALA DESA .......................... KECAMATAN ...................... .

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... ....... . 
·Kecamatan ""·' "" , ·Kabupaten Ponorogo telah meiaksanak.a.n Pe.mungutan -Suara
Ulang di Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di .. . . ........... . .. ........... .. 

Pemilih yang karena sesuatu hal berada di Tempat Pemungutan Suara Khusus 
tersebut telah terdaftar dalam DPT serta dapat menunjukkan Bukti Surat Undangan 
menggunakan .hak .pilih .dan Kar.tu Tanda P.enduduk atau .bukti yang Jain setelah 
dilakukan penelitian kebenarannya kepada Pemilih 

Nama 

Nomor Undangan 

NomcrKTP 

Tempat Tgl. Lahir I umur 

Jenis kelamin 

Ala mat 

·····························································································

.............................................................................................. 

·····························································································

I ............ tahun. 
Laki-laki I Perempuan 

JI. ...... � .. . .. . .. . . . . . . . .. . ... .. . .. No . . . . . . RT. . . . .. . . . . RW. . ....... . 

Oukuh . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Desa .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Kecamatan 

Kepada yang bersangkutan diberikan menggunakan hak pilihnya dalam 
Pemilihan Kepala Desa, Desa ............................ Kecamatan ................. .. .. . . . Kabupaten 
.Ponor.ogo .di Tempat .Pemungu.tan .Suar.a Khusus ter.sebu.t 

1. 
2. 
3. 

.......................... , ································ 20 ... 

Pemilih yang bersangkutan 

······································ 

s .a.ks j .: 

( ... .. ... ) 
( . ...... . ) 
( . ... . .. . ) 

1. 
2. 
3. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa : 

( ..... . . .  ) 
{ . . . ... .. ) 
( ... . ... . ) 

PEJA.BAJ DJ JPS KHUSUS 

Kepala Dinas / lnstansi 

······································ 



:PAMTIA PE:Mft.tHA"N "Kc-PALA OESA 

Ii Format U - 2.1 JI
DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pas ............ . 

SERITA ACARA 

PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

�SA .......................... KECAM.Al A-N ...................... . 

Pada hari ini ... ......... tanggal ... ... ... .......... ...... tahun ...... ....... bertempat di 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , Kecamatan .................... , Ka bu paten Ponorogo telah 

diiaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa ......... ........... , 

Kecamatan ..................... , Ka bu paten Ponorogo, dari jam ........... WIB s/d jam .......... . 

WIB. 

Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah : 

6. Sdr ............................................. umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

...................... a lam at ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

7. Sdr. ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... ala mat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

8. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

............................ a!amat ........................................... , .dengan .nomor .urut ..... . 

9. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... a lam at ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

1 O. . ....................... dst. 

Panitia Pemilihan Ke pa la Des a · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·t Kecamatan 

......................... dengan disaksikan oleh para Galon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah 

mer.gadakan peneHtian ter-hadap 

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.

2. 

3. 

Jumlah Suara yang dinyatakan sah

Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah

suara. 

suara. 



2 

Berdasarkan hasi1 penghitungan suara yang dinyatakan -sah, masing-masing Ca1on 

mempero!eh 

1. Sdr. ................................ , mempero!eh ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr . ................................ , memperoleh ( ........................................... ) suara. 

3. Sdr. ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

4. Sdr. ................................ , memperoleh ( ........................................... ) suara. 

Ju mla h ( ....................................................... . 

........................................................ ) suara. 

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah Pemilihan 

Kepala Desa ................................... , Kecamatan ..................... .. Kabupaten Ponorogo . 

.Demikian Ber:ita .A.car.a .ini .dib.uat .dengan sebenam¥a .dan .dapat .diper.g.unakan 

seperlunya. 

. ...... . .... .............. , ...... ..... . ................. . .. 20 ... . 

P.ani!ia .Pem.iJJ.b.ao .K..e.pal.a Des.a 
Desa . .. . . ... . . . . . .  Kecamatan ... . . . . .... . . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara 0 • I o  I I I I •  o I O  O o I o  I o •  I I •

( . . . . . . . . . . . . . ) 
( . .... . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . .. . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 

Galon Kepala Desa : Sa k s  i 

1 . . . . . . . . ... . . . . . . . . .  . 
2 .................... . 

3 .................... . 

4 .................... . 

( . . . . . . . . .  _) 
I I 
t ......... ) 

( . . . . . . . . . ) 
( . . . . . . . . .  ) 

1. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . .  ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . .  ) 
3. . . . . ... ...... . . .  ( ......... ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . .  { . . . . . . ... ) 



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

II Format U - 2.2 II

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

.S.ekr.e.tariat .: Jl. .................................. No. -·-··-··-· T.elp .(.0.3.52) .. . ........... .. .Knde .Pns ................ . 

BERITA ACARA 

PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ............ . 

.PEMILIHAN -KE.PALA OESA 

DESA .......................... KECAMA TAN ...................... . 

Pada hari ini ... ...... ... tanggal ................ ... ...... tahun ... .......... bertempat di 

·········································· , Kecamatan ......... ...... ..... , Kabupaten Ponorogo tel ah 

dHaksanakan Penghitungan Suara U1ang pada TPS ..................... Pemilihan Kepala 

Desa ... ... .............. , Kecamatan ...... ......... ...... , Kabupaten Ponorogo, dari jam 

........... WIB s/d jam ........... WIB. 

Galon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah : 

1. Sdr. ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... ala mat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

2. Sdr. ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut ..... . 

3. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

............................ alamat ........................................... , .dengan .nomor .ur:ut .... .. 

4. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alamat ........................................... , dengan nomor urut .... .. 

5. Sdr . ............................................ umur ....... tahun, pendidikan ................. pekerjaan 

........................... alarnat ........................................... , dengan nomor urnt ..... . 

6. . ....................... dst. 

Panitia Pemilihan Kepala Desa ................................. , Kecamatan 

......................... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah 

mengadakan peneHtian terhadap 

1. Kotak Suara dan Surat Suara pada TPS .. . .  .. .. . . .. . .. .. . dalam kondisi baik dan

memenuhi syarat.

2. 

3. 

Jumlah Suara yang dinyatakan sah 

Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah 

suara. 

suara. 



2 

Berdasarkan hasi1 penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Ca1on 

memperoleh 

1. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . memperoleh .. . .. . .. . { ........................................... ) suara. 

3. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

4. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

Ju m l a h  ( ....................................................... . 

...................................................... .. ) suara. 

Oernikian Berna Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan 

seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
·.De-sa . . . . . . . . . . . . . Kecamatan .......... . 

Kabupaten Ponorogo 

1 .  Ketua 
2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

( . . . . . . . .. . . . . ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . . ) 

4. Bendahara . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . .  ) 

Galon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . ... ) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { ... . . . . . .  ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . ... . . .  ) 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .. .... ... ) 

S a  k s  i 

1. . . . ... .... ..... . ( .. . . . ... . ) 
� / \ 

L. . ............... � ......... ) 

3. . . . . . . . . . . . . . ... ( . . . . . . . . .  ) 
4. . ............... ( ......... ) 



II Format V - 1 & 2 II 
:PAMTIA PEMtLtHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat : JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .......................... KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ...... ...... tanggal ......... ................ tahun ............. bertempat di 
.......................................... , Kecamatan ......... ... ... ..... , Kabupaten Ponorogo Kami 
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ... ... ...... ........ , Kecamatan ..................... , 
Kabupaten Ponorogo, telah melaji<sanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan 

dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ............................. , Kecamatan 
......................... dengan disaksikan oleh para Ca Ion Kepala Desa dan I atau Saksi, tel ah 
.mengadakan -penehtian -terhadap 

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap . ............ pemilih. 

2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih ·············· pemilih.

3. JtJmlah P.emmh yang -d�ber.i kesempatan -menggunakan

hak pilihnya ............... pemilih 

4. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS Khusus ·············· pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih ············· pemilih.
·6. Jumlah Surat -Suara .,, . . .. . .  ,. . . . .  .,,. ·!embar .

7. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih ·············· lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai ·············· lembar.
9. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak .............. lembar . 
10. . Jumtah Surat Suara yang sala'h coblos · · · · · · · · · · · · · ·  ·1embar.
11. Jumlah Surat Suara yang masuk .............. lembar . 
12. Jumlah Suara yang dinyatakan sah ·············· suara.
13. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah ·············· suara.

Pe1aksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan 

dengan disaksikan oleh Galon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di 

tempat Pemilihan Kepala Desa. 

Ber.dasar:kan hasil Penghitungan Suar:a sah, masin.g-masing .Calon mer:nper:o!eh 

1. Sdr . ................................ , memperoleh . . . . . .. .. ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr . ................................ , memperoleh . . . . .. . .. ( ........................................... ) suara. 

3. Sdr . ................................ , memperoleh . . . . . . . . . ( ........................................... ) suara. 

4. Sdr . ................................ , mempero1eh ......... ( ........................................... ) suara. 

J u m l ah ( ....................................................... . 

........................................................ ) suara. 
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Berdasarkan hasil penghttungan suara, Ca1on Kepa1a Desa Nornor Urnt . ....... . 
( ... ....... ), Sdr . .... ................. ................. telah memperoleh suara terbanyak yaitu ........... . 
( ................... . .......... ) suara, sehingga telah me menu hi syarat untuk ditetapkan sebagai 

.Calor. .Kepala .Desa Ter:pHih .da!am Pemilihan Kepala Desa .. . ....... ........ , Kecamatan 

..... . .. ............. Ka bu paten Ponorogo. 

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ........................ , 

Kecamatan . ... ......... ... .. . .  Kabupaten Ponorogo. 

Demikian Serita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat dengan 

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . 

................ .......... , .......... ............. ......... 20 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Des.a .............. Kecamatan ............ . 

Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendanara

Galon Kepala Desa : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . ...... _) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ...... .. . ) 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ......... ) 
4 ......... ..... ' . . . . . . ( ... . . ... . ) 

( .. . .... . . . . .. ) 
( ........ . . .. .  ) 
( .. . . . . . .. ... . ) 
( . ... .... . . . . . ) 

Sa ks i 

1. . ... ..... . ... ... ( ... . . .... _) 
2. . ... .. . .. .. . .... ( . .... .... ) 
3. . ............... ( ......... ) 
4. . ......... ..... . ( . . . . . . . .. ) 



II Format V - 3 II 
PANiTiA PEMiUHAN KE-PALA OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .................... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: ............... . 

TENT ANG 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH 
PEMILIHAN KEPALA DESA ................... KECAMATAN ................... .. 

Mengingat 

KABUPATEN PONOROGO 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ................ , 

a. ·bah,va ber<lasarkan Betita Acara Pe!aksanaan Pemmhan Kepala
Desa ..................... , Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa 
......................... Kecamatan ................... , maka Baka I Ca Ion Ke pa la 
Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon 
Kepala Desa Terpilih; 

b. bahv,a Calon Kepala Desa T erpHih sebaga1mana dimaksud pada
huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu untuk
menetapkan Calon Kepala Desa Terpriih dengan rnenuangkannya
dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-U.ndang Nomo.r 6 T.ehun 20 :14 te.ntang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
.P.eratur:an P.eme.r:in.tab Re.p.ub.lik .Ln.d.o.n.e.sia .N.o.mo.r 4 3 Tahun 2.0 14
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menter, Dalam Negerl Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
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8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pen_gan,gkatan dan Pemberhentian Kepala Desa seba_gaimana
te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

1-0. .P.er.atur-an -Daer-a-h Kabupaten Ponorogo Nor.nor 11 T ahun 2015
tentang Kepala Desa; 

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 

12. Peraturan Desa ...................... Kecamatan ................... Nomor .... . 
Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan 

.fl.4EM.UTU.SKAN 

Menetapkan 

KESATU Menetapkan Galon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa 

KEOUA 

KET I GA 

...................... Kecamatan ............................ Kabupaten Ponorogo. 

Penetapan Ca1on Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah : 

Nomor Urut 

Nam a 

Tempat -I T anggal -Lah�r 

Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Agama 

.Ala.mat 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

PANlT1A PEM1LIHAN KEPALA OESA 
DESA. .............. KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2. -Camat ......................... -; 
3. Ketua BPD Desa ................... Kecamatan ...................... ; 
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.



II Format W 

PAttlTiA PEMIUHAN KEPALA OESA ANTAR ,, .. ,fAKTU 

DESA ....................•.. KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN 

BAKAL -CALON KEf>ALA OESA ANT AR WAKTU 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

II 

Pada hari ini ... ... ...... tanggal ... ... .......... ......... tahun ... ... ........ , bertempat 

di ...................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

...... ......... ... ... , Kecamatan ............... ..... , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan 

pen�tft!an 'berkas :Ba'!(a'.! Caton 1(.epata Vesa Antar VVa:ktu, Pemmhan K.epa1a 1Jesa A.ntar 

Waktu, Desa ...... ... ........... , Kecamatan ...... ... ... ...... ... , Kabupaten Ponorogo, sesuai 

ketentuan Pasal 97 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Nomor .... Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Kepala Desa, dengan hastl sebagai 'berikut: 

1. Sakal Galon Kepala Antar Waktu Desa sejumlah ......... ( .. . .. . . .. ... ) orang. 

2. Sakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan menjadi Caion Kepafa Oesa Antar VVaktu sejumiah ............ ( . . . . . . . . . . . . . )

orang, yaitu

a. Sdr. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. umur .. . . . . ... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 
·b. Sdr. .. .......................................... -u-mur ......... -tahun, ·pendid�kan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

c. . ......................... dst. 

3.. B.akal C.alon .Ke_p.ala De.sa Antar Wakiu yang 1idak meme.nuh.i pe.rsyarata.n uniuk 

ditetapkan menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah .......... ( ................ ) 

orang, yaitu 

a. Sdr. .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . umur . . . . .. . . . tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

b. Sdr. .. . . . . .. . ... .. ... .. . .... .. . .. .... .. .. . . . . . .. umur . . .. .. ... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

c. . ......................... dst. 



II Format X 

PANiTiA PEMiUHAN KEPALA OESA ANTAR V./AKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

BERITA ACARA 

PENELITIAN KELE NG KAP AN PERSY ARA TAN 

BAKALCALON KEPALA OESA ANTAR WAKTU PERPANJANGAN \AJAKTU 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

II 

Pada hari ini ... ...... ... tanggal ...... ................... tahun .............. , bertempat 

di ...................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

.................. ... , Kecamatan ...... ... ... ........ , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan 

pene'M�an 'berkas ·saka! --Caion Kepa'la t>e.sa Antar VVaktu perpan]angan waktu 

pendaftaran, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa ... ... ... ... ... ..... , Kecamatan 

... ...... ... ......... , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor Nomor .. .. Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Oaerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 

dengan hasil sebagai berikut : 

1. Sakal Galon Kepala Antar Waktu Desa sejumlah ......... ( . . .. .. .. . . .. ) orang. 

2. Bakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah ............ ( ............. )

orang, yaitu

a. Sdr. . ........................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

b. Sdr. . ........................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

c. . ......................... dst. 

3. Baka! Galon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah .......... ( ................ ) 

-oraRg, ya�tl:l

a. Sdr. .. . ... . .. .. . .. . .. ... ... ... .... . .. .. . ... .. . .. umur .. .. .. . .. tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

. b.. Sdr.. ········································-· .......... ,, .............. u.·.·-·n.·.· umur nn.w.... !a.hun, .pend.idik...ao .·.········· .................. . 
pekerjaan .. . ........................ ala mat .................................................................... .. 

C. . ......................... dst. 
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4. Sakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah ............... . 
( .... ........ ) orang, yaitu : 
a. Sdr. . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. umur . .. . .. . .. tahun, pendidikan ................ . 

.pe.ke.r:j.a.an ········ ,..,.,,,..,,.,. .•,•nnnnn.•.• .a.laJn.a.t ,., ,. ,., ,. .......... ,,,., ... , .. , ,, , ,., , ...... ,, ,,,, •' ,,,, •'•'•', .. , , ,., ,, , ,., , ,,,, ,,,,,' .• ,. ,. , ,' ,,,, ,, ,,,, ,, •' ,, ,, ,, , 
b. Sdr. . .. .. . . .. .. . .. .... .. .... .. .. . .. . .. .. .. .... .. umur . . . . . . . . . tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 
c. . ......................... dst. 

Demikian Berita Acara 1m dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 .... . 

Sadan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Desa ............. Kecamatan ............. . 

1. Ketua
2. Wkl. Ketua
3. Sekretaris
4.

( .......... ) 1. 
( .......... ) 2. 
( .......... ) 3. 

4. 

Desa ............. Kecamatan .......... ... . 

·Kabupa1en Ponorogo

Ketua 
Wkl Ketua 
Sekretaris 

: ................... ( .......... ) 
: ............... .... ( .......... ) : ...... ............. ( ... ... .... )
: ............ ....... ( ...... .... )



II Format W -1 

-PA"NITIA -PEMtLtHAN KEPALA OESA ANTAR WAKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Se kretariat: JI. .... . . ..... . .... .. .... .. No ....... Te lp (0352) ..... ......... Kade Pos ............ . 

Nama Sakal Galon 
Alam at 
Pel<er]aan 

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN 
SAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

Uraian I Ada I Tidak I
.. � ,,....., ,....,,r ...... , ,  

2. Daftar Riwavat Hiduo 
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanvak 6 ( enam) lembar 
4. Pernvataan bertaawa keoada Tuhan YME 

Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 
5. 1945-dan-memelihara -keutuhan NKRI -dan ·Bhineka Tunaaal -lka
6. Foto Copy liasah terakhir dileaalisir
7. Foto Copy Akta Kelahiran I Surat Kelahiran dileaalisir
8. Bersedia Dicalonkan meniadi Kepala Desa
9. Fata Coov KTP dileaalisir

·, 10. Sur.at-Keter.anQan -Catat.an -Keoolisian .( SKCK�
11. Surat Pernvataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Peniara

I 
Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

I putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

I 12.
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
peniara oalina sinakat 5 (lima) tahun 

J 1'3, Sura'! J<eteranaan 'tida'k dicsbut·hak plH.hnya I J 

14. Surat Keteranaan sehat dari dokter
Surat pernyataan tidak mengundurkan diri set el ah ditetapkan

15. sebagai Galon Keoala Desa

; 16. 
Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiaa) kali masa iabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004

i 
Sur-at Perny-ataari bersedi-a dan sanggup menja!-ankan ke•Najiban I I 

sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
I 17. undanaan 

Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang 
t 18. bersangkutan oada saat meniabat sebaaai Kepala Desa 

19. 

Ket. 

I[ 

I 

Perni'.ataan bersedia tidak membuat keributan I keonaran 
.I Pemyataan tklak pernah -diberhentikan Mak oongan hormat -dari 

·-= i-.-�-J 

/ 20. pekerjaan sebelumnva 
Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, 

i 21. Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb). 
Hasil penelitian memenuhi syarat I tidak memenuhi syarat. 

1. Ketua 
2. Anggota

.......................... , ................................ 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . .... .. . 

Kabupaten Pono rogo 
Sek-si .Pendaftaran Bakal Galon 

1. 
2. 
3. 

� 4. 

( ' ...... ' ..... ) 
( ............. ) 
( .... . . ....... ) 
( ............. ) 
(----···---··-) 
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4. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah ............... . 

( ...... ...... ) orang, yaitu : 

a. Sdr. . . . .. . .. . ... .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . umur . . . . . . . . . tahun, pendidikan ................ . 

.pelke,r:j.aao .... ,, ......... .,. .......... ,,,..,. .... .I' •••• ,,,. •••• .,.,.,,. .. .a.J.a.m..al ,·ft,.,..,..,..,. ............. "' ..•. ,,.,, .... ,,.,,. •• ,,..,.,,.,.,,.,.,,.,_ ....... ,..,..,.., ........................ .,,, .. ,,,.,. ....... ,,. •. .,..,.. •• ,,,.,.. •••.•. ,,.,.,,. ........ .. 

b. Sdr. ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

c. .. ........................ dst. 

Demikian Berita Acara 1rn dibuat dengan sebenarnya untuk d"1pergunakan 

seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 ... .. 

Sadan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Oesa ............. Kecamatan ............. . 

1. Ketua
2. Wkl. Ketua
3. Sekretaris
4.

( .......... ) 1. 
( .......... ) 2. 
( .......... ) 3. 

4. 

Desa ............. Kecamatan ............ .. 
'Kabupaten Ponorogo 

Ketua 
Wkl Ketua 
Sekretaris 

: ... ................ ( .......... ) 
: ................... ( .......... ) 
: ................... ( . . . . . . . . . . ) 
: ................... ( .......... ) 



II Format X -1 

-PA"NmA 'PEMtllHAN KEPALA OESA ANTAR WAKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 
Sekretariat: JI. ........................ No . . . . ... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA 

ANTAR WAKTU PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN 

Nama Sakal Calon 
Alamat 
Peker)aan 

. .

2. 

' 3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

1-0.

11. 

12. 

Ur ai an 

..... ,,,1 ..... t II 0 1  

Daftar Riwayat Hidup 
Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar 
Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME 
Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 
1-945 -dan -memelihara ��utuhan NKRI -dan -Bhir:leka Tunaaal -U<.-a 
Fata Coov ljasah terakhir dilegalisir 
Fata Copy Akta Kelahiran I Surat Kelahiran dilegalisir 
Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa 
Foto Coov KTP dilegalisir 
Sur.at -Keter.angan -Catat-an -Kepolf.Sian ·( SKCK) 
Surat Pernvataan Tidak Sedanq Menialani Pidana Penjara 
Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

I Ada ITidak I 
I I l 

. . . 1 1'3. .I Surat Keteranoan flda'k dicabut hak ortmnva 
14. Surat Keterangan sehat dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan
15. sebagai Galon Kepala Desa

16. 

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004
-Si...trat P-ernyataan bersedia -dan sanggup menja�ankan kewajiban I l 

sebagai kepala Des a sesuai ketentuan peraturan perundang-
17. undangan

18. 

Surat Pernyataan sanggup bertempat di desa ting gal 
bersanqkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa

yang

19. Pernvataan bersedia tidak membuat keributan I keonaran

20. 
Pernyat-aan ttdak pernah -d�berhantHcan ttdak dangan hcrmat dar1 
pekeriaan sebelumnya 

21. 
Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, 
Kepala Desa. BPD dan Peranqkat Oesa dsb). 

Hasil penelitian memenuhi syarat I tidak memenuhi syarat. 

1. Ketua
2. Anggota

.......................... , ................................ 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan . ......... . 

Kabupaten Ponorogo 
Sek-si .P-eAdaftaran Bakal -Cakm 

. . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  ( . . . . . . . . . . . . .  ) 
1. . .... . ... . ........ . ( .... . . . ...... ) 
2. . .................. ( . . .......... . ) 
3. . ............. ..... ( ............. ) 
4. , , - - - , . - - - , , - - - , .. - , '(, - , - - , . - , , .. - ')

Ket. 

II 

I 

I 



II Format Y 11 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

BERIT A A CARA 

PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN 

BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU PENDAFTARAN ULANG 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ........................ .. 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ......... ... tanggal ... ... ... .......... ... ... tahun ......... ..... , be rt em pat 

di ...................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

................ .. ... , Kecamatan ......... ...... ..... , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan 
penelitian berkas Bakal Galon Kepala Desa Antar Waktu Pendaftaran Ulang, Pemilihan 

Kepala Desa Antar Waktu, Desa ...... ...... ........ , Kecamatan ... .................. , 

Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Ponorogo 

Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai 

berikut: 

1. Bakal Galon Kepala Antar Waktu yang mendaftarkan diri sejumlah .... ( ..... ) orang. 

2. Bakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Cal on Kepala Desa Antar Waktu sejumlah ............ ( ............. )

orang, yaitu

a. Sdr . ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................ . 
pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

b. Sdr. . ........................................... umur ......... tahun, pendidikan ................ . 
pekerjaan ........................... alamat .................................................................... . 

c. . ......................... dst. 

3. Baka! Galon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah .......... ( ................ )
orang, yaitu

a. Sdr . ............................................ umur ......... tahun, pendidikan ................ . 
pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

b. Sdr. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. umur . . . . . . . .. tahun, pendidikan ................ . 
pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 

c. .. ........................ dst. 
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4. Sakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah ............... . 

( ............ ) orang, yaitu : 
a. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. umur . .. . .. . .. tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 
b. Sdr. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. umur . . . . . . . . . tahun, pendidikan ................ . 

pekerjaan ........................... ala mat .................................................................... . 
c. . ......................... dst. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan 

seperlunya. 

. ......................... , ................................ 20 .... . 

Sadan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Desa ............. Kecamatan ............. . 

1. Ketua
2. Wkl. Ketua
3. Sekretaris
4.

( ... ....... ) 1. 
( .......... ) 2. 
( .......... ) 3. 

4. 

Desa . ............ Kecamatan ............. . 

Kabupaten Ponorogo 

Ketua 
Wkl Ketua 
Sekretaris 

: ................... ( .......... ) 
: ................... ( ...... .... ) 
: ... ................ ( . . . . . . . . . . ) 
: ............ ....... ( .......... ) 



II Format Y -1 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ··············"···

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kade Pas ............ . 

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN 

SAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU PENDAFTARAN ULANG 

Nama Sakal Galon 
Alam at 
Pekerjaan 

No. Uraian Ada Tidak 

1. Surat Permohonan
2. Daftar Riwayat Hidup 
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar 
4. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME

Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 
5. 1945 dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal lka
6. Foto Copy ljasah terakhir dilegalisir
7. Foto Copy Akta Kelahiran I Surat Kelahiran dilegalisir

� 8. Bersedia Dicalonkan meniadi Kepala Desa 
9. Foto Copy KTP dilegalisir
10. Surat Keteranqan Catatan Kepolisian ( SKCK)
11. Surat Pernvataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara

Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarl<an 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

12. oeniara oaling sinokat 5 (lima) tahun
13. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnva
14. Surat Keteranoan seh at dari dokter

Surat pernyataan tidak mengundurkan diri set el ah ditetapkan
15. sebagai Galon Kepala Oesa

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
16. selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004

Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban
sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

17. undangan
Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang

18. bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa
19. Pernyataan bersedia tidak membuat keributan I keonaran

Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari
20 . pekerjaan sebelumnya 

Syarat-syarat lain (surat ljin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, 
21. Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).

Hasil penelitian memenuhi syarat I tidak memenuhi syarat. 

1. Ketua

2. Anggota

........................................................... 20 ..... 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . .  . 

Kabupaten Ponorogo 
Seksi Pendaftaran Sakal Galon 

1. 
2. 
3. 
4. 

( ............. ) 
( .. ........... ) 
( . . . . . . . . . . . . . ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 

Ket. 

II 

I 

' 



II Format Z II 
PAN!T1A PEMIUHAN KEPALA DESA ANT AR V\/AKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kade Pos ............ . 

BERITA ACARA 

HASIL SELEKSI TAMBAHAN SAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

PEMILIHAN KEPALA CESA ......................... . 

KECAMATAN ...................... . 

Pada hari ini ............ tangga1 ......... ................ tatiun ...... ........ , berternpat 

di ...................................... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

..................... , Kecamatan ............ ... ..... , Kabupaten Ponorogo telah mengadakan 

seteksi tambahan .kepada .Baka! Galon Kepala O.esa Antar VVaktu, PemUman Ke pa la 

Desa Antar Waktu, Desa ... ............ ..... , Kecamatan ... ...... ... ......... , Kabupaten 

Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepa1a Desa, dengan hasil sebagai terikut : 

Sakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk 
mengikuti seleksi tambahan sejumlah .............. ( ................ ) orang, yaitu 

1. Sdr . ..................................................... TTL ....................... I umur ......... tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ....................................... . 

2. Sdr. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . TTL . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . I umur . . . .. . . . . tahun_, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ....................................... . 

3. Sdr. ..................................................... TTL ....................... I umur ......... tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... a lam at ....................................... . 

4. -----·--··················- dst.

Setelah dilakukan seleksi tambahan maka diperoleh hasil sebagai berikut 

1. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . TTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I umur . . . . . . . . . tahun, 
pendidikan . . . . . . . . . . . . . . . . . pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lam at ....................................... ,
memperoleh nilai ....... . 

2. Sdr. ..................................................... TTL ....................... I umur ......... tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... ala mat ....................................... , 
memperoleh n�lai ....... . 
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3. Sdr. ............. ... ..................................... TTL .................... ... I umur ......... tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ....................................... , 

memperoleh nilai ....... . 

4 . .......................... dst. 

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi ini dibuat dengan sebenamya untuk 

dipergunakan seperlunya . 

1. Ketua

.......................... , ································ 20 . .... 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Desa. . . . . ... . .  . Kecamatan . . . . . . . ... . 

Kabupaten Ponorogo 
Seksi Pendaftaran Baka! Galon 

( .. . . . . . . . . . . .  ) 

2. Anggota 1. 

2. 

3. 

4. 

( . . . . . . . . . . . . . ) 

( . . . . . . . . . . . .. )

( . .... ........ ) 

( . . . ... . . . . . . . ) 

Camat ............... .... . Sadan Permusyawaratan Desa 
Kabupaten Ponorogo Oesa ... .......... Kecamatan ............. . 

1. Ketua ( .............. ) 

2. Vvkl Ketua ( ...... ........ ) 

3. Sekretaris ( ... ...... ..... ) 

...................... ......... 4. ··· ····· ····· ( .............. ) 



[I Format AA I[ 
PAfflTiA .PEMIUHAN KEPALA OESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pas ............ . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA ................... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

NO.'VIOR: ............... . 

TENT ANG 

PENETAPAN GALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ... ............. . 

KECAMATAN ............. KABUPATEN PONOROGO 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ... ... .......... , 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Serita Acara Penelitian Serkas Permohonan 
atau Serita Acara Penelitian Kelengkapan persyaratan 
perpanjangan waktu _pendaftaran atau Hasil Seleksi Tambahan 

Mengingat 

Baka1 Cal on Kepa1a Desa Antar V\laktu tanggal ........................... , 
maka Panitia Pemilihan Kepala Oesa Antar Waktu perlu 
menetapkan Sakal Galon Kepala Desa Antar Waktu yang 
memenuhi persyaratan atau dinyatakan lulus seleksi tambahan 
menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu 

b. bahwa penetapan Sakai Caion Kepala Desa Antar VVaktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 103
ayat (2) Peraturan Supati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Oesa, maka dipandang
perlti t.1n-tuk menetapkan Calon Y'8paia Desa Antar \,"Jaktu dengan
menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 1 anun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Und�mg-Undan.g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 112 TahlJn 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;



2 
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Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah ·cl+ubah dangan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor . . . . Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 T ahun 2015 tentang Ke pa la Desa; 

12, Peraturan Desa ,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,, Kecamatan ,,,,,,,,,,.,,,,,,., Nomor ... ,, 
T ahun ......... tentang Pemmhan Kepala Desa ................ Kecamatan 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 

KESATU Menetapkan Calon K-epala Oesa Antar Waktu .................... Perni·lihan 

KE DUA 

KET I GA 

Kepala Desa Antar Waktu . .. . .. ... .. . ... .. .. .. . Kecamatan ..................... . 
Kabupaten Ponorogo ; 

Galon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU Keputusan ini adalah : 
a �,.j.. .._.,.....,, ,r +ah .. ,n nonrlj,.jjl,..,,.., n.ov.ori '>an 

• V ...... 1 • • • ••. ••. ••• • ••, ,, , , , , , , , ,, •• \.Al I tit.Al , , , , • , , I. f IUI 1, t-,''-'1 1\,,,11\,,Alf\.c;.,tl I .• , , , , , , t,J"Vl\.\,,,,I JC.A. 11 

.......................... alamat ..................................................... , 

b. Sdr. ............................ umur ....... tahun, pendidikan ........ pekerjaan 
.......................... alamat ..................................................... , 

c. Sdr .......... _ ............................. .umur ---···· iahun, pe.ndi.dik.an ......... pe.kerJaan 

.......................... alamat .................................................... .. 

a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 
pada tanggal 

PANfflA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR VVAKTU 

DESA. .. ... ......... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 
Ketua 

TEMBUSAN: 
Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ; 

2. Camat ......................... ·; 
3. Ketua BPD Desa ................... Kecamatan ...................... ; 
4. Galon Kepala Desa yang bersangkutan.



II Format AB -1 II 

BADAN PERMUSYAWARAT AN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 
JI. .............................. No .... Telp. (0352) .............. . 

·KodePos

SERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

PENETAPAN 1 (SATU) ORANG CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ......................... . 

KECAMATAN ....................... KABUAPTEN PONOROGO 

Pada hari ini ............ tanggal ......... ................ tahun Dua Ribu .............. , 

bertempat di ...................................... , Desa ..................... , Kecamatan 

... ... .............. , ,Kabupaten Ponorogo, telah .dilaksanakan Musyawarah Desa dengan 

materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapan Calon 

Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih. 

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Sadan Permusyaratan Desa, 

Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 

Waktu dan Galon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh 

1 (orang) orang Galon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu: 

1. Sdr. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. TTL . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . I umur . . . . .. . . . tahun, 

pendidikan ................. pekerjaan ........................... ala mat ....................................... . 

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang 

dipimpin oleh Ketua Sadan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil 

pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepaia Desa Antar V\faktu yang diikuti 

oleh 1 (satu) Ca Ion Kepala Desa Antar Waktu dan sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (2) 

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 

maka musyawarah desa dilaksanakan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar 

Waktu menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu: 
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Sdr. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . TTL . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . I umur . . . . . . . . . tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...................................... . 

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya 

untuk dipergunakan seperlunya . 

.......................... , ................................ 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Desa ...... ....... Kecamatan ............. . 

'Kabupaten JDonorogo 
1. Ketua
2. Wkl. Ketua
3. Sekretaris
4.

( .......... ) 1. 
( .......... ) 2. 
( .......... ) 3. 
( .......... ) 4. 

Badan Permusyawaratan Desa 

Desa ............. Kecamatan ............. . 

Ketua 
Wkl Ketua 
Sekretaris 

: ................... ( .......... ) 
: ................... ( .......... ) 
: ... ................ ( .......... )
: ................... ( .......... )



II Format AB - 2 II 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 
JI. .............................. No .... Telp. (0352) .............. . 

................................. 

-KGde-Pos : ......... . 

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

KESEPAKATAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU 

MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ......................... . 

KECAMATAN ....................... KABUAPTEN PONOROGO 

Pada hari ini ... ...... ... tanggal ......... .......... ...... tahun Dua Ribu .............. , 

bertempat di ...................................... , Des a ..................... , Kecamatan 

...... ... ... ........ , -Kabupaten .Ponorogo, -sesuai ·k-etentuan ..Pasal 1-08 ayat -(3) ..Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah 

dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala 

Desa Antar Waktu. 

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa, 

Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 

·waktu dan Calon Kepa:la Desa Antar'\/Vaktu, sebaga�mana daffar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti 

oleh ..... ( ...... ) orang Galon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu : 

1. Sdr. ..................................................... TTL ....................... I umur ......... tahun, 

pendidikan ................. pekerjaan ........................... ala mat ....................................... . 

2. -Sdi. .............. ........... ............................ :YT-L ....................... l umt1r ......... ·taht1n, 

pendidikan ................. pekerjaan ........................... ala mat ....................................... . 

3. . ......................... dst. 

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang 

dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil 

pembicaraan para peserta mengenai penetapan Galon Kepala Desa Antar Waktu 

menjadi ·Galon Kepala -Desa Antar ·Waktu Terpilih, diperoleh -k'ata mufakat sepakat untuk 

menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Galon Kepala 

Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu: 
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Sdr. ..................................................... TTL ....................... I umur ......... tahun, 

pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat .......... : .......................... .. 

Demrkian -Serita Aeara -Musyawarah -Desa +ni ·dibuat ·dengan ·sebenarnya 

untuk dipergunakan seperlunya . 

.......................... , ................................ 20 .... . 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Desa ............. Kecamatan ............. . 
"J(abupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wkl. Ketua
3. Sekretaris
4.

( ...... .... ) 1. 
( .......... ) 2. 
( .... ., .... ) 3. 
( .......... ) 4. 

Sadan Permusyawaratan Desa 

Desa .. .. .. . . .. .. . Kecamatan ............. . 

Ketua 
Wkl Ketua 
Sekretaris 

: ................... ( .......... ) 
: ... ................ ( .......... ) 
: ...... ............. ( .......... ) 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .

) 



II Format AC -1 II 
PAN1T1A PEM1UHAN KEPALA DESA 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. . 

KABUPATENPONOROGO 

Sekretariat: JI. ........................ No . ...... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

SERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN 

PEMUNGUTAN SU ARA ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG AT AU 

PENUNOAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ......................... . 

KECAMAT AN ....................... KABUAPTEN PONOROGO 

Pada hari ini ...... ...... tangga1 ...... ................... tahun Dua Ribu ... ... ... ..... , 

bertempat di ...................................... , Desa ...... ...... ...... ... , Kecamatan 

... ... ... ........... , Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan 
materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapan Galon 
Kepala Desa .Antar V\Jaktu xnenjadi .Ca!on Kepa!a Desa .4.ntar \Naktu T erpi!ib. 

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyaratan Desa, 
Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 
Waktu dan Galon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Dalam Musyawarah Desa· Pemilih'an Kepa'la Desa Antar Waktu ini diikuti oleh 

..... ( ... ... ) orang Galon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu 

1. Sdr. ..................................................... TTL ....................... I umur .:....... tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...................................... .. 

2. Sdr. ................. ..... . ... .. . .. . .. .... .. ... .... .. .. .. TTL .. ... .. .. .. .. ... ... .. .. I umur .. . .. .. . . tahun, 

pendidikan ................. pekerjaan ........................... ala mat ....................................... . 

3. Sdr. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . TTL .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. . I umur .. .. .. . .. tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ....................................... . 

4. . ......................... dst. 

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang 

dipimpin oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil 

_pembicaraan .para .peser:ta .mengenai penetapan Calon Kepala Desa .A.ntar VVaktu 

menjadi Galon Kepala Desa Antar Waktu T erpilih, tidak diperoleh kata mufakat sepakat 
untuk menetapkan 1 (satu) orang Galon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Galon 
Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor .. . Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dilakukan 

pemungutan suara. 

Dari jumlah ............. peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
yang diundang, hadir dalam pemilihan ini ......... peserta dan .................. peserta tidak 
hadir, kar:ena ........................................................ , sehingga memenuhi S¥arat untuk 
dilakukan pemungutan suara. 
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Badan Permusyawaratan Desa dibantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 
Waktu Desa .................. , Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan disaksikan oleh peserta 
musyawarah dan para Galon Kepala Desa Antar Waktu, telah melaksanakan 
pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara dengan hasil perolehan 
suara sah, masing-masing Calon Kepala Desa Antar \J\!aktu sebagai berikut 

1. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

3. Sdr ................................. , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

4. Suara tidak sah ( ........................................... ) suara. 

Berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara, Calon Kepala Desa Antar 
Waktu Nomor Urut .. .. .. ... ( .. .... .. .. ), Sdr. .. .................................... telah memperoleh 
.suara Jerbanyak .y.aitu ............. ( .............................. ) suara, .sehingga .te!ah memenuhi 
syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih. 

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 
........................ , Kecar.natan .................. .Kabupaten .Ponor.ogo, melalui musyawah desa. 

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . 

.......................... , ................................ 20 ... . 

BADAN PERMUSYAWARAIAN D.ESA, DESA ................. . 
Kecamatan ...... ........... Kabupaten Ponorogo 

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Benda hara

Galon Kepala Desa Antar Waktu 

1 . . . . ... ... . . . . . . .  . ( . . . . . . . . .  ) 
2 . ................ . ( . . . . . . . . .  ) 
3 ................. . (

. . . . . . . . .  ) 
4 ................. . ( . . . . . . . . .  )

( . . . ..... . . . . . )
( . . . . . . . . . . ... ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . . . . . .  ) 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Desa ............. Kecamatan .......... ... . 

Kabupaten Ponorogo 

1. . . . . . . . . . . . . . .. . ( . ... . . . . .  ) 
2. 
3. 
4. 

( . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . .  ) 
( . . . . . . . . .  ) 



Ii Format AC - 2 II 
BADAN PERMUSYAWARAT AN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 

JI. .............................. No .... Telp. (0352) .............. . 

Kode Pos : ......... . 

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ........................ .. 

KECAMATAN ....................... KABUAPTEN PONOROGO 

Pada hari ini ............ tanggal ......... ....... ... ...... tahun Dua Ribu ......... ..... , 

bertempat di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

Kecamatan 

......... ... ........ , Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan 

Bupati Ponorogo Nomor .. . Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah 

dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala 

Desa Antar Waktu. 

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Sadan Permusyaratan Desa, 

Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 

Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh 

..... ( ...... )orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu: 

1. Sdr. . . .. . .. ... . . . .. . . . . ... . . . . ... . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. TTL . . .. . . . .. . . .. ... . ... .. . I umur . . . . .. . . . tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ...................................... .. 

2. Sdr. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . ... . .. . .. . .. . ... . . TTL .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . I umur . . . ... .. . tahun, 
pendidikan ................. pekerjaan ........................... alamat ....................................... . 

3. . ......................... dst. 

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang 

dipimpin oleh Ketua Sadan Permusyaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil 

pembicaraan para peserta mengenai Berita Acara hasil Penghitungan Pemungutan 

Suara atau Pemungutan Suara Ulang atau Penundaan Pemungutan Suara Ulang 

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . Kecamatan ...................... . 

Kabupaten Ponorogo dengan hasil sebagai berikut : 

1. Sdr . ................................ , memperoleh . . . .. . . .. ( ........................................... ) suara. 

2. Sdr . ................................ , memperoleh ......... ( ........................................... ) suara. 

3. dst.
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Berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara tersebut, maka Calon 

Kepala Desa Antar Waktu Nomor Urut ......... ( .......... }, Sdr . ..................................... . 

telah memperoleh suara terbanyak yaitu . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) suara, 

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam Pemilihan Kepala 

Desa Antar Waktu Desa . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ka bu paten 

Ponorogo. 

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

dipergunakan seperlunya . 

.......................... , ................................ 20 .... . 

Badan Permusyawaratan Desa 

Desa .................... Kecamatan ............. . 

1. Ketua

2. Wkl Ketua
3. Sekretaris
4. ............. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( .......................... ) 
( .......................... ) 
( .... ...................... ) 
( .......................... )

.................................. ····· 

. ...... ............ ......... ...... ..... 



II Format AD - 1 II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANT AR WAKTU 

DESA ....................... KECAMA TAN ................. .

KABUPATEN PONOROGO 

Sekretariat : JI. ........................ No ....... Telp (0352) .............. Kode Pos ............ . 

Norn or 
Sifat 
Lampi ran 
Peri ha I 

Kepada 
Penting Yth. Ketua Sadan Permusyawarah Desa 
1 (satu) berkas Desa . . . . . . . . . . . Kecamatan ...... ...... . 
Laporan Hasil Pemilihan 
Kepala Desa. 

di 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, 
bersama ini kami laporkan dengan hormat pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa, Desa .............. Kecamatan ... ............... 
I 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal

. . . . . . . . . . . . . . bertempat di. ........ ........... Kecamatan .......... Kabupaten 
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIS s/d jam ........... WIS. dan 
dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

serta berjalan lancar dan tertib. 

2. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ..... ( ... .... ) Galon Kepala Desa, 

yaitu: 

a. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. TTL . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . I umur ..... . 
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 
ala mat ................................... , dengan nomor urut ..... . 

b. Sdr. . ........................................... TTL ....................... I umur ..... . 
tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 
ala mat ................................... , dengan nomor urut ..... . 

c. Sdr. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . TTL . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . I umur ..... . 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 

alamat ................................... , dengan nomor urut ..... . 
d. . ........ ...... ..... dst. 

3. Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa

........................ yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa, Sadan Permusyawaratan Desa ..................... , 
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . dan Cal on 
Kepala Desa dan I atau Saksi. 

Setelah dilaksanakan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

c. Jumlah Pemilih yang diberikan kesempatan
menggunakan hak pilih

d. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan

hak pilih

pemilih. 

pemilih. 

pemilih. 

pemilih. 



2 

e. Jumlah Surat Suara
f. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada

pemilih

g. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak

h. Jumlah Surat Suara yang salah coblos

4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut :

lembar. 

lembar. 

lembar. 

lembar. 

a. Sdr ................................. nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

b. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 
c. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ... ... suara. 

d. . .. ... ...... ........ dst. 

e. Surat Suara tidak sah ...... suara. 

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala 

Desa Norn or Urut ......... ( .......... ), Sdr .............................................. tel ah 

memperoleh suara terbanyak yaitu .. .. . . .. . .. . ( .............................. ) suara, 

maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan 

Ke pal a Desa .................. , Kecamatan .. . .. . .  .. .. .. .. .. . .. . Kabupaten 
Ponorogo .. 

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, 

maka bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa, sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA. .. ... ... ...... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 



Nomor 

Sifat 

Lampi ran 

Peri ha I 

II Format AD - 2.a II 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 

JI. .............................. No . ... Telp. (0352) .............. . 

Penting 

1 ( satu) berkas 

Laporan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa. 

Kade Pas 

Kepada 

Yth. Bupati Ponorogo 

melalui Camat ........................ . 

di 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa 

...... ... ..... , Kecamatan ...... .......... Kabupaten Ponorogo, bersama ini 

kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

.............. , Kecamatan ...... .......... , sebagai berikut : 

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal ............. . 

bertempat di .................... Kecamatan .......... Kabupaten Ponorogo, 

dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB. dan dilaksanakan 

dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan 

lancar dan tertib. 

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di hadiri oleh Panitia 

Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Galon 

Kepala Desa dan/atau Saksi serta masyarakat yang hadir di tempat 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

2. Dari jumlah . .. ... . ... .. . pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap, hadir dalam pemilihan ini ......... pemilih dan .................. pemilih

tidak hadir.

3. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ..... ( ....... ) Galon Kepala Desa, 

yaitu: 

a. Sdr. . ........................................... TTL ....................... I umur ..... . 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 

ala mat ................................... , dengan nomor urut ..... . 

b. Sdr. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. TTL .. .. .. . .. .. . .. ... . .. .. . I umur .... .. 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 

ala mat ................................... , dengan nomor urut ..... . 

c. Sdr. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. TTL . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. I umur ..... . 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ....................................... .. 

ala mat ................................... , dengan nomor urut ...... . 

d. . ..... ... ... ........ dst. 
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4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

a. Sdr . .................... ............ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

b. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

c. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

d. . ..... ...... ........ dst. 

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala 

Desa Nomor Urut ......... ( .......... ), Sdr. . ........................................ telah 

memperoleh suara terbanyak yaitu . . .. .. .. .. .. ( .............................. ) suara, 

maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan 

Kepala Desa .................. , Kecamatan ... .............. Ka bu paten Ponorogo. 

Dengan selesaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan 

telah ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maka bersama ini kami 

mohon pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih serta 

TEMBUSAN: 

melantik Sdr. ...................................... TTL ..................... I umur ...... tahun, 

pendidikan ................. pekerjaan ............................. ala mat ...................... , 

sebagai Kepala Desa ............... Kecamatan ................ . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas 

pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ............... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

................................... 

Yth. Sdr. 1. Cam at ......................... ; 

2. Kepala Desa ............ .......... Kecamatan .................. . 



Nomor 

Sifat 

Lampi ran 

Peri ha I 

II Format AD - 2.b II 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 

JI. .............................. No .... Telp. (0352) .............. .
••••.................•••••••••••• 

Kode Pos 

Kepada 

Penting Yth. Bupati Ponorogo 

1 ( satu) berkas melalui Camat ......... ...... ........ .. 

Laporan Hasil Musyawarah 
Pemilihan Kepala Desa 
Antar Waktu. 

di 
• • •  0 0 0  • • • • • • • • • • • •  0 0 0 0 0 R 0 0 0  

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa 
Antar Waktu, Desa .............. , Kecamatan .. . . .. . . . . .. .. . . Ka bu paten 
Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan 
hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa ... ........... , 
Kecamatan ......... ....... , sebagai berikut : 

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal
. .. . .. . . . .. . .. bertempat di ...... ...... ........ Kecamatan .......... Kabupaten 
Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIS. 

2. Dari jumlah ............. peserta musyawarah yang telah ditetapkan, hadir 
dalam pemilihan ini ......... peserta dan .................. peserta tidak hadir, 
sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah. 

3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh 1 (satu) Galon Kepala
Desa Antar Waktu, yaitu:

Sdr . ............................................ TTL ....................... I umur ...... tahun, 
pendidikan . .. .. . . . .. .. ... .. pekerjaan .. .. .. .. . .. .... .. . . .. .. .... .. .. .. .. ... .. . ala mat 

4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah
diperoleh kata mufakat sepakat oleh perseta musyawarah untuk
menetapkan Galon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Galon Kepala
Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu:

Sdr . ..................................... TTL ....................... I umur ...... tahun, 
pendidikan ......... pekerjaan ................... ala mat ........................... : 

Dengan selesaikan pelaksanaan musyawarah Pemilih.an Kepala 
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Galon Kepala Desa Antar Waktu 
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan 
Calon Kepala Desa Antar Waktu T erpilih serta melantik Sdr . ..................... . 
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TTL . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. I umur .. . . . . tahun, pendidikan . . . . .. . .. pekerjaan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ala mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebagai Ke pa la Desa .............. . 

Kecamatan ... ............. . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas 

pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

TEMBUSAN: 

................. Kecamatan ............ ..... , sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA ...... ......... KECAMATAN .................... . 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

................................... 

Yth. Sdr. 1. Ca mat ......................... ; 

2. Kepala Desa ................. __ . . Kecamatan ........... ........ . 



Nomor 

Si fat 

Lampi ran 

Peri ha I 

II Format AD - 2.c \I 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 
Jl. .............................. No . ... Telp. (0352) .............. . 

Kode Pos 

Kepada 

Penting Yth. Bupati Ponorogo 

1 (satu) berkas 

Laporan Hasil Musyawarah 

Pemilihan Kepala Desa 

Antar Waktu. 

melalui Ca mat ... ... ... ... ... ........ .. 

di 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa 

Antar Waktu, Desa ... ...... ..... , Kecamatan .. . . . . .  . .. .. .. . . Ka bu paten 

Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan 

hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa ......... ..... , 

Kecamatan ................ , sebagai berikut : 

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal

. . . .. . .. . . . .. . bertempat di. ........... ........ Kecamatan ... ... .... Kabupaten 

Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIB s/d jam ........... WIB. 

2. Dari jumlah ............. peserta musyawarah yang telah ditetapkan, hadir 

dalam pemilihan ini ......... peserta dan .................. peserta tidak hadir, 

sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah. 

3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh ..... ( ... .... ) Galon 

Kepala Desa Antar Waktu, yaitu : 

a. Sdr. . ........................................... TTL ....................... I umur .... .. 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ....................................... .. 

alamat ...................................................... . 

b. Sdr. .. .......................................... TIL ....................... I umur ..... . 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ....................................... .. 

alamat ...................................................... . 

c. . .............. ..... dst. 

4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah

diperoleh kata mufakat sepakat oleh perseta musyawarah untuk

menetapkan 1 (orang) Galon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Galon

Kepala Desa Antar Waktu T erpilih, yaitu
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Sdr . ..................................... TTL ....................... I umur ...... tahun, 

pendidikan ......... pekerjaan ................... alamat ......... ......... ......... : 

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana tersebut angka 4, 

maka Sdr . ..................................... TTL ....................... I umur ...... tahun, 

pendidikan . . . . . . . . . pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ala mat .................. ...... ... , 

ditetapkan sebagai Galon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam 

musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu .................. , 

Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo. 

TEMBUSAN: 

Dengan selesaikan pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala 

Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Galon Kepala Desa Antar Waktu 

Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan 

Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik Sdr . ..................... . 

TTL . .. . .. ... ... . . . .. . ... . . I umur . . ... . tahun, pendidikan . . . . .. . .. pekerjaan 

. . . ... .. .. . . . . . . . . . ala mat . . . . . . .. . . . . . . . . . . . sebagai Ke pal a Desa .............. . 

Kecamatan ................ . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas 

pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

................. Kecamatan ................. , sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA 

DESA. ..... ... ...... KECAMATAN ................... .. 

KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Yth. Sdr. 1. Camat ......................... ; 

2. Kepala Desa ..................... Kecamatan ................. . .. 



Nomor 

Si fat 

Lampi ran 

Peri ha I 

II Format AD - 2.d II 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... . 

KECAMATAN ................. KABUPATEN PONOROGO 

JI. .............................. No . ... Telp. (0352) .............. . 

................................• 

Kode Pos 

Kepada 

Penting Yth. Supati Ponorogo 

1 ( satu) berkas 

Laporan Hasil Musyawarah 

Pemilihan Kepala Desa 

Antar Waktu. 

melalui Ca mat .................. ...... . 

di 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

... . .......... , Kecamatan .. .. .. .. .. .. .. .. Kabupaten Ponorogo, bersama ini 

kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar 

Waktu, Desa ... ... ........ , Kecamatan ................ , sebagai berikut: 

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal

. . . . . . . . . . . . . . bertempat di ...... ...... ... ... .. Kecamatan ... ....... Kabupaten 

Ponorogo, dimulai dari jam ........... WIS s/d jam ........... WIB. 

2. Dari jumlah ............. peserta musyawarah yang tel ah ditetapkan hadir 

dalam pemilihan ini ......... peserta dan .................. peserta tidak hadir, 

sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah. 

3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh . . . . . ( ....... ) Ca Ion 

Kepala Desa Antar Waktu, yaitu 

a. Sdr. . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . TTL . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . I umur .... .. 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 

alamat ...................................................... . 

b. Sdr. . ........................................... TTL ....................... I umur ..... . 

tahun, pendidikan ................. pekerjaan ........................................ . 

alamat ...................................................... . 

c. . .. ......... ........ dst. 

4. Dalam pelaksanaan pembahasan oleh peserta musyawah desa yang

dipimpin oleh Ketua Sadan Permusyaratan Desa, mengenai pokok­

pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu, tidak diperoleh kata mufakat oleh peserta

musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Caton Kepala Desa Antar
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Waktu, maka dilakukan pemungutan suara dan setelah dilakukan 

pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

b. Sdr . ................................ nomor urut ...... memperoleh ...... suara. 

c. . ........ ........... dst. 

Berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut 

angka 4, Sdr . ...................................... telah memperoleh suara terbanyak 

yaitu .. .. . . . . . .. . ( . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . ) suara, maka yang bersangkutan

ditetapkan sebagai Galon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam 
musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa .................. , 
Kecamatan ................. Kabupaten Ponorogo. 

Dengan selesainya pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala 
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Galon Kepala Desa Antar Waktu 
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan 
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik sebagai Kepala 

TEMBUSAN: 

Desa ............... Kecamatan ................ . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas 
pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa 

............ ..... Kecamatan ...... ........... , sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA. .............. KECAMATAN .................... . 
KABUPATEN PONOROGO 

Ketua 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yth. Sdr. 1. Ga mat ......... ................ ; 

2. Kepala Desa . .. .. . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ...... ...... ...... . .. 



CONTOH SUARA SAH 

1. 1 (satu) coblosan

SURAT SUARA SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA ...... ....... -· ...... KECAMATAN .... ... ........ . . 
KABUPATEN PONOROGO 

CESA ................ ....... KECAMATAN .............. .. 
KABUPATENPONOROGO 

2 1 2 

Hj. SU LASTRl,SE. Ir. H. SU MINO SUKIMAN, SH. Hj. NILAM P, SE •• Drs. ():HP. 

SURAT SUARA SURAT SUARA 

PEMLIHAN KEPALA DESA PALADESA 
!ATAN .. ..... ...•.....•.. DESA .. -····- ·-· .. ........ ,ECAMATAN ................. . 

NOROGO PONOROGO 

1 3 4 4 

I. 

Ir. DARMANTO Hj. NILAM P,SE. Dis. HADI P. HART ATI, SH. H. SARDJONO I I Ir. SRI HARTIN! I I SUKIMA N, SH. 



CONTOH SUARA SAH 

2. Lebih dari 1 (satu) coblosan tetapi dalam 1 (satu) kotak gambar maksimal 3 (tiga) bekas coblosan

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEP ALA DESA 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

DESA .......... . ......... .. KECAMATAN .....•..•.•..•..• DE SA . .  -.... ......... ....... KE CAMATAN .. ........ .... .. 

KABUPATENPONOROGO 

1 

�J A�� 
. !:�· -A�� 
fit� L�.· ··.,. '"ii·1�
�1�\�,s'�fl 

Hj. SULASTRl,SE. 0.SUMINO

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA OESA

DESA ··········-·-········ KECAMATAN .......... . 

KABUPATENPONOROGO 

SUKIMAN, SH. 

ABUPATEN PONOROGO 

:----

�-

Hj. NILAM P, SE•· 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

DESA .••...• -. -........... KECAMATAN ..... .. 

KABUPATENP0t¥>ROGO 

3 

Ors. HADIP. 

1 I I 2 I I 3 I 1• 4 I 11 11

1111 

ii ii 
Ir. DARMA.NTO I I Hj. NILAM P,SE. I I Drs. HAOI P. I I H0TATI, SH. I I 11 H. SARruONO Ir. SRI HARTH 



CONTOH SUARA TIDAK SAH 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEP ALA DESA 

DESA •..•. - ...... .......... KECAMATAN ....... ......... . 
KABUPATEN PONOROGO

1 2 

HJ. SULASfRl,SE. Ir. H. SUMINO 

Tidak ada coblosan 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA .. ... -· .•. -· -· ...... KECAMATAN ................. .. 

KABUPATEN PO NOROGO 

1 2 3 4 

Ir. DARMANTO Ors. HADIP. HART ATI, SH. 

coblosan tidak memakai alat yang disediakan 

SURAT SUARA 

AN KEPALA DESA 

DESA ............. ,#. ....... KECAMATAN .............. .. 

iP ATEN PONOROGO

1 
0 

3 

I 
SUKIMAN, SH. Hj. NILAM P, SE,. Drs. HADIP. 

1 (dua) coblosan berada di luar kotak tanda gambar 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA .............. ........ KECAMATAN ········- ...•...• 
KASUPATEN PONOROGO 

coblosan lebih dari 1 (satu) kotak tanda gambar I semua dicoblos 



CONTOH SUARA TIDAK SAH 

SURAT SUARA SURAT SUARA 

DESA ....... ��.�'.�
1

��� ;;��1�!�� ... �····-. . ···· I l OESA ,,_ .... �����
1

-��::�:�!�!��- ............ . 
KABUPATEN PONOROGO

1 I I 2 II I 3 

SUKIMAN, SH. I IHi. tlll.M1 P. SE J. � I Ors. HADI P. 

Coblosan lebih dari 3 (tiga) coblosan 1 (satu) coblosan dan ditanda-tangani 

SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 
DESA ·····-····-··········· KECAMATAN •..•..•. .•..•..•..•

If". DAR MANTO 

KABUPATEN PONOROGO
11 ·()OOSS

�J 
9csgo� 

2 3 

Hj. NILAM P,SE. Dis. HADI P. 

' I, 

HAR.TAT!, SH. 

1 (satu) coblosan atau lebih dan ditambah tulisan 

DESA ...... ... . 

,� 
���­

�� 
� 

H.SARDJONO

SUARA 

IL.AN KEPALA DESA 

r·. KECAMATAN .. M .... - . ...... . 

ENPONOROGO 

• ' 

HARJANTO, SH. 

mencoblos lebih dari 3 (tiga) coblosan 



SURAT SUARA 

PEMILIHAN KEPALA CESA 

DESA •• -· •• I - I •• • •• ••• • •• •  I KECAMATAN .....••.. • •... -. -

KABUPATEN PONO RO GO 

1 11 2 II 3 11 4 11 5 

H. SARDJONO I I Ir. SRI HARTINI I I SUKI Ml\ N, SH. I Jlj SULASTR� SE� I HARJAN TO, SH.
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